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ABSTRACT

PROGRAM THE PROTECTION OF FARM OF AGRICULTURE OF FOOD
HAVE CONTINUATION
(Governmental Regulation Implementation Study of 1 Year 2011 About Stipulating

and Displace The Function of Farm of Agriculture of Food have continuation to
Region of Regency of Kotawaringin West)

ISKANDAR
Open University
kandar08@gmail.com

This research is to know whether development growth all industrial area especially
and big plantation very having an effect on to development of agricultural sector food,
this matter cause the happening of displacing function of agriculture farm specially farm
of rice field become the agriculture farm or non rice field. challenge of agriculture
Development in Regency of Kotawaringin Barat, for example:- How to fulfill the
requirement of area food; Improve;Repairing and develop farm infrastructure and irrigate
and also seed / seed; The increasing of productivity; added value and competitiveness of
agriculture product; Opening to access the defrayal and market for farmer. Pursuant to
result of research and solution, inferential hence important several things as follows :
governmental Regulation implementation about stipulating and displace the function of
farm of agriculture of food have continuation from communications aspect consisted of
the : transmission, clarity, consistency and.co-ordinate very supporting, this matter
visible from some opinion which have béen submitted/sent by each informan which is no
opinion which each other oppose against the governmental regulation policy. Existence
Of Governmental Regulation Number 1 Year 2011 about Stipulating and Displace The
Function of Farm of Agricultur¢ of Food of have Continuation [to] and Decision of
Regent of Kotawaringin Barat of Number : UKP.1220/540/V/2012 about Location of
Extension of Rice field and Number : UKP.1220/521.A/IV/2013 about Location of Rice
field Extension. That this'policy have very assistive in ready farm of agriculture of food
of have continuation and"information submitted/sent to each executor have very clear.
Become inferential. that theoritical communications, resources, attitude and structure
bureaacracy factor Edward III have very good in order to this governmental regulation
policy implementation.

Key words : Development of agricultural sector food, infrastructure of farm, produce
the food.
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ABSTRAK

PROGRAM PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN
BERKELANJUTAN
(Studi Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang
Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan berkelanjutan di Wilayah
Kabupaten Kotawaringin Barat)

ISKANDAR
Universitas Terbuka
kandar08@gmail.com

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah pertumbuhan pembangunan di
segala bidang terutama industri dan perkebunan besar sangat berpengaruh terhadap
pengembangan sektor pertanian pangan, karena hal ini dapat menyebabkan terjadi alih
fungsi lahan pertanian khususnya lahan sawah menjadi lahan pertanian atau non sawah.
Tantangan pembangunan pertanian di Kabupaten Kotawaringin-Barat, antara lain :
bagaimana memenuhi kebutuhan pangan daerah; memperbaiki dan membangun
infrastruktur lahan dan air serta perbenihan/pembibitan; Peningkatan produktivitas; nilai
tambah dan daya saing produk pertanian; membuka akses pembiayaan dan pasar bagi
petani. Hasil penelitian menunjukkan bahwa beberapa hal penting sebagai berikut
:Implementasi peraturan pemerintah tentang penetapan dan alih fungsi lahan pertanian
pangan berkelanjutan dari aspek komunikasi yang terdiri dari : transmisi, kejelasan,
konsistensi dan koordinasi sangat mendukung, Keberadaan Peraturan Pemerintah Nomor
1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alil Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
dan Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor: UKP.1220/540/V/2012 tentang
Lokasi Perluasan Sawah dan Nomor : UKP.1220/521.2/IV/2013  tentang Lokasi
Perluasan Sawah menunjukan bahwa kebijakan ini sangat membantu dalam penyediaan
lahan pertanian pangan berkelanjutan dan informasi yang disampaikan ke masing-masing
pelaksana sudah sangat jelas. Faktor komunikasi, sumber daya, disposisi/sikap dan
struktur birokrasi sudah “sangat baik dalam rangka mengimplementasikan kebijakan
peraturan pemerintah 1ni.

Kata Kunci: Infrastruktur lahan, pengembangan sektor pertanian pangan, produksi
pangan.
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BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan pertanian mempunyai peran yang sangat strategis dalam
mengembangkan perekonomian di Kabupaten Kotawaringin Barat. Peran strategis
tersebut digambarkan melalui konstribusinya yang dominan terhadap pembentukan
Produk Domistik Bruto (PDRB), selain sebagai penyedia bahan pangan, bahan baku
industri, penyerap tenaga kerja, sumber pendapatan masyarakat, serta pelestarian
lingkungan melalui praktek usahatani yang ramah lingkungarn.

Seiring perubahan lingkungan yang sangat. dinamis, pembangunan pertanian
khususnya sub sektor tanaman pangan dan hortikultura di Kabupaten Kotawaringin Barat
dihadapkan persoalan mendasar, diantaranya : Meningkatnya kebutuhan pangan seiring
peningkatan jumlah penduduk, semakin terbatasnya sumberdaya lahan, air dan energi;
Perubahan iklim global, Perkembangan sosial budaya masyarakat; Status, luas
kepemilikan lahan dan pemanfaatan lahan; Masih rawannya ketahanan pangan dan energi.

Pertumbuhan_ pembangunan di segala bidang terutama industri dan perkebunan
besar sangat berpengaruh terhadap pengembangan sektor pertanian pangan, hal ini
menyebabkan-terjadinya alih fungsi lahan pertanian khususnya lahan sawah menjadi
lahan pertanian atau non sawah.

Tantangan pembangunan pertanian di Kabupaten Kotawaringin Barat, antara lain :
Bagaimana memenuhi kebutuhan pangan daerah; Memperbaiki dan membangun
infrastruktur lahan dan air serta perbenihan/perbibitan; Meningkatnya produktivitas; nilai
tambah dan daya saing produk pertanian; Membuka akses pembiayaan dan pasar bagi

petani.

Tuqas Akhir Proaram Maaister (TAPM) 1
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Berdasarkan data yang didapat pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten
Kotawaringin Barat, luas potensi lahan sawah seluas 35.456 Ha, potensi lahan yang sudah
divalidasi seluas 23.778 Ha, lahan yang sudah fungsional seluas 6.896 Ha dan lahan yang
belum fungsional seluas 28.560 Ha.

Kabupaten Kotawaringin Barat merupakan salah satu kabupaten yang masih
mengalami ketergantungan dalam hal pemenuhan kebutuhan pangan terutama beras,
sebagai dampak dari keadaan tersebut Kabupaten Kotawaringin Barat masih tergantung
dari daerah lain untuk mencukupi kebutuhan pangannya. Untuk mengurangi kekurangan
produksi pangan tersebut khususnya beras, pemerintah daerah berupaya menambah luas
baku lahan pangan terutama lahan sawah dalam upaya mengurangi ketergantungan dari
daerah lain.

Kegiatan perluasan persawahan merupakan salah satu bentuk tindakan pemerintah
yang diharapkan membawa dampak yang cukup besar terhadap kehidupan masyarakat
khususnya petani yang terlibat dalam pertanian tanaman pangan. Adanya kegiatan
perluasan sawah yang dilakukan Kabupaten Kotawaringin Barat akan sangat membantu
dalam rangka menyiapkan.produksi pangan khususnya beras. Kegiatan perluasan sawah
ini dibiayai oleh pemerintah sepenuhnya dengan melibatkan masyarakat tani sepenuhnya,
model bantuan biaya sosial yang langsung dikelola oleh masyarakat. Untuk mendukung
kebijakan tersebut pada tahun 2012 dan tahun 2013, melalui dana Anggaran Pendapatan
Belanja Negara (APBN), pemerintah melalui Keputusan Bupati Kotawaringin Barat
Nomor : UKP.1220/540/V/2012 tentang Penetapan dan Calon Petani dan Calon Lokasi
Penerima Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2012 seluas 500 Ha dan Keputusan Bupati
Kotawaringin Barat Nomor : UKP.1220/521.a/IV/2013 tentang Penetapan dan Calon
Petani dan Calon Lokasi Penerima Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2013 seluas 500 Ha.
Pemerintah menyediakan anggaran untuk pembukaan lahan sawah baru yang nantinya

akan ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan.

Tuaas Akhir Program Maaister (TAPM) 2
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Penyediaan lahan pertanian pangan dirasa masih belum dilaksanakan dengan baik,
hal ini tidak terlepas dari belum optimalnya implementasi Peraturan Pemerintah Nomor
1 Tahun 2011 tentang penetapan dan alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan,
hal ini dibuktikan belum adanya peraturan dacrah kabupaten yang mengatur tentang
penetapan dan alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan. Kebijakan pemerintah
pusat maupun daerah melalui APBN, APBD provinsi dan APBD kabupaten dalam hal
pengalokasian anggaran masih belum terlihat signifikan, hal ini dibuktikan penambahan
luas lahan pertanian pangan hanya berkisar 1.000 Ha selama tahun 2012-2103.

Untuk menambah luas baku lahan pertanian pangan berkelanjutan, melalui
Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan
Pertanian Pangan Berkelanjutan, diharapkan dapat mempercepat ketersediaan lahan
pangan untuk menjaga kemandirian, ketahanan-dan kedaulatan pangan. Peraturan
Pemerintah Nomor 1 tahun 2011 bertujuan :

1. Mewujudkan dan menjamin tersedianyalahan pertanian pangan berkelanjutan.
2. Mengendalikan alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan.

3. Mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.

4. Meningkatkan pemberdayaan, pendapatan dan kesejahteraan petani.

5. Memberikan kepastian usaha bagi pelaku usaha tani.

6. Mewujudkan keseimbangan ekologis.

7. Mencegah pemubaziran investasi infrastruktur.

Kegiatan perluasan areal sawah merupakan kegiatan yang mempunyai tujuan untuk
menambah luas baku lahan tanaman pangan melalui kegiatan perluasan sawah yang pada
akhimya peningkatan produksi pangan di Kabupaten Kotawaringin Barat. Perluasan
sawah akan berhasil secara berkelanjutan dalam rangka mendukung ketahanan pangan
daerah apabila didukung oleh sarana dan prasarana yang baik seperti Jalan Usaha Tani

(JUT), jaringan irigasi, permodalan, penggunaan benih bermutu, perlindungan hama

Tuaas Akhir Program Maaister (TAPM) 3
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penyakit dan pengelolaan pasca penen yang baik, sumber daya manusia yang baik dari
segi kuantitas dan kualitas, koordinasi yang baik antar pelaksana dilapangan, sikap dari
implementator, pembagian tugas yang jelas dari masing-masing pelaksana.

Sehubungan dengan uraian dan data di atas dapat diketahui terdapat potensi lahan
sawah yang cukup besar, baik yang sudah divalidasi maupun yang sudah fungsional serta
perluasan sawah setiap tahun. Sejalan dengan itu Dinas Pertanian dan Peternakan
Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah mempunyai visi
terwujudnya pertanian yang tangguh berwawasan agribisnis untuk peningkatan ketahanan
pangan dan kesejahteraan petani melalui pengelolaan sumberdaya pertanian secara
optimal. Dalam salah satu misinya Dinas Pertanian “dan Peternakan berupaya
meningkatkan ketahanan pangan melalui strategi salah satunya melalui cetak sawah,
optimasi/rehabilitasi lahan peningkapatan - indek, pertanaman dan peningkatan
produktivitas. Untuk dapat mencapai kondisi ketahanan pangan tersebut perlu adanya
jaminan ketersediaan lahan pertaman; untuk itu potensi lahan pertanian yang sudah ada
peneliti tertarik untuk dilakukan. penelitian tentang penetapan dan alih fungsi lahan
pertanian pangan berkelanjutan dan strateginya di Kabupaten Kotawaringin Barat.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan
masalah yang-diangkat dalam penelitian ini. Masalah akan difokuskan pada implementasi
Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi lahan
Pertanian Pangan Berkelanjutan, sebagai berikut :

1. Bagaimanakah implementasi kebijakan pemerintah tentang program perlindungan
pertanian pangan berkelanjutan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011
tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di

Kabupaten Kotawaringin Barat ?

Tuaas Akhir Proaram Maaister (TAPM) 4
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2. Faktor apa sajakah yang mendukung dan menghambat implementasi kebijakan
pemerintah tentang program perlindungan pertanian pangan berkelanjutan melalui
Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi
Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Kotawaringin Barat ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Menganalisis tentang implementasi  kebijakan pemerintah tentang program
perlindungan pertanian pangan berkelanjutan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 1
Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi [ahan Pertanian Pangan
Berkelanjutan di Kabupaten Kotawaringin Barat.

2. Menganalisis tentang faktor yang mendukung dan menghambat implementasi
kebijakan pemerintah tentang program perlindungan pertanian pangan berkelanjutan
melalui Peraturan Pemerintah Nomor 1-Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih
Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Kotawaringin Barat.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan ‘dari penelitian ini adalah untuk memberikan manfaat dan
sumbangsih pemikiran sebagai berikut :

1. Secara teoritik, hasil penelitian ini dapat menambah khasanah kajian implementasi
kebijakan publik dan ilmu administrasi publik pada umumnya

2. Secara praktis penelitian ini adalah memberikan masukan kepada para pengambil
keputusan di Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat, bahwa dalam
meningkatkan ketahanan pangan perlu penetapan lahan pertanian pangan

berkelanjutan.
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TEMUAN DAN PEMBAHASAN

A. Karakteristik Informan

Pelaksana implementasi kebijakan program perlindungan lahan pertanian pangan

berkelanjutan di Kabupaten Kotawaringin Barat yang menjadi sumber informasi dalam

penelitian ini sebanyak 8 Orang dan secara rinci adalah, Kepala Bidang Pengembangan

Sarana Pertanian dan Peternakan, Kepala Seksi Pengembangan Lahan dan Sumber Daya

Air, Koordinator Penyuluh Lapangan Kecamatan Arut Selatan; Koordinator Penyuluh

Lapangan Kecamatan Kumai, Koordinator Penyuluh Lapangan Kecamatan Pangkalan

Lada, Koordinator Penyuluh Lapangan Kecamatan Arut Utara dan Koordinator Penyuluh

Lapangan Kecamatan Kotawaringin Lama.

Adapun karakteristik setiap informan dapat dilihat seperti tabel di bawah ini.

Tabel 4.1

Informan Berdasarkan Pangkat/Golongan

Informan | Pangkat/Golongan
Kepala Bidang | Pembina / Iva
Kepala Seksi Penata Tk. I/ 11Id

Koordinator Penyuluh Lapangan
Kecamatan Arut Selatan

Penata Tk. I/ 111d

Koordinator Penyuluh Lapangan
Kecamatan Kumai

Penata Tk. I/ 11Id

Koordinator Penyuluh Lapangan
Kecamatan Pangkalan Lada

Penata Tk. I/ lI1d

Koordinator Penyuluh Lapangan
Kecamatan Pangkalan Banteng

Penata Tk. I/ 1IId

Koordinator Penyuluh Lapangan
Kecamatan Arut Utara

Penata Tk. I/ 111d

Koordinator Penyuluh Lapangan
Kecamatan Kotawaringin Lama

Penata /Illc

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka
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Dari data pada Tabel 4.1. diketahui informan penelitian memiliki jenjang
kepangkatan dan golongan yang relative berbeda, dimana pangkat tertinggi adalah
Pembina dengan golongan IVa dan pangkat terendah adalah penata dengan golongan Illc.
Hanya 5 koordinator penyuluh lapangan yang mempunyai golongan dan pangkat yang
sama, yaitu penata Tk. I dengan golongan IlId.

Tabel 4.2

Informan Berdasarkan Tingkat Pendidikan

T ]

Informan ! Tingkat Pendidikan

Kepala Bidang Strata Satu (S1)

Kepala Seksi Strata Dua (S2)

Koordinator Penyuluh Lapangan Strata Satu (S1)
Kecamatan Arut Selatan 7 N -

Koordinator Penyuluh Lapangan Strata Satu (S1)

Kecamatan Kumai
Koordinator Penyuluh Lapangan Strata Satu (S§1)
Kecamatan Pangkalan Lada
Koordinator Penyuluh Lapangan Strata Satu (S1)
Kecamatan Pangkalan Banteng
Koordinator Penyuluh Lapangan Strata Satu (S1)
Kecamatan Arut Utara

Koordinator Penyuluh Lapangan § Strata Satu (S1)

Kecamatan Kotawaringin Lama B

Sumber : Dinas Pertanian dan Peterakan I&abupaten Kotawaringin Barat

Tabel 4.2. menunjukan tingkat pendidikan informan penelitian sebagai pelaksana
kebijakan implementasi program perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan di
Kabupaten Kotawaringin Barat, rata-rata memiliki tingkat pendidikan Strata Satu dan
hanya satu orang yang memiliki tingkat pendidikan Strata Dua. Hal ini menunjukan

bahwa pelaksana kebijakan telah memiliki tingkat kualifikasi pendidikan yang memadai.
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Tabel 4.3

Informan Berdasarkan Masa Kerja

Informan Masa Kerja
Kepala Bidang 21,05 Tahun
Kepala Seksi 15,05 Tahun
Koordinator Penyuluh Lapangan 25,10 Tahun
Kecamatan Arut Selatan
Koordinator Penyuluh Lapangan 24,10 Tahun
~Kecamatan Kumai
Koordinator Penyuluh Lapangan 26,05 Tahun
Kecamatan Pangkalan Lada
Koordinator Penyuluh Lapangan 24,10 Tahun
Kecamatan Pangkalan Banteng
Koordinator Penyuluh Lapangan 25,10 Tahun
Kecamatan Arut Utara
Koordinator Penyuluh Lapangan 12,05 Tahun
Kecamatan Kotawaringin Lama

Sumber : Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kotawaringin Barat

Tabel 4.3. menunjukan informan berdasarkan masa kerja diketahui memiliki masa
kerja paling lama26,05 Tahun-dan paling rendah 12,05 Tahun. Ini menunjukan pelaksana
kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan pada Dinas Pertanian dan
Peternakan Kabupaten. Kotawaringin Barat rata-rata telah memiliki pengalaman kerja
yang cukup.Dengan demikian dapat dikatakan dengan pengalaman tersebut dapat

mengimplementasikan kebijakan dengan baik.
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Deskripsi Objek Penelitian
1. Kondisi Geografis
a. Luas Wilayah dan Letak Geografi

Luas Kabupaten Kotawaringin Barat adalah 10.759 km’ terdiri dari 6 (enam)
Kecamatan yaitu Kecamatan Arut Selatan, Kumai, Kotawaringin Lama, Arut Utara,
Pangkalan Banteng dan Pangkalan Lada. Dua (2) kecamatan terakhir adalah hasil
pemekaran dari Kecamatan Kumai. Luas Wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat

menurut Kecamatan dapat dilihat pada Tabel 4.1 dan Gambar 4.1 berikut ini.

Tabel 4.4.
Luas Kabupaten Kotawaringin Barat Menurut Kecamatan
Luas Jml. Desal
Kecamatan K2 % Kel.
1. Arut Selatan 2.400 22,31 20
2. Kumai 2921 27,15 18
3. Kotawaringin Lama 1.218 11,32 17
4. Arut Utara 2.685 24.96 11
5. Pangkalan Lada 229 3,08 "
6. Pangkalan Banteng 1.306 10,21 17
LUAS TOTAL 10.759 100 94
Sumber : Kotawaringin Barat.Dalam Angka 2014
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Kabupaten Kotawaringin Barat terletak antara 110°25°26” - 112°50°36 Bujur
Timur (BT) dan antara 1°19°35”" - 3936’59 Lintang Selatan (LS). Secara administratif
letak geografisnya berbatasan dengan :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten LLamandau
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Jawa

- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Seruyan

- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Sukamara
b. Topografi

Keadaan topografis Kabupaten Kotawaringin Barat dapat digolongkan menjadi 4
(empat) bagian, yaitu dataran, daerah datar berombak, daerah berombak berbukit dan
daerah berbukit-bukit yang terdiri dari :

e Sebelah Utara adalah pegunungan dan macam tanah Lotosal tahan terhadap erosi.

e Bagian Tengah terdiri dari tanah Podsolik Merah Kuning juga tahan terhadap eros.

e Sebelah Selatan terdiri dari danau-dan rawa-rawa Alluvial/ Organosal banyak
mengandung air.

Rincian luas wilayah berdasarkan ketinggian di Kabupaten Kotawaringin Barat

dapat dilihat pada Tabel 4.2. berikut ini;
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A ;’-Ba”‘e” 15-24726’ 118384 | 5062444 | 559803 0 72.832,58

5. | P.Lada 15'24726' 118384 | 50.624.44 | 559803 0 72.832.58

6 | Auta 0 0 7922539 | 96.718.10 |123.50720]  249.45097
215.64

Jumiah (232841 2202410 | 26243702 | 14263143 [145327,20| 98628649

Sumber: Kotawaringin Barat Dalam Angka Tahun 2014

¢. Geomorfologi

Keadaan goemorfologi/bentuk lahan terhadap ketinggian dari permukaan air laut

dan prosentase tingkat kemiringan menurut Kecamatan di Kabupaten Kotawaringin Barat

dapat dilihat pada tabel 4.6 benkut ini.

Tabel 4.6.

Tinggi dari permukaan laut dan persentase tingkat kemiringan menurut Kecamatan di

Kabupaten Kotawaringin Barat.

Ketinggian Kemiringin
Kecamatan (MD%QL) (%)

1. Arut Selatan 0-500 0-40

2. Kumai 0-500 0-40

3. Kotawaringin Lama 7-100 0-2 dan15-40
4. Arut Utara 25-(>500) 2-(>40)

5. Pangkalan Lada 0-500 0-40

6. Pangkalan Banteng 0-500 0-40

d. Iklim

Sumber : Kotawaringin Barat Dalam Angka 2014

Faktor pembentuk iklim adalah curah hujan, suhu udara, kecepatan angin dan

kelembaban. Iklim daerah Kabupaten Kotawaringin Barat secara umum beriklim tropis

yang dipengaruhi oleh musim kemarau dan musim hujan. Musim kemarau pada Bulan

Juni sampai September sedangkan musim penghujan bulan Oktober sampai dengan bulan

Mei. Suhu maximum berkisar 31,0 °C — 33.8 °C dan suhu minimum antara 21,3 °C —23 4

°C, kelembaban udara berkisar 85,58 %.

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka
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e. Sungai

Di daerah Kalimantan pada umumnya sungai sangat berperan penting di dalam
kehidupan masyarakat selain tempat untuk mencari nafkah juga berperan sebagai
prasarana dan sarana transportasi. Demikian pula di daerah Kabupaten Kotawaringin
Barat, sungai berperan sebagai prasarana dan sarana transportasi yang digunakan oleh
masyarakat di dalam melakukan aktivitasnya, dimana nama-nama sungai di Kotawaringin
Barat terdapat pada tabel 4.7. berikut ini :

Tabel 4.7.

Nama-Nama Sungai di Kotawaringin Barat Menurut Panjang
Yang Dapat Dilayari dan Rata-Rata Kedalaman

Panian Dapat Rata-Rata
No Nama Sungai (ij ) 9 Dilayari Kediman Lebar
(Km) (M) M)
1. | Sungai Kumai 175,00 100,00 6,00 300,00
2. | Sungai Arut/ 250,00 190,00 4,00 100,00
3. | Sungai Lamandau 300,00 250,00 6,00 200,00

Sur;xber . Kotawaringin Barat Dalam Angka 2014
f. Potensi Lahan

Jenis lahan/tanah pada suatu ‘kawasan wilayah sangat berpengaruh terhadap
pengalokasian lahan yang dialokasikan penggunaannya oleh Pemerintah Daerah dalam
pengembangan pembangunan kawasan seperti pertanian, perkebunan, kehutanan dan
perumahan. Demikian pula dalam penggunaan tanah yang merupakan indikator intensitas
pemanfaatan ruang.

Penggunaan tanah yang kompleks akan menunjukkan intensitas pemanfaatan ruang
yang tinggi. Di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat tampilan lahan (land cover)
masih didominasi oleh corak alamiah yaitu berupa hutan. Penggunaan lahan didominasi
oleh perkebunan rakyat, perkebunan besar, sawah, ladang/tegalan, kebun campur,

permukiman dan lain-lain.
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Potensi lahan di wilayah Kobar

Tabel 4.8

UNIVERSITAS/FH Rsdiraf

No Peruntukan Luas (Ha) %
1 | Konsesi kehutanan 565.028 52,52
2 Konsesi transmigrasi 28.641 2,66
3 | Kawasan pengembangan
A ' - Konsesi perkebunan
. +Cadangan 120.807 11,23
| +Tertanam 160.973 14,96
B - Konsesinon perkebunan 191.309 17,78
4 | Danau dan sungai 9.142 0,85
? Jumlah 1.075.900 100,00

Sumber : Kotawaringin Barat Dalam Angka 2014.

Tanah merupakan unsur penting dalam rangka budidaya pengembangan komoditas

pertanian. Berdasarkan data statistik (BPS, 2011) bahwa keadaan tanah di wilayah

Kotawaringin Barat kondisinya sangat bervariasi dengan tingkat kesuburan yang sangat

terbatas.

Keadaan tanah di Kabupaten Kotawaringin Barat termasuk klasifikasi tanah kelas

1V sampai dengan kelas V1I (yaitu keadaan tanah yang mempunyai kadar hambatan yang

sedang sampai tinggi). Dilihat-dari tekstur tanah, umumnya wilayah Kowaringin Barat

sebagian besar didominasi-oleh tekstur tanah lempung berpasir/tekstur tanah halus.

Tabel 4.9
Penyebaran Tekstur Tanah di Kabupaten Kotawaringin Barat
No. Kecamatan Tekstur (ha)
Halus Sedang | Kasar | Lain-lain Jumlah
1 | Arut selatan 139.704 34.320 65.976 - 240.000
2 | Arut Utara 266.271 - 2.229 - 268.500
3 | Ktw. Lama 79.468 25.152 17.186 - 121.800
4 | Kumai 83.639 193.168 79.183 | 89.610 445.600
5 | P.Lada - - - - -
6 | P. Banteng - - - - -
Jumlah 569.076 252.640 164.574 | 89.610 1.075.900
% 5289 = 2348 15,30 8,33 100,00
Sumber : Kantor wilayah BPN Provinsi Kalimanten Tengah, 2011
Jenis tanah di Kabupaten Kotawaringin Barat adalah sebagai berikut :
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e Tanah Alluvial, yaitu tanah yang merupakan endapan tanah yang berasal dari sungai
pada waktu banjir. Tanah tersebut sebagian besar terdapat di daerah pinggiran aliran
sungai dan rawa-rawa.

e Tanah Organosol, adalah jenis tanah yang terdiri dari bahan organik yang terdapat di
daerah dataran rendah.

e Tanah Latosol dan Tanah Podsolik Merah Kuning yang lebih banyak terdapat pada
wilayah perbukitan. Jenis tanah ini lebih tahan erosi dan lebih cocok untuk budidaya
pengembangan komoditas pertanian.

Secara umum terdapat 8 jenis tanah di Kotawaringin Barat. dengan dominan

Podsolik Merah Kuning (51,51%) yaitu

- Podsolik Merah Kuning ;554242 ha
- Laterit :..59.012 ha
- Regosol Podsol :110.206 ha
- Latosol : 50230 ha
- Alluvial . 85680 ha
- Organosol o 112.669 ha
- Komplek Podsolik Merah Kuning Podsol © 97247 ha
- Rawa ;. 6.614 ha

Jumah : 1.075.900 ha

Faktor pembatas kemampuan lahan di Kabupaten Kotawaringin Barat adalah lahan
gambut dan pasir'seluas 120.753 ha, sekitar 11,22% dari luas wilayah dan terbanyak di
wilayah Kecamatan Kumai yang terperinci seperti pada tabel 4.10 berikut ini.

Tabel 4.10.

Penyebaran Faktor Pembatas Kemampuan Lahan
di Wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat

No. Kecamatan Tekstur (ha)
Gambut Pasir Batu Jumlah

1 | Arut selatan 17.040 1.229 - 18.268
2 | Arut Utara - 813 - 813
3 | Kiw. Lama 16.553 4,980 - 21.513
4 | Kumai 68.865 11.273 - 80.138
5 |P.lLada
6 | P. Banteng

Jumlah 102.458 18.295 - 120.753

Sumber : Kantor wilayah BPN Provinsi Kalimanten Tengah, 2011
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g. Klimatologi

Kabupaten Kotawaringin Barat terletak pada daerah beriklim panas dan lembab.
Hal ini disebabkan karena secara geografis, masih terletak di sekitar khatulistiwa dan
bercurah hujan tinggi. Suhu maksimum berkisar 30,9°C — 32,7 °C dan suhu minimum
antara 22,5°C - 23,7°C. Rata-rata kecepatan angin dalam 10 tahun terakhir berkisar antara
4 - 6 knot. Kecepatan angin tertinggi terjadi pada bulan Agustus dan September. Jumlah
har hujan 202 hari. Curah Hujan di Kabupaten Kotawaringin Barat mulai dari wilayah
Selatan hingga ke pedalaman yang menjadi semakin meningkat. Jumiah curah hujan
3.000 mm/tahun dalam 10 tahun terakhir. Rincian kondisi suhu nidara, kecepatan angin
dan banyaknya curah hujan disajikan pada Tabel 4.11, Tabel'4.12 dan Tabel 4.13 berikut

ini.

Tabel 4.11
Suhu Udara Rata-Rata Maksimum/Minimum dan Kelembaban Udara
Suhu Udara (°C) Kelemba;z;n Udara
No. Bulan 2006 2007 s 007
Maks Min Maks Min

1. Januari 32,0 23, 31,8 23,2 87 88

2. Pebruari 323 23,0 32,0 23,3 90 88

3. Maret 32,8 231 32,7 233 88 86

4 April 31,0 22,6 320 23,4 88 89

5. Mei 325 234 32,5 237 88 88

6. Juni 30,5 22.8 31,2 234 90 89

7. Juli 31,8 22,4 30,9 22,6 80 88

8. Agustus 32,0 21,3 31,0 225 84 85

9. September 32,8 21,8 31,8 227 80 84

10, Oktober 33,8 21,6 32,0 229 78 87

1. Nopember 32,6 23,0 32,1 23,2 86 89

12. Desember 31,3 22,8 314 234 88 89

Sumber: Kotawaringin Barat Dalam Angka Tahun 2014
Tabel 4.12
Kecepatan Angin Rata-Rata (Knot)
No. | Bulan 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
1. | Januari 05 05 05 05 06 05 05
2. | Pebruari 05 05 06 05 05 05 05
3. | Maret 05 06 05 05 05 05 05
4. | April 06 05 05 05 05 05 05
5. | Mei 06 05 05 05 06 05 06
6. | Juni 06 05 05 05 06 06 06
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7. | Juli 05 06 06 06 06 06 06
8. | Agustus 05 06 07 07 06 06 06
9. | September 05 06 06 07 06 06 06
10. | Oktober 05 05 05 06 06 06 06
11. | Nopember 06 05 06 06 05 05 05
12. | Desember 05 05 06 05 06 05 06

Sumber: Kotawaringin Barat Dalam Angka Tahun 2014

Tabel 4.13

Banyaknya Curah Hujan (mm)

No. Bulan Curah Hujan
1. | Januari 246,5
2. | Pebruari 295,7
3. | Maret 252,3
4. | April 3394
5. | Mei 336,4
6. | Juni 215,5
7. | Juli 2243
8. | Agustus 251,7
9. | September 104,7
10. { Oktober 141,5
11. | Nopember 325,5
12. | Desember 400,1

Tahun 2007 3.145,6
2008 24927
2009 2.637,6
2010 2.286,3
2011 2.993,7
2012 3.133,1
2013 2.963,4

Sumber: Kotawaringin Barat Dalam Angka Tahun 2014

h. Hidrologi

Potensi hidrologi Kabupaten Kotawaringin Barat cukup besar, terutama adanya

aliran beberapa sungai, seperti Sungai Lamandau, Sungai Arut , Sungai Kumai, dan

beberapa sungai kecil lainnya. Kondisi sungai - sungai utama di Kabupaten Kotawaringin

Barat dapat dilihat pada Tabel 4.14.

Tabel 4.14
Keadaan Sungai di Kabupaten Kotawaringin Barat
No. | Nama Sungai | Panjang (Km) Dl a?/:?ia(th) K egaalt: ';‘raa:‘a( m) Rata-rata Lebar {m)
1 | Kumai 175.00 100.00 6.00 300.00
2 | Lamandau 300.00 250.00 6.00 200.00
3 | Anut 250.00 190.00 4.00 100.00

Sumber:; Kotawaringin Barat Dalam Angka Tahun 2014
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i. Fisografi
Fisiografi menjelaskan bentuk wilayah dilihat dari proses pembentukannya. Secara

garis besar, satuan fisiografis yang terdapat di Kabupaten Kotawaringin Barat

dikelompokkan kedalam 5 satuan fisiografi, yaitu :

1. Daerah dataran alluvial
Dataran alluvial merupakan dataran yang terbentuk oleh endapan sungai dan endapan
laut akibat pengaruh pasang surut.Dataran ini dijumpai 2 — 5 Km kiri kanan
sepanjang Sungai lLamandau, Sungai Kumai dan sepanjang pantai. Daerah ini
biasanya mempunyai drainase yang jelek.

2. Dataran Gambut
Dataran gambut atau dome terbentuk dan endapan bahan organik dalam kondisi
drainase yang terhambat. Dataran ini dapat dijumpai di daerah Tanjung Puting,
daerah belakang pantai dan daerah belakang sungai.Dataran gambut yang luas
ditemukan diantara muara Sungai-l.amandau dan Sungai Arut.

3. Daerah teras - teras
Daerah teras —teras ditemukan setelah dataran gambut dan daerah belakang pantai,
terbentuk dari endapan tua dengan formasi material penyusun batuan pasir. Dataran
ini banyak ditemukan pada sekitar pantai dan di daerah Tanjung Puting.

4. Daerah Dataran
Dataran ini merupakan daerah peralihan antara dataran teras-teras dengan daerah
perbukitan. Dataran ini dijumpai mulai dari batas Tanjung Puting ke utara dan dari
selatan Pangkalan Bun hingga utara di daerah Pangkut.

5. Daerah Perbukitan
Daerah perbukitan merupakan daerah patahan dan lipatan yang terbentuk dari batuan
beku dengan material penyusun granit dan batuan pasir serta terbentuk dan endapan

dengan bahan induk batuan liat, lempung dan pasir. Bentuk wilayah berbukit hingga
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bergunung. Daerah ini ditemukan sekitar jalan Runtu — Nanga Bulik dan sebelah
utara Pangkut.

j. Jenis Tanah

Jenis tanah di daerah selatan berbeda jenis tanah yang terdapat di daerah utara.

Secara garis besar, jenis tanah yang terdapat di kabupaten Kotawaringin Barat adalah

sebagai berikut :

1. Podsolik Merah Kuning, Tanah podsolik merah kuning merupakan jenis tanah yang
sering dijumpai terletak menyebar di tengah sampai hulu sungai kecamatan Arut
Utara, sedikit Arut Selatan dan kecamatan Kumai. Tanah podsolik telah mengalami
perkembangan lebih lanjut, bersolum dalam, terbentuk dar bahan induk batu liat,
dengan bentuk wilayah berombak sampai agak berbukit. Wama tanah podsolik ini
adalah wamma  merah kuning dengan tekstur halus sampai kasar, dan memiliki
drainase baik dengan reaksi tanah masam.

2. Kompleks Podsolik (Podsolik Merah Kuning-Podsol), Tanah regosol podsol
merupakan jenis tanah terletak menyebar di tengah kecamatan Kumai, Arut Selatan
dan sedikit Kotawaringin Lama. Tanah podsolik telah mengalami perkembangan
lebih lanjut, bersolum dalam, terbentuk dari bahan induk batu liat, dengan bentuk
wilayah berombak sampai agak berbukit. Wama tanah podsol ini adalah warna
coklat dengan tekstur halus sampai kasar, dan memiliki drainase baik dengan reaksi
tanah masam.

3. Kompleks Regosol (Podsol), dijumpai menyebar dibagian Timur kecamatan Kumai,
tanah ini bersolum dalam terbentuk dari bahan induk endapan pasir yang didominasi
mineral kwarsa. Bentuk wilayahnya datar sampai berombak, dengan warna tanah
coklat sampai kelabu muda, tekstur kasar, drainase baik dan reaksi tanah masam.

4.  Aluvial, jenis tanah ini terbentuk hasil endapan, banyak terdapat di sekitar daerah

aliran sungai Lamandau, Arut, dan Kumai serta di daerah pantai sampai kebagian
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tengah kecamatan Kumai. Tanah tersebut relatif lebih subur jika dibandingkan

dengan tanah-tanah yang mengalami perkembangan lanjut.

~ Organosol, tanah ini terbentuk dari bahan organik yang tertimbun di tempat tersebut,

menyebar di kecamatan Kumai dan sedikit di kecamatan Kotawaringin lama dan Arut
Selatan. Warna tanah ini hitam bersifat asam.

Oksisol (Lateritik), Jenis tanah oksilik (lateritik) terdapat bagian atas (hulu)
kecamatan Arut Utara. Keadaan medan bergelombang, berbukit, dan bergunung
dengan solum tanahnya dalam. Tanah jenis ini memiliki tekstur halus, berdrainase
baik, hanya saja daerah ini curah hujan sangat tinggi. Warna tanah oksolik adalah
kuning kemerahan dan termasuk jenis tanah yang telah lanjut mengalami
perkembangan pelapukan.

Demografi

Jumlah enduduk Kabupeten Kotawaringin® Barat Tahun 2010 sebanyak 241.383.

Jjiwa, dengan rincian sebagaimana tabel berikut ini

Tabel 4.15.
Jumlah Penduduk ditiap Kecamatan
Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2010

No. | Kecamatan Laki-Laki Perempuan JUMLAH
1. | Arut Selatan 52.246 48.115 100.361

2. | Kumai 24617 22.544 47 461

3. | Kotawaringin Lama 9.062 8.038 17.100

4. | Arut Utara 9.654 7.055 16.709

5. | Pangkalan Lada 15.158 13.335 28.493

6. | Pangkalan Banteng 17.012 14.547 31.589

Jumiah 127.746 113.634 241.383

Sumber : Kotawaringin Barat Dalam Angka 2010
Pertambahan dan pertumbuhan penduduk biasanya lebih tinggi pada

kawasan/daerah yang prasarana dan sarana dasar serta fasilitas umumnya cukup tersedia,

selain daripada hal tersebut di atas pertambahan penduduk biasanya terpusat pada sentra-

sentra tertentu seperti: tempat usaha/bekerja, pasar, pelabuhan, terminal dan sebagainya.
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3. Profil Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kotawaringin Barat

Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kotawaringin Barat adalah salah satu
Dinas yang melaksanakan fungsi teknis dalam jajaran Pemerintah Pemerintah Kabupaten
Kotawaringin Barat. Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kotawaringin Barat
dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berpegang kepada Peraturan Daerah Kabupaten
Kotawaringin Barat Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas
Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kotawaringin Barat mempunyai fungsi
melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan teknis kebijakan derah serta desentralisasi di
bidang pertanian dan peternakan serta melaksanakan fungsi merumuskan kebijakan teknis
sesual dengan lingkup tugasnya menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan
umum, pembinaan dan pelaksanaan tugas: sesuai dengan lingkup tugasnya dan
pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

Dinas Pertanian dan Peternakan Tahun 2012-2016 mempunyai visi “ Terwujudnya
pertanian yang tangguh berwawasan agribisnis untuk peningkatan ketahanan pangan dan
kesejahteraan petani melalui pengelolaan sumberdaya pertanian secara optimal”.

Untuk mencapai visi yang telah ditetapkan tersebut, Dinas Pertanian dan Peternakan
Kabupaten Kotawaringin Barat telah menetapkan misinya sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas kinerja dan pelayanan aparatur pemerintah bidang pertanian
yang amanah dan profesional.

2. Mendorong pembangunan pertanian menuju pertanian yang tangguh berwawasan
agribisnis, berdaya saing, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

3. Mewujudkan ketahanan pangan daerah melalui peningkatan produksi komoditas
tanaman pangan, hortikultura dan peternakan serta diversifikasi usahatani.

4. Meningkatkan produk pangan segar dan olahan yang aman, sehat, utuh dan halal

(ASUH) dikonsumsi.
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5. Memfasilitasi pelaku usaha pertanian dan peternakan melalui pengembangan
teknologi tepat guna (spesifik lokasi), pembangunan sarana-prasarana, pembiayaan,
pemasaran dan kemitraan usaha.

6. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia serta mendorong tumbuh dan
berkembangnya kelembagaan petani.

7. Medorong penyediaan lapangan lapangan kerja, kesempatan berusaha, peningkatan
pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan wuraian di atas, Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten

Kotawaringin Barat mempunya tujuan sebagai berikut :

a. Menumbuhkembangkan usaha pertanian dalam rangka memacu aktivitas ekonomi
kerakyatan, menciptakan lapangan kerja, peningkatan ketahanan pangan, pendapatan
dan kesejahteraan petani.

b. Meningkatkan produksi, produktivitas, nilai tambah dan daya saing produk pertanian.

¢. Memanfaatkan sumberdaya pertanian-secara optimal melalui penerapan teknologi
yang tepat guna (spesifik lokasi).

d. Meningkatkan kualitas SDM pertanian dan membangun kelembagaan pertanian yang
kuat dan berfungsi sehingga dapat berperan dalam melindungi dan memperjuangkan
kepentingan petani.

Sasaran-Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kotawaringin Barat dalam
periode 2012 sampai dengan tahun 2016 sebagai berikut :

a. Berkembangnya usaha-usaha pertanian, penyedia jasa dan pengolahan hasil pertanian
dan peternakan seperti usaha perbenihan, kios pupuk, jasa alsintan, industri
pengolahan pangan dan produk pertanian serta peternakan.

b. Meningkatnya produksi tanaman padi 12% pertahun, palawija 5-7% pertahun, sayur-

sayuran 3-5% pertahun dan buah-buahan 5-7% pertahun.
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Meningkatnya populasi ternak sapi 13% pertahun dan ternak lainnya sebesar 6-12%
pertahun.

Meningkatnya produksi daging sapi 6% pertahun dan daging ternak lainnya 5-8%
pertahun, serta produksi telur 8-12% pertahun.

Menurunnya angka pasokan beras dari luar daerah kekurangan kebutuhan beras rata-
rata 8% pertahun.

Meningkatnya SDM dan kemandirian petani dalam melaksanakan kegiatan
usahataninya.

Meningkatnya dinamika kelembagaan pertanian seperti kelompok tani, Gabungan
Kelompok Tani (Gapoktan), Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A), asosiasiasi
setiap komoditas dan organisasi agribisnis lainnya.

Program yang akan dilaksanakan Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten

Kotawaringin Barat Tahun 2012-2016 :

a.

b.

h.

Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

Program Peningkatan Ketahanan Pangan

Program Peningkatan. Penerapan Teknologi Pertanian
Program Peningkatan Produksi Pertanian

Program Pencegahan dan Penangulangan Penyakit Ternak
Program Peningkatan Produksi Peternakan

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Dalam melaksanakan tugas esbagaimana struktur organisasi, susunanan organisasi

Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kotawaringin Barat adalaha sebagai berikut :

1.

2.

Kepala Dinas;
Sekretaris, dengan staf;

a. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Perlengkapan;
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b. Sub Bagian Keuangan;
c.  Sub Bagian Perencanaan dan Pengendalian Program.
3. Bidang;
a. Bidang Pengembangan Produksi Pertanian :
1) Seksi Pengembangan Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura;
2) Seksi Pengembangan Benih dan Bibit Tanaman Pangan dan Hortikultura;
3) Seksi Pembinaan dan Kelembagaan Usaha Tani.
b. Bidang Pengembangan Produksi Peternakan :
1) Seksi Pengembangan Produksi Ternak;
2) Seksi Pengembangan Bibit Ternak;
3) Seksi Pengembangan Kelembagaan Usaha Peternakan.
c. Bidang Pengembangan Sarana Prasarana Pertanian dan Peternakan
I) Seksi Pengembangan [.ahan dan Sumber Daya Air;
2) Seksi Penerapan Teknologi;
3) Seksi Pengembangan Sarana.
d. Bidang Kesehatan Hewan dan Perlindungan Tanaman :
1) Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit;
2) Seksi Pengawasan dan Perlindungan;
3) Seksi Kesehatan Masyarakat Pertanian dan Veteriner.
4. Unit Pelaksana Tenis Dinas (UPTD);
5. Kelompok Jabatan Fungsional.
Kepala Bidang Sarana-Prasarana Pertanian dan Petemakan mempunyai tugas
mengkoordinasikan, merumuskan, membina, mengatur, melaksanakan kebijakan,
bimbingan teknis, pengawasan dan pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan

dibidang pengembangan sarana-prasarana pertanian dan peternakan.
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Untuk melaksanakan tugas sebagaimana uraiaan di atas, maka Bidang
Pengembangan Sarana dan Prasarana Pertanian dan Peternakan mempunyai fungsi antara
lain :

a. Merumuskan kebijakan dibidang pengembangan sarana-prasarana pertanian dan
peternakan;

b. Mengkoordinasikan penyusunan rencana program dan kegiatan dibidang
pengembangan sarana-prasarana pertanian dan peternakan;

c. Melaksanakan program dan kegiatan dibidang pengembangan sarana-prasarana
pertanian dan peternakan;

d. Pembinaan dan bimbingan teknis dibidang pengembangan sarana-prasarana pertanian
dan peternakan;

e. Pengawasan dan pengendalian dibidang pengembangan sarana-prasarana pertanian
dan peternakan;

f.  Monitoring, evaluasi dan pelaporan’ dibidang pengembangan sarana-prasarana
pertanian dan peternakan.

Sedangkan tugas masing-masing seksi pada Bidang Sarana dan Prasarana Pertanian
dan Peternakan adalah sebagai berikut :

1. Kepala Seksi Pengembangan Lahan dan Sumberdaya Air

Tugas Pokok, Kepala Seksi Pengembangan Lahan dan Sumberdaya Air mempunyai
tugas menyiapkan bahan, menyusun, melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis,
mengidentifikasi, menelaah, memonitoring, mengevaluasi dan  melaporkan
pengembangan lahan dan sumberdaya air.

Untuk melaksanakan tugas, kepala seksi Pengembangan [.alan dan Sumberdaya Air
mempunyai fungsi :

a. menyiapkan bahan dan menyusun penerapan pedoman teknis pengembangan lahan

dan sumberdaya air;
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b. melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis pengembangan lahan dan
sumberdaya air;
c. melaksanakan identifikasi, penelaahan dan pengendalian pengembangan lahan dan
sumberdaya air;
d. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.
2. Kepala Seksi Penerapan Teknologi
Tugas Pokok Kepala Seksi Penerapan Teknologi mempunyai tugas menyiapkan
bahan, menyusun, melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis, mengidentifikasi,
menelaah, memonitoring, mengevaluasi dan melaporkan penerapan. teknologi dibidang
pertanian dan peternakan.
Untuk melaksanakan tugas, kepala seksi Penerapan Teknologi mempunyai fungsi :
a. menyiapkan bahan dan menyusun penerapan pedoman teknis penerapan teknologi
dibidang pertanian dan peternakan;
b. melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis penerapan teknologi dibidang
pertanian dan peternakan;
¢. melaksanakan identifikasi, penelaahan dan pengendalian penerapan teknologi
dibidang pertanian dan peternakan;
d. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.
3. Kepala Seksi Pengembangan Sarana
Tugas Pokok Kepala Seksi Pengembangan Sarana mempunyai tugas menyiapkan
bahan, menyusun, melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis, mengidentifikasi,
menelaah, memonitoring, mengevaluasi dan melaporkan pengembangan sarana pertanian
dan peternakan
Untuk melaksanakan tugas, kepala seksi Pengembangan Sarana mempunyai fungsi :
1. menyiapkan bahan dan menyusun penerapan pedoman teknis pengembangan sarana

pertanian dan peternakan;
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2. melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis pengembangan sarana pertanian dan
peternakan,;

3. melaksanakan identifikasi, penelaahan dan pengendalian pengembangan sarana
pertanian dan peternakan;

4. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.
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B. Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti pada Dinas Pertanian dan
Peternakan Kabupaten Kotawaringin Barat dan Koordinator Penyuluh Lapang , informasi
dan konfirmasi yang didapat dari Bidang Pengembangan Sarana Prasarana Pertanian dan

Peternakan Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten kotawaringin Barat, diperoleh

data yaitu :
Tabel 4.16.
Data Potensi Lahan Sawah
Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah
No | Kecamatan Potensi | PotensiLahanyang | Fungsional Belum Fungsional
Lahan Sudah divalidasi | dimanfaatkan dimanfaatkan
(Ha) (Ha) (Ha) (Ha)
1. | Arut Selatan 19.785 14.890 4.098 15.687
2. | Kumai 10.686 5513 1580 9106
3. | Ktw. Lama 3.175 2320 718 2.457
4. | P.Lada 620 335 171 449
5. | P.Banteng 840 610 219 621
6. | Arut Utara 350 110 110 240
Jumlah 35.456 23.778 6.896 28.560

Data seperti yang tercantum ‘pada tabel di atas merupakan hasil dari kegiatan
validasi potensi luas lahan pertanian yang lakukan oleh Dinas Pertanian dan Peternakan
Kabupaten Kotawaringin Barat pada Tahun 2010. Validasi potensi lahan sawah ini
merupakan amanat, dari Undang-Undang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan
Berkelanjutan Nomor 41 Tahun 2009 dan menjadi dasar bagi dinas teknis untuk
menetapkan  potensi lahan tersebut menjadi lahan pertanian pangan berkelanjutan
sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1
Tahun 2011 Tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Informasi dan konfirmasi dari pelaksana kegiatan dalam hal ini Bidang
Pengembangan Sarana Prasarana Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kotawaringin
Barat mengenai Program Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan melalui

implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih
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Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Wilayah Kabupaten Kotawaringin

Barat, maka didapat informasi sebagai berikut :

1. Implementasi kebijakan pemerintah tentang program perlindungan pertanian
pangan berkelanjutan melalui Peraturan Pemerintah tentang Penetapan dan
Alih  Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten
Kotawaringin Barat

Program perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan melalui Peraturan
Pemerintah nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian
Pangan Berkelanjutan bertujuan untuk : 1) mewujudkan dan menjamin tersedianya lahan
pertanian pangan berkelanjutan; 2) mengendalikan alih fungsi lahan pertanian pangan
berkelanjutan; 3) mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan‘kedaulatan pangan nasional;
4) meningkatkan pemberdayaan, pendapatan dan kesejahteraan bagi petani; S)
memberikan kepastian usaha bagi pelaku usaha tani; 6) mewujudkan keseimbangan
ekologis; dan 7) mencegah pemubaziran investasi infrastruktur pertanian.

Program perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan melalui Peraturan
Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian
Pangan Berkelanjutan diharapkan dapat mendukung tersedianya lahan pertanian pangan
berkelanjutan, dengan. demikian dapat tercapainya ketahanan pangan di Kabupaten
Kotawaringin Barat.

Peraturan pemerintah tentang penetapan dan alih fungsi lahan pertanian pangan
berkelanjutan dapat berdampak bagi masyarakat apabila kebijakan tersebut dapat
diimplementasikan dengan baik. Implementasi kebijakan adalah suatu proses yang
dinamis yang meliputi banyak faktor. Secara teoritik, menurut George Edwards 111, ada 4
vaiabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan, yaitu komunikasi, sumberdaya,

sikap dan struktur birokrasi.
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a. Komunikasi
Menurut Edward, ada 3 hal penting yang harus dibahas dalam proses komunikasi

kebijakan yaitu tranmisi, kejelasan dan konsistensi.

1) Transmisi
Persyaratan pertama bagi implementasi kebijakan yang efektif adalah bahwa mereka
yang melaksanakan keputusan harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan.
Keputusan-keputusan kebijakan dan perintah-perintah harus diteruskan kepada
personil yang tepat sebelum keputusan-keputusan dan perintah-perintah itu dapat
ditkuti. Tentu saja, komunikasi-komunikasi harus akurat dan harus dimengerti
dengan cermat oleh para pelaksana. Terkait dengan implementasi kebijakan peraturan
pemerintah tentang penetapan dan alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan
di Kabupaten Kotawaringin Barat dan berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala
Bidang Pengembangan Sarana Prasarana Pertaman dan Peternakan Dinas Pertanian
dan Peternakan Kabupaten Kotawaringin Barat, dapat diketahui bahwa pelaksana
kebijakan di Kabupaten Kotawaringin Barat telah memahami dan mengetahui apa
yang harus dilakukan . berkenaan dengan implementasi peraturan pemerintah
tersebut. Dalam-wawancaranya, beliau mengatakan;

“Pemerintah telah memberikan informasi mengenai tujuan dan sasaran
peraturan pemerintah tentang penetapan dan alih fungsi lahan pertanian pangan
berkelanjutan dan sosialisasi melalui rapat-rapat dan pertemuan *'.

Dan pendapat yang disampaikan oleh kepala bidang di atas yang menyatakan
bahwa beliau sebagai orang yang akan menjalankan peraturan pemerintah tersebut
telah memahami secara mendalam tentang bagaimana seharusnya mekanisme
penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan yang sudah ada di Kabupaten

Kotawaringin Barat dijadikan lahan pertanian pangan berkelanjutan.
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2). Kejelasan

Kejelasan informasi mengenai tujuan dan sasaran peraturan pemerintah tentang
penetapan dan alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan, dalam hal ini
pemerintah harus memberikan penjelasan secara rinci tentang tujuan dan sasaran
yang hendak dicapai dengan adanya kebijakan peraturan ini. Berdasarkan hasil
analisa dokumentasi, aturan-aturan kebijakan secara rinci diatur dalam Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih
Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan bebepara peraturan lainnya
diantaranya Peraturan Pemerintal Republik Indonesia Nomor 12, Tahun 2012 tentang
Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Peraturan Menteri
Pertanian Nomor 07/Permentan/OT.140/2/2012 tentang Pedoman Teknis Kriteria dan
Persyaratan Kawasan, LL.ahan, dan l.ahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan
serta Peraturan Menteri Pertanian Nomor 81/Permentan/OT.140/8/2013 tentang
Pedoman Teknis Tata Cara Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
Melalui Dinas Pertanian dan, Peternakan Provinsi Kalimantan Tengah, peraturan-
peraturan tersebut telah ‘disampaikan ke Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten
Kotawaringin Barat. Peraturan-peraturan tersebut yang menjadi dasar komunikasi ,
karena merupakan arahan kepada pelaksana kebijakan dalam melaksanakan suatu
kebijakan.

Berdasarkan penjelasan dari Kepala Bidang Pengembangan Sarana dan
Prasarana Pertanian dan Peternakan, langkah awal implementasi kebijakan ini telah
diteima oleh pelaksana dibidang pertanian dan telah dimengerti cukup jelas
mengenai ruang lingkup, maksud dan sasaran serta ruang lingkup dari peraturan ini.

Hasil wawancara, beliau berpendapat bahwa;
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“Pemerintah dalam hal ini pusat telah memberikan pengaturan yang jelas
mengenai tujuan dan sasaran kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor | Tahun 2011
Tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian pangan Berkelanjutan yang
mencakup ruang lingkup, tujuan dan sasaran, dengan mempertimbangkan
produktivitas, intensitas pertanaman, ketersediaan air, konservasi, berwawasan
lingkungan dan berkelanjutan” .

Pernyataan senada juga dikatakan Kepala Seksi Pengembangan Lahan dan
Sumberdaya Atr Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kotawaringin Barat,
dengan hasil wawancara sebagai berikut :

“Dalam program perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan, telah
memuat ketentuan secara teknis bahwa untuk menetapkan suatu kawasan atau lahan
yang akan dijadikan lahan pertanian pangan berkelanjutan harus melewati tahapan-
lahapan tertentu, demikian juga sebaliknya apabila_lahan' pertanian pangan
berkelanjutan tersebut diminta untuk dialihfungsikan. kepada penggunaan lain,
tentunya harus memenuhi ketentuan dan syarat yang berlaku”.

3) Konsistensi

Kebijakan peraturan pemerintah akan berjalan dengan baik, manakala perintah
pelaksanaan harus konsisten atau fidak selalu berubah sesuai dengan tujuan dan
sasaran yang ingin dicapai. Berkenaan dengan pelaksanaan kebijakan pemerintah
dengan Peraturan Pemerintalt No 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi
Lahan pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Kotawaringin Barat, perintah
pelaksanaan yang diterima oleh pelaksana sudah cukup jelah dan tidak bertentangan.
Semua pihak yang akan melaksanakan kebijakan ini sudah konsisten, bahkan dalam
berbagai kesempatan dinas/instansi terkait sudah mendorong agar segera dibuat
peraturan daerah terhadap hal ini, dikarenakan juga mempunyai kepentingan yang
sama dalam upaya mendukung pemanfaatan lahan pertanian pangan tersebut.

Hasil wawancara dengan dengan beberapa informan yang ditemui di lapangan,
bahwa kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan melalui peraturan pemerintah

ini merupakan solusi bagi masyarakat untuk menjaga dan melestarikan lahan

pertanian pangan yang terus menerus dan berwawasan lingkungan. Beberapa
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pendapat informan, diantaranya oleh Kepala Bidang Pengembangan Sarana dan
Prasarana Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kotawaringin Barat;

“Sebagaimana kita ketahui bahwa kebijakan perlindungan lahan pertanian
pangan berkelanjutan sudah diamanatkan oleh undang-undang, sejalan dengan itu
pemerintah  juga sudah menetapkan dengan peraturan pemerintah untuk
menindaklanjuti UU  tersebut. Dengan adanya kebijakan tersebut saya rasa
merupakan suatu solusi pada saat ini untuk menambah luas baku lahan pertanian
pangan dengan upaya penetapan dan memberikan kepastian bagi fungsi lahan itu
sendiri. Seperti yang kita ketahui bersama saat ini persaingan komoditi juga
meningkat sedangkan ketersedian lahan tidak bertambah. Dengan adanya kebijakan
ini diupayakan wajib untuk segera menyiapkan draf rancangan peraturan daerah
dan saya siap untuk melaksanakannya”.

Pendapat tersebut dikuatkan oleh Kepala Seksi Pengembangan Lahan dan
Sumber Daya Air bahwa;

“Sepanjang saya sering ke lapangan bertemu dengan para petani, aspirasi
yang selalu disampaikan adalah keberlanjutan lahan mereka, maksudnya mereka
dapat kepastian hukum, kepastian berusaha, ada perlindungan dari pemerintah dan
menjadi prioritas dalam penyedian pangan. Dengan demikian kebijakan ini akan
didukung oleh masyarakat petani khususnya”.

Dari pendapat yang beberapa.informan tadi, dapatlah kita lihat bahwa
kebijakan ini didukung oleh pelaksana kegiatan. Tanggapan yang disampaikan sangat
baik dan cenderung bersemangat dan tidak bertentangan dengan keinginan
pemerintah pusat selaku pembuat kebijakan. Sebenamya kebijakan in1 sangat baik
dan sesuai dengan keadaan yang ada dimasyarakat dan merupakan salah satu tugas

dan fungsi Dinas Pertanian dan Peternakan dalam mendukung ketahanan pangan

daerah khususnya.
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4) Koordinasi

Dalam rangka mendukung dan mengimplementasikan suatu kebijakan publik,
sudah barang tentu memeriukan koordinasi ke berbagai Satuan Kerja Perangkat
Daerah (SKPD)  pemangku kepentingan dalam suatu wilayah Kabupaten
Kotawaringin Barat.

Koordinasi dalam pelaksanaan peraturan pemerintah tersebut, sebenarnya
sudah dilakukan berbagai persiapan, seperti yang disampaikan oleh Kepala Bidang
Pengembangan Sarana Prasarana Pertanian dan Peternakan, sebagai berikut;

“Koordinasi dengan intansi terkait sudah cukup baik dan saling memberikan
masukan serta saling mendukung untuk segera menetapkan. kawasan pertanian
pangan berkelanjutan, seperti beberapa waktu yang lalu kami mengadakan
koordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum Daerah khususnya Bidang Sumber Daya
Air, Kantor Penyuluhan dan Ketahanan Pangan serta ketua gapoktan dan ketua
poktan dalam rangka merumuskan pertanian _pangan di Kabupaten Kotawaringin
Barat khususnya dalam menentukan kawasan pertanian pangan berkelanjutan, agar
infrastrukur yang dibangun pemerintah'tidak mubazir’.

Hal senada juga disampaikan oleh Kepala Seksi Pengembangan Lahan dan
Sumber Daya Air, yaitu;

“Koordinasi ditingkat lapangan berjalan dengan baik, dalam arti sambil
menunggu Peraturan. Daerah (PERDA) Kabupaten Kotawaringin Barat untuk
mengatur tata kelola perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan, kami
selalu menyampaikan bahwa lahan yang sudah ada agar selalu dijaga untuk tidak
dialihfungsikan. Koordianasi kami lakukan dengan Koordinator Petugas Lapangan
di masing-masing kecamatan, setiap ada pertemuan dengan petugal penyuluh lapang
di tingkat desa masing-masing”.

b. Sumber Daya
Sumberdaya merupakan sesuatu yang sangat penting dalam implementasi suatu
kebijakan, indikator sumberdaya terdiri dari beberapa elemen, yaitu :
1) Sumber Daya Manusia
Jumlah sumber daya manusia di Bidang Pengembangan Sarana Prasarana

Pertanian dan Peternakan pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten

Kotawaringin Barat selaku pelaksana kegiatan perluasan sawah, yang selanjutnya

Tuaas Akhir Proaram Maaister (TAPM) 73

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



UNIVERSITAS/AERBYIAS

akan ditetapkan menjadi lahan pertanian pangan berkelanjutan hanya 5 orang.
Berdasarkan jabatan struktural sebagai berikut : Kepala Bidang 1 orang, Kepala Seksi
1 Orang dan staf 3 orang. Sedangkan kategori sumber daya manusia berdasarkan latar
belakang pendidikan formal adalah Pasca Sarjana (S2) 1 orang, Sarjana (S1) 2 orang
dan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) sebanyak 2 Orang. Pada Bidang
Pengembangan Sarana Prasarana Pertanian dan Peternakan masih dibantu 2 Kepala
seksi dan 2 orang staf, namun tugas dan fungsinya masing-masing melekat pada
Jabatannya berdasarkan tupoksi yang ada.

Dilihat dari jumlah sumber daya manusia yang ada memang masih belum
optimal, apabila dihubungkan dengan tugas atau kegiatan-kegiatan yang harus
mereka selesaikan, apalagi menyiapkan lahan pertanian pangan yang akan ditetapkan
sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan. Jadi dalam pelaksanaan kebijakan ini ,
SDM yang harus benar-benar mengerti dan memahami target yang ingin dicapai dari
kebijakan tersebut. Berikut ini-~adalah hasil wawancara dengan Kepala Bidang
Pengembangan Sarana Prasarana Pertanian dan Peternakan, Kepala Seksi
Pengembangan Lahan dan Sumber Daya Air dan PPL yang terlibat langsung dalam
pelaksanaan kebijakan ini.

Menurut ' Kepala Bidang ,

“Kalau dilihat dari kuantitas maupun kualitas, SDM yang ada dibidang
pengembangan sarana prasarana pertanian dan peternakan masih sangat kurang,
baik dilihat dari kebutuhan pada disiplin ilmunya maupun dari segi jumlah personel.
Pekerjaan yang kami lakukan tidak hanya dalam implementasi peraturan pemerintah
tersebut saja, kami juga melakukan pekerjaan-pekerjaan rutin lainnya ataupun
tugas-tugas lainnya, dengan kata lain tidak ada yang secara khusus menangani
kebijakan peraturan tersebut”.

Adapun menurut Kepala Seksi,

“Secara kuantitas untuk sementara saya kira cukup memadai, hal ini
dikarenakan proses lebih detail ada ditingkat koordinator penyuluh lapangan yang
ada di tingkat kecamatan, dibantu juga oleh semua petugas penyuluh lapangan yang

ada di desa dan kelurahan untuk mengawal program perlindungan lahan pertanian
pangan berkelanjutant”.
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2) Informasi yang relevan

Supaya implementasi peraturan pemerintah ini berjalan dengan baik, adapun
informasi yang dibutuhkan adalah informasi bagaimana melaksanakan peraturan
tersebut agar tujuan dan sasaran dapat dicapai dengan baik dan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hasil pemantauan di lapangan dapat diketahui bahwa informasi
tentang bagaimana pelaksanaan implementasi peraturan ini telah disampaikan oleh
pemerintah pusat dalam dengan menerbitkan Peraturan, Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 1 tahun 2011 Tentang Penetapan dan-Alih Fungsi Lahan Pertanian
Pangan Berkelanjutan. Jadi dengan adanya peraturan pemerintah tersebut bagaimana
implementasinya harus dipatuhi oleh pelaksana-di lapangan.

3) Wewenang

Peraturan pemerintah tentang penetapan dan alih fungsi lahan pertanian pangan
berkelanjutan, mengamanatkan kepada pemerintah daerah melalui dinas terkait dalam
hal ini Dinas Pertanian. dan Peternakan Kabupaten Kotawaringin Barat untuk
mengusulkan-penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan kabupaten. Dalam hal
ini Dinas Pertanian dan Peternakan telah melakukan upaya pembukaan lahan sawah
yang nantinlya diharapkan ditetapkan menjadi lahan pertanian pangan berkelanjutan,
Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan terhadap kelompok tani perluasan
areal sawah menunjukan bahwa wewenang untuk melaksanakan peraturan tersebut
benar-benar telah dilaksanakan sebagai cikal bakal untuk penetapan lahan pertanian
berkelanjutan.

4) Fasilitas

a) Saluran irigasi
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Saluran irigasi sangat diperlukan bagi pelaksanaan budidaya tanaman pangan
terutama padi, saluran irigasi yang ada pada daerah lahan sawah penggunaanya
harus seoptimal mungkin. Irigasi yang baik akan menjamin pemberian air kepada
tanaman sehingga pertumbuhan vegetatif maupun generatif akan semakin baik dan
dapat menghasilkan produksi yang maksimal.

Hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pengembangan Sarana Prasarana
Pertanian Peternakan,

“Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat setiap tahunnya selalu
menganggarkan pembuatan saluran irigasi, baik saluran irigasi tertier maupun
saluran irigasi sekunder serta pemeliharaannya. Saluran irigasi yang ada
memang harus diakui belum berfungsi secara maksimal _hal ini dikarenakan
sumber air pada umumnya berasal dari hujan, bukan berasal dari bendungan
seperti daerah saluran irigasi teknis. Saluran irigasi- hanyalah mengeluarkan
kelebihan air yang ada apabila terjadi hujan yang cukup lebat dan menahan air
apabila diprluakan sesuai dengan kebutuhan petani. Jadi berusaha tani di
Kabupaten Kotawaringiin Barat pada (wmumnya sangat tergantung dengan
musim”.

Hasil wawancara dengan Kepala Seksi Pengembangan Lahan dan Sumber
Daya Air,

“Saya kira cukup banyak fasilitas yang dibangun dalam rangka mendukung
ketersediaan lahan :pangan berkelanjutan di Kabupaten Kotawaringin Barat,
yaitu : 1) «Pembukaan lahan sawah; Pembuatan saluran irigasi dan 3)
Pembangunan jalan usaha rani”.

b) Jalan Usaha Tani
Jalan usaha tani sangat diperlukan bagi petani dalam berusaha tani, jalan usaha
tani dimaksudkan untuk memudahkan pengangkutan sarana produksi maupun
hasil penen oleh masyarakat. Pembangunan jaln usaha tani dilakukan oleh
Pemerintan Kabupaten Kotawaringin Barat secara bertahap, hal ini disebabkan

oleh keterbatasan anggaran yang ada, sehingga prioritas utama lebih banyak

kepada pemmbukaan lahan baru dan menaikan produktivitas.
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3) Kelembagaan Pasca Panen

Kelembagaan usaha tani dirasa sangat diperlukan oleh masyarakat tani, hal ini
disebabkan oleh kemampuan petani dalam menjual hasil produksi pertanian mereka.
Kelembagaan yang jelas dalam pemasaran hasil akan menjamin harga ditingkat
petani, sehingga diharapkan akan menjamin kepastian keuntungan dan menjadi daya
tarik untuk selalu berusaha tani.

¢. Sikap
1) Sikap Implementor

Sikap implementor harus berkomiten dalam mendukung suatu kebijakan, hal
ini disebabkan karena apabila pelaksana kebijakan tidak sungguh-sungguh atau tidak
sependapat dengan kebijakan, maka kebijakan tersebut tidak akan berhasil atau tidak
sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya.

Peraturan Pemerintah untuk menetapkan lahan pertanian khususnya sawah
menjadi lahan pertanian pangan berkelanjutan, sebenarnya sangat baik dalam rangka
menyediakan kebutuhan lahan pertanian pangan yang memang sangat diperlukan
dalam rangka pemenuhan kebutuhan pangan bagi masyarakat. Secara prinsip sikap
Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat sangat mendukung adanya implementasi
kebijakan ini, namun dukungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat baru
sampal penyiapan bukaan lahan baru dan penyiapan irigasi serta penyediaan benih
unggul bermutu melalui berbagai macam sumber pendanaan baik dari pusat, provinsi
maupun daerah sendiri. Dana pendamping pengurusan data base lahan pertanian
pangan yang selanjutnya untuk diusulkan sebagai lahan pangan berkelanjutan masih
belum tersedia. Berdasarkan hasil wawancara di lapangan bahwa masyarakat
berkeinginan lahannya untuk dapat dijadikan lahan pangan berkelanjutan, dengan
harapan mendapat kepastian dalam berusaha tani, memudahkan akses permodalan

dan kepastian berusaha. Rencana luas lahan pertanian pangan khususnya sawah
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sangat banyak diusulkan oleh masyarakat untuk dapat dikerjakan menjadi sawah, hal
ini disebabkan keterbatasan modal petani untuk membuka lahan yang vegetasinya

masih banyak pohon-pohon yang berdiameter besar dan semak belukar.

2) Dukungan pimpinan

Setiap daerah mempunyai keinginan untuk mencukupi ketersedian pangan,
dalam hal ini suatu daerah dituntut untuk melakukan berbagai upaya dalam
meningkatkan ketersedian pangannya. Salah satu langkah pemerintah daerah adalah
dengan mengupayakan penyediaan lahan pertanian pangan yang dibuka secara terus
menerus setiap tahunnya. Keberadaan lahan pertanian pangan sangat dibutuhkan bagi
petani dan sangat banyak menyerap sektor tenaga kerja. Oleh karena itu pemerintah
daerah sangat mendukung kebijakan pemerintah tentang Peraturan Pemerintah
mengenai penetapan dan alih fungsi-lahan pertanian pangan berkelanjutan, dan
seperti yang disampaikan oleh Kepala Bidang Pengembangan Sarana dan Prasarana
Pertanian dan Peternakan selain pemerintah daerah selalu membangun penambahan
luas lahan pertanian pangan juga membangun sarana lainnya seperti jalan usaha tani
dan perairan irigasi.

3) Insentif

Insentif adalah pemberian penghargaan kepada pelaksana kegiatan maupun
kepada petani yang mempertahankan dan tidak mengalihfungsikan lahan pertanian
pangan berkelanjutan. Dalam suatu kebijakan perlu dilakukan pemberian insentif
untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai, kepada petugas pelaksana insentif baru
diberikan pada saat pengawalan penambahan lahan pertanian pangan baru dan untuk
penetapan dan alihfungsinya belum diberikan, dalam hal ini masih menunggu
peraturan daerah dan peraturan kepala daerah untuk mengimplementasikan peraturan

tersebut.
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Bentuk insentif yang seharusnya diberikan kepada petani, dapat berupa: 1)
Bantuan keringanan pajak bumi dan bangunan; 2). Pengembangan infrastruktur
pertanian; 3) Pembiayaan penelitian dan pengembangan benih dan varietas unggul; 4)
Kemudahan dalam mengakses informasi dan teknologi; 5) Penyedian sarana produksi
pertanian; 6) Bantuan dana penerbitan sertifikat hak atas tanah pada lahan pertanian
pangan berkelanjutan dan 7) Penghargaan bagi petani berprestasi tinggi.
4) Transparansi
Pelaksanaan implementasi suatu kebijakan perlu dilaksanakan dengan
melibatkan beberapa pemangku kepentingan dan masyarakat luas, hal ini
dimaksudkan bahwa suatu kebijakan akan berjalan secara terbuka dan transparan.
Kebijakan penetapan dan alih fungsi lahan harus dilaksanakan dengan tujuan untuk
kepentingan masyarakat dan untuk melindungi dan kekurangan pangan, kebijakan ini
hendaknya bebas dari kepentingan lain selain untuk melindungi lahan pertanian
pangan berkelanjutan, dengan demikian diharapkan suatu daerah akan mempunyai
kemampuan untuk memproduksi pangannya. Pelaksanaan penambahan baku lahan
pertanian pangan dilaksanakan dengan melibatkan masyarakat yang mempunyai
keinginan untuk-membudidayakan tanaman pangan terutama padi, seluruh kegiatan
dilaksanakan dalam bentuk laporan pertanggungjawaban kegiatan secara periodik.
¢. Struktur Birokrasi
Dalam pelaksanaan suatu program kebijakan yang baik seharusnya struktur
organisasi pelaksana kebijakan harus jelas, hal ini akan menyebabkan bagaimana
kaitannya antara bagian-bagian yang menangam sehingga didapat suatu produk yang
diharapkan. Struktur birokrasi menggambarkan secara hierarki hubungan siapa berbuat
apa dan bertanggungjawab apa sehingga mudah dilihat tanggungjawab masing-masing

unit dalam lingkungan birokrasi tersebut.
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Dalam satu organisasi yang paling mendasar dalam melaksanakan tugas dan
fungsinya adanya Standar Operasional Operasional (SOP), SOP diperlukan sebagai
pedoman atau acuan untuk melaksanakan kegiatan yang menjadi tugas dan
tanggungjawabnya.

Menurut George Edwars III (1980) berpendapat, sedikitnya ada 2 karakteristik
utama dari suatu birokrasi, yang pertama adalah Standar Operasional Prosedur (SOP) dan
pragmentasi.

1) Standar Operasional Prosedur (SOP)

Terhadap pelaksanaan implementasi penetapan lahan pertanian pangan yang sudah
fungsional di Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah, unit pelaksana
kebijakan di bidang Pengembangan Sarana dan Prasarana Pertanian dan Peternakan pada
Dinas Pertanian dan Peternakan masih belum ~mempunyai SOP yang diatur oleh
pemerintah daerah. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Kepala Bidang Pengembangan
Sarana Prasarana Pertanian dan Peternakan sebagai berikut :

“Kami memang masih beluni -mempunyai Standar Operasional Prosedur (SOP)
sebagaimana yang diamanatkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang
Penetapan dan Alih Fungsi-Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Mudah-mudahan
dalam waktu dekat akan kami sampaikan draf usulan sebagaimana yang diamanatkan
dalam peraturan tersebut”

2) Pragmentasi

Berdasarkan keterangan dari Kepala Bidang Pengembangan Sarana Prasarana
Pertanian dan Peternakan, bahwa :

“Dalam mengimplementasikan peraturan pemerintah tersebut, Dinas Pertanian dan
Peternakan dalam hal ini pada Bidang Pengembangan Sarana Prasarana mempuyai
tugas yang utama dalam membuat usulan penetapan lahan pertanian pangan yang sudah
ada menjadi lahan pertanian pangan berkelanjutan. Padahal dalam melaksanakan
tugasnya hanya melekat pada tugas pokok dan fungsi pada bidang tersebut, artinya tugas
ini belum ada seksi yang melaksanakannya secara khusus, mengingat ketersediaan lahan

pertanian pangan berkelanjutan ini sangat penting maka diharapkan ada seksi khusus
yang menanganinya sehingga lebih fokus”
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2. Faktor yang mendukung dan menghambat implementasi kebijakan pemerintah
tentang program perlindungan pertanian pangan berkelanjutan melalui
Peraturan Pemerintah tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian
Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Kotawaringin Barat ?

Berdasarkan pendapat Edward I, ada 4 faktor yang merupakan syarat utama
keberhasilan proses implementasi suatu kebijakan, yaitu komunikasi, sumberdaya, sikap
dan struktur organisasi, adapun keempat faktor tersebut, adalah :

1) Faktor Komunikasi

Faktor komunikasi, dari indicator tranmisi, kejelasan, konsistensi dan koordinasi
dalam kondisi mendukung implementasi kebijakan pemerintah dalam rangka melindungi
lahan pertanian pangan berkelanjutan.

2) Faktor Sumberdaya

Faktor sumber daya meliputi sumberdaya manusia baik kuantitas maupun kualitas,
informasi yang relevan, wewenang dan fasilitas, adapun yang menjadi faktor pendukung
dalam implementasi kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan melalui peraturan
pemerintah ini adalah tersedianya potensi lahan pertanian pangan berkelanjutan, hal ini
sebagaimana yang telah disampaikan oleh Kepala Bidang Pengembangan Sarana
Prasarana Pertanian dan Peternakan, sebagai berikut :

“Untuk menindaklanjuti Undang-Undang No 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan
Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan mengamanatkan untuk membuat potret
kemampuan ketersediaan lahan di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat, maka kami
membuat suatw kegiatan berupa pembuatan peta design luas baku lahan‘potensi lahan di
Kabupaten Kotawaringin Barat dan kegiatan tersebut telah berhasil dan akan menjadi
acuan untuk ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan dimasa yang akan
datang”.

3) Faktor Sikap

Faktor sikap yang mendukung implementasi program perlindungan lahan pertanian

pangan berkelanjutan adalah sikap implementor terhadap kebijakan, dukungan pimpinan

dan transparansi serta akuntabilitas.
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4) Faktor Struktur Organisasi

Faktor struktur orgamsasi merupakan factor penghambat, hal ini masih belum anya
Standar Operasional Prosedur (SOP) dan pragmentasi yang menghambat program
perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan.

C. Pembahasan

Komunikasi yang baik sangat dibutuhkan dalam implementasi suatu kebijakan. Hal
ini sangat dibutuhkan karena sangat berpengaruh terhadap hasil implementasi suatu
kebijakan. Seperti pelaksanaan implementasi kebijakan perlindungan lahan pertanian
pangan berkelanjutan melalui peraturan pemerintah tentang pen¢tapan dan alih fungsi
lahan pertanian pangan berkelanjutan, berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan di
lapangan, sebenarnya tranmisi, kejelasan, konsistensiidan koordinasi telah terlaksana
dengan baik antara pembuat kebijakan dengan pelaksana kebijakan di lapangan.

Hal ini dapat diketahui bahwa sebagai pembuat kebijakan, dalam hal ini melalui
Peraturan Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat telah membuat Undang-Undang
Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, UU
tersebut ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun
2011 Tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan
hasil wawancara. yang telah dilakukan dengan Kepala Bidang Pengembangan Sarana
Prasarana Pertanian dan Peternakan, Kepala Seksi Pengembangan Lahan dan Sumber
Daya Air dan Koordinator Penyuluh Pertanian Lapangan.

Dari hasil informasi yang didapat menggambarkan bahwa informasi tentang
perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan melalui peraturan pemerintah tentang
penetapan dan alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan sudah cukup jelas
diterima oleh Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kotawaringin Barat, Informasi
ini disampaikan kepada PPL dan kelompok tani di lapangan tentang pelaksanaan

kebijakan penetapan dan alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan.
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Dalam pelaksanaan kebijakan penetapan dan alih fungsi lahan pertanian pangan ini
dari faktor informasi sudah sangat jelas baik di tingkat dinas, PPL dan petani yang
merupakan pelaksana di lapangan. Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan
bahwa kondisi komunikasi baik dari aspek transmisi, kejelasan, konsistensi dan
koordinasi dalam kondisi yang baik.

Hasil analisa ditinjau dari faktor komunikasi, antara lain : 1) Tranmisi, hasil
analisisnya dengan adanya peraturan pemerintah tentang penetapan perlindungan lahan
pertanian pangan berkelanjutan melalui peraturan pemerintah tentang penetapan dan alih
fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan, pelaksana telah memahami dan mengetahui
apa yang harus dilakukan untuk dapat mensokseskan ‘kebijakan tersebut hal ini
disebabkan faktor keputusan-keputusan dan perintah-perintah telah diteruskan kepada
personel yang tepat yaitu kepada Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten
Kotawaringin Barat; 2) Kejelasan, pelaksana telah mendapat kejelasan mengenai tujuan
dan sasaran program dan hal ini faktor penyebabnya penjelasan awal terhadap peraturan
pemerintah tentang penetapan dan alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan; 3)
Konsistensi, semua pihak yang berkepentingan melaksanakan program ini sudah
konsisten dengan perintah pelaksanaan baik tujuan maupun sasaran dan hal ini
disebabkan faktor perintah pelaksanaan yang diterima cukup jelas dan tidak bertentangan,
4) Koordinasi; koordinasi yang telah dilakukan antar dinas/instansi terkait cukup baik hal
ini desebabkan faktor koordinasi formal seperti (pertemuan, SK) dan informal.

Berdasarkan uraian pada hasil penelitian di atas maka dapat diambil kesimpulan
bahwa dari segi aspek sumberdaya, kondisi sumberdaya manusia yang ada belum bisa
maksimal mendukung pelaksanaan kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan
berkelanjutan melalui peraturan pemerintah tentang penetapan lahan pertanian pangan
berkelanjutan. Hal ini dilihat dan jumlah staf yang ada, baik dari segi kuantitas maupun

kualitas masih kurang. Sedsangkan kondisi fasilitas, informasi dan wewenang pada
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pelaksanaan kebijakan ini sudah cukup mendukung akan tetapi masih belum maksimal
sehingga perlu peningkatan lagi.

Hasil analisa kebijakan ditinjau dari faktor sumberdaya adalah : 1) Sumberdaya
Manusia, dan segi kuantitas dan kualitas masih perlu ditingkatkan, faktor penyebabnya
pada pelaksanaan implementasi kebijakan peraturan pemerintah tentang penetapan dan
alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan sumberdaya manusia sudah ada hanya
saja masih perlu diasah kemampuannya. Pelaksanaan tugas selanjutnya diharapkan lebih
fokusnya, hal ini dikarenakan SDM yang ada juga mengerjakan pekerjaan yang harus
mereka kerjakan bukan saja pelaksanaan kebijakan ini saja namun masih banyak tugas-
tugas yang berasal dari kegiatan kegiatan-kegiatan yang lain yang merupakan tugas pokok
pada bidang pertanian yang menuntut untuk segera diselesaikan; 2) Informasi, informasi
yang diberikan sudah cukup relevan, pelaksana imengetahui tindakan yang harus
dilakukan dan pelaksanaan berdasarkan peraturan yang telah dibuat, hal ini disebabkan
faktor pelaksana telah menerima Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang
Penetapan dan Alh Fungsi Lahan-Pertanian Pangan Berkelanjutan; 3) Wewenang,
Kewenangan sudah diberikan sepenuhnya kepada Dinas Pertanian dan Peternakan
Kabupaten Kotawaringin Barat melalui Kepala Bidang Pengembangan Sarana Prasarana
Pertanian dan Peternakan, Kewenangan tersebut diterima melalui peraturan pemerintah
tersebut dimana disebutkan pmerintah daerah melalui dinas teknis untuk mengusulkan
penetapan dan alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan dan agar peraturan ini
dapat dilaksanakan di daerah sehingga dapat mencukupi ketahanan pangan dan
kesejahteraan petani; 4) Fasilitas, Fasilitas berupa luas baku lahan yang sudah ada
diatambah dengan percetakan sawah dn sarana lainnya seperi jalan uasaha tani, saluran
irigasi, hal ini disebabkan beberapa faktor, pertama lahan sawah sudah dibuka oleh
pemerintah hanya tinggal dimanfaatkan harus dioptimalkan, jalan usaha tani sudah cukup

memadai dan dimaksud untuk mempermudah distribusi dan pengangkutan hasil panen
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serta jaringan irigasi sudah cukup banyak dan fungsional untuk mendukung produksi
dan produktivitas.

Berdasarkan uraian hasil wawancara yang telah dilakukan terhadap pelaksana
kebijakan baik di dinas maupun di lapangan, dapat disimpulkan bahwa pemerintah
kabupaten dan masyarakat yang menambah luas baku lahan pertanian pangannya dapat
menjalankan kebijakan tersebut. Dengan demikian dari aspek sikap, dukungan pimpinan,
insentif dan transparansi, secara umum menunjukan kondisi yang cukup baik. Pendapat
yang disampaikan oleh masing-masing informan sangat mendukung dengan adanya
peraturan pemerintah yang telah digulirkan tersebut. Seperti yang telah dikemukakan
kepala bidang pengembangan sarana prasarana pertanian dan peternakan mengatakan
bahwa sangat menerima adanya peraturan pemerintah tentang perlindungan lahan
pertanian pangan berkelanjutan melalui pereturan pemerintah tentang enetapan dan alih
fungsi lahan pertaniabn pangan berkelanjutan. Pendapat yang di sampaikan kepala bidang
tersebut menurut peneliti sangat sesuai” dengan kondisi yang ada di Kabupaten
Kotawaringin Barat.

Jadi dari beberapa.pendapat yang telah disampaikan tadi dapat diambil suatu
kesimpulan bahwa ~komitmen untuk mensokseskan kebijakan pemerintah terhadap
perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan melalui peraturan pemerintah tentang
penetapan dan-alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan ini sangat besar dari
masing-masing pihak karena mereka mengganggap bahwa kebijakan ini dapat menjamin
ketersedian lahan pertanian pangan guna menunjang produksi pangan daerah khususnya
dan akan meningkatkan kesejahteraan petani pada umumnya.

Hasil analaisa implementasi kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan
berkelanjutan melalui peraturan pemerintah tentang penetapan dan alih fungsi lahan
pertanian pangan berkelanjutan ditinjau dari faktor sikap adalah : 1) sikap, sikap

implementor terhadap kebijakan jika dianalisis pelaksana mendukung kebijakan
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perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kabupaten Kotawaringin Barat
melalui peraturan pemerintah tentang penetapan dan alih fungsi halan pertanian pangan
berkelanjutan, hal ini disebabkan pelaksana tidak mempunyai pandangan yang berbeda
dengan pembuat kebijan; 2) Dukungan pimpinan, Pemerintah Kabupaten Kotawaringin
Barat Provinsi Kalimantan Tengah mendukung adanya kebijakan perlindungan lahan
pertanian pangan berkelanjutan melalui peraturan pemerintah tersebut, penetapan lahan
pertanian pangan sangat diperlukan oleh petani di Kabupaten Kotawaringin Barat dalam
rangka menjamin kepastian berusaha tani dalam rangka mencukupi pangan dan
kesejahteran masyarakat; 3) Insentif bagi pelaksana, insentif bagi pelaksana hanya
dianggarkan untuk tahap awal dalam rangka penyediaan lahan baru dicetak untuk lahan
persawahan saja, insentif belum diberikan kepada pelaksana pada bagian lapangan dalam
hal i bidang pengawasan, monitoring dan evaluasi; 4) Transparansi, kegiatan penyedian
lahan sawah baru deilaksanakan secara transparannsi tanpa melihat adanya kepentingan
berbagai pihak, kegiatan ini akan dipertanggungjawabkan secara tertulis dan disampaikan
kepada para pihak yang berwenang,

Berdasarkan uaraian di atas maka dapat diambil kesimpulan bahwa struktur
organisasi dalam kondisi yang kurang mendukung, Karena SOP sebagai standar
operasional belum dibuat dan tidak ada bagian atau seksi yang bertanggungjawab secara
kusus terhadappelaksanaan kebijakan perlindungan lahan pertanian panga berkelanjutan
ini. Hal ini membuat tidak adanya aturan yang jelas menenai wewenang dan
tanggungjawab dari pada pelaksana. Tanggungjawab hanya terletak pada kepala bidang
pengembangan sarana prasarana pertanian dan peternakan dan kepala seksi
pengembangan lahan dan sumber daya air saja, hal ini yang akan mengakibatkan proses
pelaksanaan implementasi kebijakan pemerintah tentang penetapan dan alih fungsi lahan

pertanian pangan berkelanjutan tidak berjalan dengan optimal. Hal ini disebabkan tidak
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adanya kefokusan dari kepala bidang tersebut untuk memantau perkembangan
pelaksanaan kebijakan tersebut.

Pada pelaksanaan kebijakan pemerintah tersebut, pelaksana kebijakan hanya
bergantung kepada PP nomor 1 Tahun 2011 tentang penetapan dan alih fungsi lahan
pertanian pangan berkelanjutan, sehingga apa yang harus mereka kerjakan hanya
mengikuti peraturan tersebut, sedangkan untuk pelaksanaan kegiatan hanya dibebankan
pada bidang pengembangan sarana prasarana pertanian dan peternakan melalui seksi
pengembangan lahan dan sumberdaya air, sedangkan seksi yang dimaksud disamping
harus melaksanakan implementasi peraturan pemerintah tersebut juga diharuskan
mengerjakan pekerjaan rutin dan kegiatan lain yang bersumber dari APBN, APBD
provinsi dan APBD kabupaten.

Selain tidak ada SOP, seksi khusus yang menanganni peraturan pemerintah tersebut
tidak terbentuk, hal ini jika dikaitkan dengan jumlah sumber daya manusia yang ada,
mereka menganggap bahwa dikhawatirkan akan mengganggu aktivitas yang lain
andainya SDM yang ada hanya mengurusi aktivitas perrlindungan lahan saja. Selain itu
juga pelaksanaan bahwa pelaksanaan kebijakan ini sudah dianggap sebagai kegiatan rutin
yang harus dilakukan. secara bersama dan merupakan kegiatan yang sesuai dengan tugas
dan fungsi bidang tersebut, jadi dengan demikian tanpa adanya seksi yang khusus yang
menanganinya-Kegiatan ini dapat mereka laksanakan.

Jadi dari beberapa pendapat dan uraian yang telah disampaikan, maka dapat diambil
suatu kesimpulan bahwa dari struktur organisasi menunjukan dalam kondisi yang kurang
mendukung, Karena SOP sebagai standar operasional belum dibuat dan tidak ada bagian
atau seksi yang bertanggungjawab secara khusus terhadap implementasi perlindungan
lahan pertanian pangan melalui peraturan pemerintah tentang penetapan dan alih fungsi
lahan pertanian pangan berkelanjutan. Hasil analisa terhadap kebijakan tersebut adalah :

1) Ketersedian SOP, hasil analisis melihat bahwa standar operasional prosedur bagi
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pelaksana kebijakan belum dibuat, hal ini disebabkan beberapa faktor diantaranya belum
diterbitkannya peraturan daerah tentang perlindungan lahan pertanian pangan di
Kabupaten Kotawaringin Barat; 2) Pragmentasi, pola hubungan kerja yang ada sudah
cukup baik, namun tidak ada bagian atau seksi yang khusus yang menangani pelaksanaan
kebijakan pemerintah serta tidak adanya pembagaian tugas dan wewenang, semua
dibawah tanggungjawab Kepala Bidang Pengembangan Sarana Prasarana Pertanian dan
Peternakan melalui Seksi Pengembangan Lahan dan Sumber Daya Air, hal ini
disebabkan pelakasanaan kebijakan tersebut sudah dianggap tugas rutin yang melekat

pada tugas dan fungsi bidang dan seksi tersebut.
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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang implementasi penerapan
program perlindungan pertanian pangan berkelanjutan melalui peraturan Pemerintah

Nomor 1 Tahun 2001 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan

Berkelanjutan di Kabupaten Kotawaringin Barat , maka dapat disimpulkan beberapa hal

sebagai berikut :

1. Implementasi kebijakan pemerintah tentang program perlindungan pertanian pangan
berkelanjutan melalui peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan
dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Kotawaringin
Barat sudah berjalan cukup baik. Ditinjau-dari faktor-faktor yang mempengaruhinya
yaitu komunikasi, sumberdaya, dan.sikap/disposisi dan struktur organisasi secara
keseluruhan sudah berjalan, namun masih perlu ditingkatkan dalam mendukung
peraturan pemerintah tersebut.

2. Faktor-faktor.pendukung dan penghambat dalam implementasi kebijakan pemerintah
tentang program perlindungan pertanian pangan berkelanjutan melalui peraturan
Pemerintah Nomor | Tahun 2001 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan
Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Kotawaringin Barat, dilihat dari :

a. Faktor Komunikasi
Aspek komunikasi yang terdiri dari : transmisi, kejelasan, konsistensi dan
koordinasi  sudah mendukung. Pelaksana kegiatan sudah mendapatkan
penjelasan, sudah konsisten dalam melaksanakan kegiatan dan juga sudah
melakukan koordinasi dengan instansi lainnya. Sedangkan faktor tranmisi sudah

mendukung terhadap penyampaikan kebijakan di lapangan. Dengan demikian
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dalam faktor komunikasi sudah mendukung proses implementasi kebijakan dan
tidak ada faktor penghambat dalam rangka mengimplementasikan kebijakan
peraturan pemerintah ini.

b. Faktor Sumber Daya
Pada pelaksanaan implementasi peraturan pemerintah tentang penetapan dan alih
fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan dari aspek sumberdaya yang
mendukung adalah sumber daya manusia, saluran irigasi, jalan usaha tani dan
kelembagaan pasca panen.

c. Faktor Sikap/Disposisi
Sikap pelaksana kebijakan peraturan pemerintah ini*sudah sangat mendukung,
demikian juga pimpinan sangat mendukung serta insentif dan transparansi juga
cukup memadai.

d. Faktor Struktur Organisasi
Dari aspek struktur organisasi masih belum mendukung dalam pelasanaan
peraturan pemerintah ini, hal ini dapat dilihat dari belum adanya Standar
Operasional Prosedur (SOP) dan pragmentasi yang termasuk dalam aspek
tersebut. Pada kegiatan awal sebagai penyediaan lahan pertanian pangan untuk
ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan SOP tidak ada, hal ini
diakibatkan belum adanya peraturan daerah serta belum adanya seksi khusus
yang menangani, sehingga tugas dan wewenang masing-masing bagian tidak

jelas dan fokus sehingga kegiatan tidak bisa berjalan optimal.
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B. SARAN
Dari kesimpulan di atas, untuk mengantisipasi hal-hal tersebut dan untuk
mencapai maksud dan tujuan, maka beberapa saran yang dapat dipertimbangkan
dalam proses implementasi peraturan pemerintah tentang penetapan dan alih fungsi
lahan pertanian pangan berkelanjutan yang akan datang sebagai berikut :

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat agar dapat membuat peraturan
daerah dan SOP tentang penetapan dan alih fungsi lahan pertanian pangan
berkelanjutan, sehingga dalam pelaksanaannya ada peraturan yang jelas, terutama
untuk kegiatan penetapan, alih fungsi lahan, pengawasan dan pengendalian
perlanggaran terhadap perlindungan alih _fungsi lahan pertanian pangan
berkelanjutan.

2. Fasilitas sarana dan prasarana dalam mendukung keberlanjutan lahan pertanian
pangan dan peningkatan produktivitas, agar ditingkatkan baik kualitas maupun
kuantitasnya, diantaranya adalah saluran irigasi, jalan usaha tani dan kelembagaan
pasca panen.

3. Kualitas dan-kuantitas SDM perlu ditingkatkan agar dalam pelaksanaan
implementasi  peraturan pemerintah tentang penetapan dan alih fungsi lahan
pertaniian pangan berkelanjutan dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan

yang diinginkan.
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PERATURAN-PERATURAN

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan
Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Penetapan dan
Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
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STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERTANIAN DAN

PETERNAKAN KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

LAMPIRAN 1.

PERDA KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

NOMOR. 18 TAHUN 2008

TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAK
KABUPATEN KOTAWRINGIN BARAT
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LAMPIRAN 2. PEDOMAN WAWANCARA

1. Apakah pemerintah sudah memberikan informasi mengenai Peraturan Pemerintah No
1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan
Berkelanjutan ? jika sudah, jelaskan melalui apa peraturan-peraturan tersebut
diberikan.

2. Apakah menurut Saudara ruang lingkup Peraturan Pemerintah tentang Penetapan
Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan ?

3. Apakah perintah pelaksanaan kebijakan sudah cukup jelas dan tidak bertentangan ?

4. Bagaimana koordinasi antar dinas/instansi/lembaga terkait . dengan Peraturan
Pemerintah Tentang Penetapan dan Alih Fungsi« Lahan Pertanian Pangan
Berkelanjutan ?

5. Apakah dan segi kuantitas dan kualitas, SDM pelaksana dari kebijakan Peraturan
Pemerintah Tentang Penetapan dan Alih Fungst Lahan Pertanian Pangan
Berkelanjutan di Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah sudah
mencukupi ?

6. Fasilitas apa saja yang ‘telah dibangun dalam rangka mendukung program
perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan ?

7. Bagaimana' dukungan Pemerintah  Kabupaten Kotawaringin Barat terhadap
Kebijakan Peraturan Pemerintah Tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian

Pangan Berkelanjutan ?
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8. Apakah ada insentif yang diberikan kepada petugas yang terlibat dalam pelaksanaan
kegiatan yang berkaitan dengan pembukaan lahan sawah baru ?

9. Apakah unit organisasi pelaksana kebijakan ini memiliki SOP yang jelas, jika ada,
apakah setiap pelaksana kebijakan sudah memahami dan melaksanakan sesuai
dengan prosedur yang ada ?

10. Apakah ada seksi khusus atau bagian yang mengurusi kebijakan program tersebut ?

11. Faktor apakah yang mendukung implementasi kebijakan pemerintah tentang
penetapan dan alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan ?

12. Faktor apakah yang menghambat implementasi kebijakan pemerintah tentang

penetapan dan alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan
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LAMPIRAN 3. TRANSKRIP WAWANCARA

Informan Kepala Bidang Pengembangan Sarana Pertanian dan Peternakan
No * Pertanyaan Jawaban
1 | Apakah  pemerintah  sudah | Pemerintah telah  memberikan informasi

memberikan informasi mengenai
Peraturan Pemerintah Nomor 1
Tahun 2011 tentang Penetapan
dan Alih Fungsi Lahan Pertanian
Pangan Berkelanjutan ? jika
sudah, jelaskan melalui apa
peraturan-peraturan tersebut
diberikan.

mengenai tujuan dan sasaran  Peraturan
Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang
Penetapan dan Alih Fungst Lahan Pertanian
Pangan Berkelanjutan dan sosialisasi melalui
rapat-rapat dan pertemuan

Apakah menurut Saudara ruang
lingkup Peraturan Pemerintah
tentang Penetapan Alih Fungsi
Lahan Pertanian Pangan
Berkelanjutan ?

Pemerintah dalam (hal 'ini pusat telah
memberikan pengaturan yang jelas mengenai
tyuan dan sasaran kebiyjakan Peraturan
Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang
Penetapan“dan ‘Alih Fungsi Lahan Pertanian
pangan Berkelanjutan yang mencakup ruang
lingkup, ~“tujuan dan sasaran, dengan
mempertimbangkan produktivitas, intensitas
pertanaman, ketersediaan air, konservasi,
berwawasan lingkungan dan berkelanjutan

Apakah perintah pelaksanaan
kebijakan sudah cukup jelas dan
tidak bertentangan ?

Sebagaimana kita ketahui bahwa kebijakan
perlindungan lahan  pertanian  pangan
berkelanjutan sudah diamanatkan oleh
undang-undang,  sejalan  dengan  itu
pemerintah juga sudah menetapkan dengan
peraturan pemerintah untuk menindaklanjuti
UU tersebut. Dengan adanya kebijakan
tersebut saya rasa merupakan suatu solusi
pada saat ini untuk menambah luas baku lahan
pertanian pangan dengan upaya penetapan dan
memberikan kepastian bagi fungsi lahan itu
sendiri. Seperti yang kita ketahui bersama saat
ini persaingan komoditi juga meningkat
sedangkan ketersedian lahan tidak bertambah.
Dengan adanya kebijakan ini diupayakan
wajib untuk segera menyiapkan draf
rancangan peraturan daerah dan saya siap
untuk melaksanakannya

Bagaimana koordinasi  antar
dinas/instansi/lembaga  terkait
dengan Peraturan Pemerintah
Tentang Penetapan dan Alih
Fungsi Lahan Pertanian Pangan

Koordinasi dengan intansi terkait sudah cukup
baik dan saling memberikan masukan serta
saling mendukung untuk segera menetapkan
kawasan pertanian pangan berkelanjutan,
seperti beberapa waktu yang lalu kami
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Berkelanjutan ?

mengadakan  koordinasi dengan  Dinas
Pekerjaan Umum Daerah khususnya Bidang
Sumber Daya Air, Kantor Penyuluhan dan
Ketahanan Pangan serta ketua gapoktan dan
ketua poktan dalam rangka merumuskan
pertanian pangan di Kabupaten Kotawaringin
Barat khususnya dalam menentukan kawasan
pertanian  pangan  berkelanjutan, agar
infrastrukur yang dibangun pemerintah tidak
mubazir

Apakah dari segi kuantitas dan
kualitas, SDM pelaksana dan
kebijakan Peraturan Pemerintah
Tentang Penetapan dan Alih
Fungsi Lahan Pertanian Pangan

Berkelanjutan di  Kabupaten
Kotawaringin Barat, Provinsi
Kalimantan  Tengah  sudah
mencukupi ?

Kalau dilihat dari kuantitas maupun kualitas,
SDM vyang ada dibidang pengembangan
sarana prasarana pertanian dan peternakan
masih sangat kurang, baik dilihat dan
kebutuhan pada disiplin ilmunya maupun
dari segi jumlah personel. Pekerjaan yang
kami  lakukan  tidak . hanya  dalam
implementasi peraturan peémerintah tersebut
saja, kami juga. melakukan pekerjaan-
pekerjaan rutin lainnya ataupun tugas-tugas
lainnya, dengan kata lain tidak ada yang
secara khusus menangani kebijakan peraturan
tersebut

Fasilitas apa saja yang telah
dibangun dalam rangka
mendukung program
perlindungan lahan pertanian
pangan berkelanjutan ?

Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat
setiap = tahunnya selalu menganggarkan
pembuatan saluran irigasi, baik saluran irigasi
tertier maupun saluran irigasi sekunder serta
pemeliharaannya. Saluran irigasi yang ada
memang harus diakui belum berfungsi secara
maksimal hal ini dikarenakan sumber air pada
umumnya berasal dari hujan, bukan berasal
dari bendungan seperti daerah saluran irigasi
teknis. Saluran irigasi hanyalah mengeluarkan
kelebihan air yang ada apabila terjadi hujan
yang cukup lebat dan menahan air apabila
diprluakan sesuai dengan kebutuhan petani.
Jadi  berusaha tani di  Kabupaten
Kotawaringiin Barat pada umumnya sangat
tergantung dengan musim

Bagaimana dukungan
Pemerintah Kabupaten
Kotawaringin Barat terhadap

Kebijakan Peraturan Pemerintah
Tentang Penetapan dan Alih
Fungsi Lahan Pertanian Pangan
Berkelanjutan ?

Bentuk  dukungan Pemerintah  Daerah
Kabupaten Kotawaringin Barat dalam
pengimplementasikan program perlindungan
lahan pertanian pangan berkelanjutan, adalah
dengan mengoptimalisasikan penggunaan
lahan yang sudah ada, diantaranya dengan
menyediakan  sarana  produksi  untuk
sebagaian petani dalam rangka memacu
pengelolaan lahan. Tentunya proses tersebut
dengan berbagai pertimbangan mengingat
keterbatasan dana pemerintah daerah.
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8 | Apakah ada insentif yang | Selama ini insentif untuk petugas lapangan
diberikan kepada petugas yang | diberikan untuk masing-masing petugas
terlibat dalam  pelaksanaan | lapangan hanya bersifat mengiringi kegiatan
kegiatan pembukaan lahan | yang ada, sebagai contoh pada kegiatan
sawah baru ? pembukaan lahan sawah baru.

9 | Apakah unit organisasi | Kami memang masih belum mempunyai
pelaksana kebijakan imi memiliki | Standar ~ Operasional ~ Prosedur  (SOP)
SOP yang jelas, jika ada, apakah | sebagaimana yang diamanatkan Peraturan
setiap  pelaksana  kebijakan | Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang
sudah  memahami dan | Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian
melaksanakan sesuai dengan | Pangan Berkelanjutan. Peraturan Daerah
prosedur yang ada ? (PERDA) Perlindungan Lahan Pertanian

Pangan  Berkelanjutan di  Kabupaten
Kotawaringin Barat sudah hampir selesai
tinggal menunggu pengesahan dari Dewan
Perwakilan  Rakyat  Daerah  (DPRD)
Kabupaten  Kotawaringin__ Barat  untuk
diundangkan.

10 | Apakah ada seksi khusus atau | Dalam  mengimplementasikan  peraturan
bagian yang mengurusi | pemerintah tersebut,” Dinas Pertanian dan
kebijakan program tersebut Peternakan . dalam hal ini pada Bidang

Pengembangan Sarana Prasarana mempuyai
tugas yang: utama dalam membuat usulan
penetapan lahan pertanian pangan yang sudah
ada menjadi lahan pertanian pangan
berkelanjutan. Padahal dalam melaksanakan
tugasnya hanya melekat pada tugas pokok dan
fungsi pada bidang tersebut, artinya tugas ini
belum ada seksi yang melaksanakannya
secara khusus, mengingat ketersediaan lahan
pertanian pangan berkelanjutan ini sangat
penting maka diharapkan ada seksi khusus
yang menanganinya sehingga lebih fokus

11 | Faktor apakaliyang mendukung | Saya meyakini bahwa faktor pendukung
implementasi kebijakan | untuk dilaksanakannya program perlindungan
pemerintah tentang penetapan | lahan pertanian pangan berkelanjutan ini,
dan alil fungsi lahan pertanian | diantaranyanya tersedianyanya lahan yang
pangan berkelanjutan ? masih cukup luas di Kabupaten Kotawaringin

Barat serta kebutuhan pangan yang terus
meningkat dimasa yang akan datang.

12 | Faktor apakah yang | Saya rasa faktor yang menjadi penghambat
menghambat implementasi | dalam implementasi kebijakan program

kebijakan pemerintah tentang
penetapan dan alih fungsi lahan
pertanian pangan berkelanjutan ?

perlindungan lahan pertanian  pangan
berkelanjutan, salah satu yang paling krusial
belum adanya Peraturan Daerah (Perda)
Kabupaten Kotawaringin Barat. Dalam
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009
tentang Perlindungan l.ahan Pertanian pangan
Berkelanjutan mengamanatkan pembuatan
Perda. Sebagaimana Peraturan Pemerintah
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yang berkaitan dengan masalah ini, setiap
penetapan dan alih fungsi lahan dapat
ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan
Peraturan Kepala Daerah yang mengacu
kepada peraturan yang di atasnya. Dengan
demikian penetapan Standar Operasional
Pelaksanaan (SOP) dalam perlindungan lahan
pertanian  pangan  berkelanjutan  dapat
dipedomani.

Informan : Kepala Seksi Pengembangan Lahan dan Sumber Daya Air Dinas Pertanian
dan Peternakan Kabupaten Kotawaringin Barat.
No Pertanyaan Jawaban
1 | Apakah  pemerintah  sudah | Secara teknis di lapangan saya seringkali

memberikan informasi mengenai
Peraturan Pemerintah Nomor 1
Tahun 2011 tentang Penetapan
dan Alih Fungsi Lahan Pertanian
Pangan Berkelanjutan ? jika
sudah, jelaskan melalui apa
peraturan-peraturan tersebut
diberikan.

menyampaikan . bahwa ada  kebijakan
Pemerintah’ tentang perlindungan lahan
pertanian _pangan berkelanjutan, hal ini juga
menjadi .. pedoman kami dalam setiap
pembukaan lahan baru maupun optimasi
lahan pangan, kami selalu mensyaratkan
dengan membuat pemnyataan bahwa lahan
tersebut tidak boleh dialih fungsikan kesektor
lain.

2 | Apakah menurut Saudara-ruang | Dalam program perlindungan lahan pertanian
lingkup Peraturan “Pemerintah | pangan  berkelanjutan, telah  memuat
tentang Penetapan -Alih Fungsi | ketentuan secara teknis bahwa untuk
Lahan Pertanian Pangan | menetapkan suatu kawasan atau lahan yang
Berkelanjutan ? akan dijadikan lahan pertanian pangan

berkelanjutan harus melewati tahapan-tahapan
tertentu, demikian juga sebaliknya apabila
lahan pertanian pangan berkelanjutan tersebut
diminta untuk dialihfungsikan kepada
penggunaan lain, tentunya harus memenuhi
ketentuan dan syarat yang berlaku

3 | Apakah perintah pelaksanaan | Sepanjang saya sering ke lapangan bertemu
kebijakan sudah cukup jelas dan | dengan para petani, aspirasi yang selalu
tidak bertentangan ? disampaikan adalah keberlanjutan lahan

mereka, maksudnya mereka dapat kepastian
hukum, kepastian berusaha, ada perlindungan
dari pemerintah dan menjadi prioritas dalam
penyedian  pangan. Dengan  demikian
kebijakan ini akan didukung oleh masyarakat
petni khususnya.

4 | Bagaimana koordinasi antar | Koordinasi ditingkat lapangan berjalan
dinas/instansi/lembaga  terkait | dengan baik, dalam arti sambil menunggu
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dengan Peraturan Pemerintah
Tentang Penetapan dan Alih
Fungsi Lahan Pertanian Pangan
Berkelanjutan ?

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten
Kotawaringin Barat untuk mengatur tata
kelola perlindungan lahan pertanian pangan
berkelanjutan, kami selalu menyampaikan
bahwa lahan yang sudah ada agar selalu
dijaga  untuk  tidak  dialihfungsikan.
Koordianasi kami lakukan dengan
Koordinator Petugas Lapangan di masing-
masing kecamatan, setiap ada pertemuan
dengan petugal penyuluh lapang di tingkat
desa masing-masing.

Apakah dari segi kuantitas dan
kualitas, SDM pelaksana dari
kebijakan Peraturan Pemerintah
Tentang Penetapan dan Alih
Fungsi Lahan Pertanian Pangan

Secara kuantitas untuk sementara saya kira
cukup memadai, hal ini dikarenakan proses
lebih detail ada ditingkat koordinator
penyuluh lapangan yang ada di tingkat
kecamatan, dibantu juga oleh semua petugas

Berkelanjutan di  Kabupaten | penyuluh lapangan yang ada di desa dan
Kotawaringin Barat, Provinsi | kelurahan  untuk. = mengawal  program
Kalimantan  Tengah  sudah | perlindungan lahan. pertanian  pangan
mencukupi ? berkelanjutan

Fasilitas apa saja yang telah | Saya kira, cukup banyak fasilitas yang
dibangun dalam rangka | dibangun. . dalam  rangka  mendukung
mendukung program | ketersediaan lahan pangan berkelanjutan di
perlindungan lahan pertanian | Kabupaten Kotawaringin Barat, yaitu : 1)

pangan berkelanjutan ?

Pembukaan lahan sawah; Pembuatan saluran
irigasi dan 3) Pembangunan jalan usaha tani

Bagaimana dukungan
Pemerintah Kabupaten
Kotawaringin Barat _terhadap

Kebijakan Peraturan Pemerintah
Tentang Penetapan. dan Alih
Fungsi Lahan Pertanian Pangan
Berkelanjutan ?

Saya kira selama ini Pemerintah Daerah
Kabupaten Kotawaringin Barat melalui Dinas
Pertanian dan Peternakan dan Dinas
Pekerjaan  Umum, selalu memberikan
dukungan berupa pembukaan lahan baru,
optimalisasi lahan, penyedian sarana produksi
dan perbaikan saluran irigasi tertier.
Sedangkan Dnas Pekerjaan Umum Daerah
melalui Bidang Sumber Daya Air juga
membangun jaringan irigasi baik primer,
maupun skunder serta pemerliharaan saluran
irigasi dan memberdayakan Petani Pemakai
Air (P3A) di masing — masing wilayah
perdesaan.

Apakah ada insentif yang
diberikan kepada petugas yang

Insentif untuk petugas lapangan diberikan
untuk  masing-masing petugas lapangan

terlibat  dalam  pelaksanaan | sebesar tiga ratus ribu rupiah setiap bulannya,

kegiatan pembukaan lahan | sifatnya hanya honorarium dan perjalanan

sawah baru ? dalam daerah kelokasi kegiatan pembukaan
lahan sawah baru.

Apakah unit organisasi | Kami melaksanakan kegiatan, khususnya

pelaksana kebijakan ini memiliki
SOP yang jelas, jika ada, apakah
setiap  pelaksana  kebijakan

pelaksanaan program perlindungan lahan
pertanian pangan berkelanjutan di Kabupaten
Kotawaringin Barat masih belum mempunyai
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dan
dengan

sudah memahami
melaksanakan sesuai
prosedur yang ada ?

SOP yang telah ditetapkan. Pelaksanaan
kegiatan hanya didasarkan kepada rambu-
rambu yang telah digariskan perundangan-
undangan baik undang-undang nomor 41
Tahun 2009 maupu Peraturan Pemerintah
Nomor 1 tahun 2011.

10

Apakah ada seksi khusus atau
bagian yang mengurusi
kebijakan program tersebut ?

Dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, kami di
Seksi Pengembangan Lahan dan Sumber
Daya Air Dinas Pertanian dan Peternakan
Kabupaten = Kotawaringin  Barat  selain
melaksanakan topuksi sebagaimana diatur
dalam tugas kami sehari-hari, kami juga
diamanahkan untuk membantu  dalam
mempersiapkan program perlindungangan
lahan pertanian pangan berkelanjutan ini,
sampai adanya pembagian tugas yang jelas
sebagaimana diamanatkan = oleh PERDA
Kabupaten Kotawaringin'® Barat tentang
Program Perlindungan Lahan Pertanian
Pangan  Berkelanjutan di Kabupaten
Kotawaringin Barat, yang sampai saat ini
masih dalam proses perundangannya.

11

Faktor apakah yang mendukung
implementasi kebijakan
pemerintah tentang penetapan
dan alih fungsi lahan pertanian
pangan berkelanjutan ?

Terdapatnya lahan yang masih cukup tersedia,
saya kira merupakan faktor pendukung dalam
implementasi kprogram perlindungan lahan
pertanian pangan berkelanjutan. Apalagi
dalam Peraturan Pemerintah  Republik
Indonesia Nomor 1 Tahun 2011, memberikan
kepastian berusaha tani kepada pelaku
pertanian untuk selalu berproduksi , dengan
cara memberikan kepastian hukum dan status
lahan yang mereka kelola. Dengan
demia=kian diharapkan minat petani untuk
berusaha tani semakin meningkat.

12

Faktor apakah yang
menghambat implementasi
kebijakan pemerintah tentang
penetapan dan alih fungsi lahan
pertanian pangan berkelanjutan ?

Dalam implementasi program perlindungan
lahan pertanian pangan berkelanjutan, melalui
peraturan pemerintah no 1 tahun 2011, Saya
berpendapat sampai saat ini masih belum
adanya Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten
Kotawaringin Barat. Dalam Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2009 tentang Perlindungan
Lahan Pertanian pangan Berkelanjutan
mengamanatkan pembuatan Perda.
Sebagaimana Peraturan Pemerintah yang
berkaitan dengan masalah ini, setiap
penetapan dan alih fungsi lahan dapat
ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan
Peraturan Kepala Daerah yang mengacu
kepada peraturan yang di atasnya. Dengan
demikian penetapan Standar Operasional
Pelaksanaan (SOP) dalam perlindungan lahan
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Informan Koordinator Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) Wilayah Kecamatan Arut
Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat.
Hasil
‘No | Pertanyaan Jawaban
1 | Apakah  pemerintah  sudah | Sudah pak, beberapa kali pertemuan melalui

memberikan informasi mengenai
Peraturan Pemerintah Nomor 1
Tahun 2011 tentang Penetapan
dan Alih Fungsi Lahan Pertanian
Pangan Berkelanjutan ? jika
sudah, jelaskan melalui apa
peraturan-peraturan tersebut
diberikan.

Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten
Kotawaringin  Barat telah  melakukan
sosialisasi Undang-undang NO 41 Tahun 2009
tentang Perlindungan lahan pertanian pangan
berkelanjutan dan Peraturan Pemerintah No 1
Tahun 20011 tentang Penetapan dan Alih
Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Apakah menurut Saudara ruang
lingkup Peraturan Pemerintah
tentang Penetapan Alih Fungsi
Lahan Pertanian Pangan
Berkelanjutan ?

Ruang lingkup peraturan pemerintah tentang
penetapan dan -alih fungsi lahan pertanian
apangan Dberkelanjutan, sudah mencakup
tentang bagaimana cara untuk menambah
lahan pertanian pangan berkelanjutan demi
terjaminnya kebutuhan pangan

Apakah perintah pelaksanaan
kebijakan sudah cukup jelas dan
tidak bertentangan ?

Perintah pelaksanaan kebijakan sudah cukup
jelas dan tidak bertentangan, namun yang
kami tunggu adalah tindak lanjut dan UU
tersebut, apakah berupa PERDA yang
ditindaklanjuti  oleh  Peraturan  Bupati
Kotawaringin Barat

Bagaimana koordinasi~ antar
dinas/instansi/lembaga = terkait
dengan Peraturan - Pemerintah
Tentang Penetapan dan Alih
Fungsi Lahan Pertanian Pangan
Berkelanjutan ?

Kami di tingkat kecamatan sudah melakukan
koordinasi dengan Bapak Camat Arut Selatan
serta unsur pimpinan kecamatan, serta aparat
desa dalam koordinasi tersebut membahas
bagaimana menekan laju pamanfaatan lahan
pertanian pangan agar terus meningkatkan
produksi dan produktivitasnya

Apakah dari segi kuantitas dan
kualitas, SDM pelaksana dari
kebijakan Peraturan Pemerintah
Tentang Penetapan dan Alih
Fungsi Lahan Pertanian Pangan
Berkelanjutan di  Kabupaten
Kotawaringin Barat, Provinsi
Kalimantan  Tengah  sudah
mencukupi ?

Ya pak, kami kira dari factor kuantitas
sudah cukup banyak, hanya saja kalau dari
segi  kualitas memang masth perlu
ditimgkatkan untuk mengawal lahan pertanian
pangan berkelanjutan.

Fasilitas apa saja yang telah

dibangun dalam rangka
mendukung program
perlindungan lahan pertanian

pangan berkelanjutan ?

Fasilitas yang dibangun adalah cetak sawah
baru, jalan usaha tani dan optimalisasi lahan
serta perbaikan saluran tersier, skunder dan
primer

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

Tuagas Akhir Program Maaister (TAPM) 104



UNIVERSITASSTERBAY A

7 | Bagaimana dukungan | Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin
Pemerintah Kabupaten | Barat, di Kecamatan Arut Selatan setiap
Kotawaringin Barat terhadap | tahunnya selalu membangun atau membuka
Kebijakan Peraturan Pemerintah | lahan persawahan baru dan memelihara
Tentang Penetapan dan Alih | perswahan yang lama dengan berbagai
Fungsi Lahan Pertanian Pangan | kegiatan, hanya saja kawasan tersebut belum
Berkelanjutan ? ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan

berkelanjutan dengan peraturan kepala
daerah, hal imi dikarenakan belum adanya
PERDA yang berkenaan dengan lahan
tersebut.

8 | Apakah ada insentif yang | Selama ini pemberia insentif setaiap ada
diberikan kepada petugas yang | kegiatan selalu diberikan kepada petugas
terlibat  dalam  pelaksanaan | kami yang berada diwilayah kegiatan
kegiatan pembukaan lahan | tersebut, apakah itu pembukaan lahan sawah
sawah baru ? baru ataupun kegiatan optimalisasi lahan

pangan lainnya

9 | Apakah unit organisasi | Belum ada pak, sampai saat ini SOP yang
pelaksana kebijakan ini memiliki | menagtur  perlindungan lahan pertanian
SOP yang jelas, jika ada, apakah | pangan berkelanjutan di  wilayah kami
setiap  pelaksana  kebijakan | memang belum ada, kami mengharapa dalam
sudah  memahami dan | waktu dekat hal ini segera diterbitkan,
melaksanakan sesuai dengan | sehingga kami dapat pedoman yang jelas di
prosedur yang ada ? lapangan.

10 | Apakah ada seksi khusus atau | Tingkat kecamatan, hanya dilakukan oleh
bagian yang mengurusi/| petugas lapangan yang tergabung di Balai
kebijakan program tersebut Pényuluh Perta nian untuk memberikan

penyuluhan kepada masyarakat.

11 | Faktor apakah yang mendukung | Salah satu yang sudah dilakukan oleh
implementasi kebijakan | pemerintah daerah dengan mencadangkan
pemerintah tentang penetapan | lahan pangan berkelanjutan, mencetak sawah
dan alih fungsic lahan pertanian | baru serta pemeliharaannya. Permintaan
pangan berkelanjutan ? pangan semakin tahun semakin meningkat

seiring dengan pertambahan jumlah penduduk

12 | Faktor apakah yang | Hingga saat ini menurut pendapat saya, hanya
menghambat implementasi | peraturan yang operasional yang belum ada,
kebijakan pemerintah tentang | seandainya ada PERDA vyang bisa

penetapan dan alih fungsi lahan
pertanian pangan berkelanjutan ?

diimplentasikan saya kira penetapan dan alih
fungsi lahan dapat dilakukan secara tertib.
Dengan demikian akan semakin terjaga
kawasan lahan pangan berkelanjutan
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Informan : Koordinator Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) Wilayah Kecamatan
Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat.
No Pertanyaan Jawaban
1 | Apakah  pemerintah  sudah | Sosialisasi sudah dilakukan baik oleh DPRD

memberikan informasi mengenai
Peraturan Pemerintah Nomor 1
Tahun 2011 tentang Penetapan
dan Alih Fungsi Lahan Pertanian
Pangan Berkelanjutan ? jika
sudah, jelaskan melalui apa
peraturan-peraturan tersebut
diberikan.

setiap kunjungan di lapangan maupun pihak
Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten
Kotawaringin Barat, mengenai peraturan
Undang-undang NO 41 Tahun 2009 tentang
Perlindungan  lahan  pertanian  pangan
berkelanjutan dan Peraturan Pemerintah No 1
Tahun 20011 tentang Penetapan dan Alih
Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

§9)

Apakah menurut Saudara ruang
lingkup Peraturan Pemerintah
tentang Penetapan Alih Fungsi
Lahan Pertanian Pangan
Berkelanjutan ?

Ruang lingkup peraturan ini adalah upaya
untuk mengatur ketersedian pangan berbasis
lahan yang “dapat dikelola secara
berfkelanjutan dan ramah lingkungan.

Apakah perintah pelaksanaan
kebijakan sudah cukup jelas dan
tidak bertentangan ?

Perintah_pelaksanaan kebijakan sudah cukup
jelas” dan” tidak bertentangan, namun yang
kami' tunggu adalah tindak lanjut dari UU
tersebut, apakah berupa PERDA yang
ditindaklanjuti  oleh  Peraturan  Bupati
Kotawaringin Barat

Bagaimana koordinasi© -antar
dinas/instansi/lembaga -~ terkait
dengan Peraturan _Pemerintah
Tentang Penetapan. dan Alih
Fungsi Lahan Pertanian Pangan
Berkelanjutan ?

Koordinasi ditingkat kecamatan sampai saat
ini sudah berjalan, namun hanya sebatas
himbauan kepada seluruh kepala desa dan
kelompok tani agar supaya melindungani
lahan pertanian pangannya, sehingga dapat
terjaga kebutuhan pangannya

Apakah dari segi kuantitas dan
kualitas, SDM pelaksana dari
kebijakan Peraturan Pemerintah
Tentang Penetapan dan Alih
Fungsi Lahan Pertanian Pangan
Berkelanjutan di  Kabupaten
Kotawaringin Barat, Provinsi
Kalimantan  Tengah  sudah
mencukupi ?

Sumber daya manusia yang ada di kecamatan
kami sudah cukup memadai pak.

Fasilitas apa saja yang telah
dibangun dalam rangka
mendukung program
perlindungan lahan pertanian

| pangan berkelanjutan ?

Banyak fasilitas yang dibangun PEMDA,
diantaranya cetak sawah baru, jalan usaha tani
dan optimalisasi lahan serta perbaikan saluran
tersier, skunder dan primer

dukungan
Kabupaten
terhadap

Bagaimana
Pemerintah
Kotawaringin Barat

Pemerintah daerah selalu mendukung, hal ini
dibuktikan dengan pembangunan pertanian
kami disini selalu dialokasikan dan terlibat
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Kebijakan Peraturan Pemerintah
Tentang Penetapan dan Alih
Fungsi Lahan Pertanian Pangan
Berkelanjutan ?

Apakah ada insentif yang
diberikan kepada petugas yang
terlibat dalam  pelaksanaan
kegiatan pembukaan lahan
sawah baru ?

Insentif yang diberikan sifatnya hanya kalau
ada kegiatan saja, sebagai contoh kalau ada
kegatan optimalisasi atau pembukaan lahan
sawah baru.

Apakah unit organisasi
pelaksana kebijakan ini memiliki
SOP yang jelas, jika ada, apakah
setiap  pelaksana  kebijakan
sudah  memahami dan
melaksanakan sesuai dengan
prosedur yang ada ?

Sepengetahuan saya belum ada SOP yang
jelas untuk kami laksanakan di lapangan,
mudahan secepatnya agar kami dapat
menjalankannya.

10

Apakah ada seksi khusus atau
bagian yang mengurusi
kebijakan program tersebut

Kalau di sini tidak ada (BPP) pak, tapi kalau
di Dinas mungkin ada

11

Faktor apakah yang mendukung
implementasi kebijakan
pemerintah tentang penetapan
dan alih fungsi lahan pertanian
pangan berkelanjutan ?

mendukung kebijakan
perlindungan . laha pertanian  pangan
berkelanjutan ~ ini  adalah  ketersedian
sumberdya 'manusia dan lahan yang cukup
tersedia, serta permintaan pangan yang cukup
besar.

Salah satu _yang

12

Faktor apakah yang
menghambat implementasi
kebijakan pemerintah ‘tentang
penetapan dan alih fungsi lahan
pertanian pangan berkelanjutan ?

Kejelasan tentang SOP yang harus kami
jalankan sampai saat ini belum ada pak,
schingga kami kesulitan untuk
menjalankannya.
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Informan : Koordinator Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) Wilayah Kecamatan
Pangkalan Lada Kabupaten Kotawaringin Barat.
No Pertanyaan Jawaban
1 | Apakah  pemerintah  sudah | Sudah pak, tinggal pelaksanaannya saja yang

memberikan informasi mengenai
Peraturan Pemerintah Nomor 1
Tahun 2011 tentang Penetapan
dan Alih Fungsi Lahan Pertanian
Pangan Berkelanjutan ? jika
sudah, jelaskan melalui apa
peraturan-peraturan tersebut
diberikan.

belum maksimal. Padahal perauran ini baik
(Peraturan Pemerintah No 1 Tahun 2011
tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan
Pertanian Pangan Berkelanjutan)

Apakah menurut Saudara ruang
lingkup Peraturan Pemerintah
tentang Penetapan Alih Fungsi
Lahan Pertanian Pangan
Berkelanjutan ?

Ruang lingkup peraturan. ini saya kira sudah
memuat tatacara pengelolaan lahan pertanian
pangan berkelanjutan.

Apakah perintah pelaksanaan
kebijakan sudah cukup jelas dan
tidak bertentangan ?

Sampai saat. ini sebenamya kami menunggu
pelaksanaan ditingkat daerah kami, apalagi
pak sekarang komoditi lain sudah memasuki
daerah ini

Bagaimana koordinasi antar
dinas/instansi/lembaga  terkait
dengan Peraturan Pemerintah
Tentang Penetapan dan “Alih
Fungsi Lahan Pertanian Pangan
Berkelanjutan ?

Beberapa kali dari pihak kecamatan dan desa
mengadakan pertemuan untuk membahas
maraknya alih fungsi lahan yang sudah ada
ini, sampai saat ini upaya tersebut masih terus
kami lakukan

Apakah dari segi kuantitas dan
kualitas, SDM. pelaksana dari
kebijakan Peraturan Pemerintah
Tentang Penetapan dan Alih
Fungsi Lahan Pertanian Pangan
Berkelanjutan di  Kabupaten
Kotawaringin Barat, Provinsi
Kalimantan  Tengah  sudah
mencukupi ?

Para penyuluh dilapangan sebenamya sudah
tersedia dan mau untuk mensosialisasikan
peraturan pemerintah tentang penetapan dan
alih  fungsi lahan pertanian pangan
berkelanjutan. Dari jumlah dan kualitas saya
kira sudah cukup baik.

Fasilitas apa saja yang telah
dibangun dalam rangka
mendukung program
perlindungan lahan pertanian
pangan berkelanjutan ?

Setiap tahunnya selalu ada fasilitas yang
dibangun oleh PEMDA diantaranya cetak
sawah baru, jalan usaha tani dan optimalisasi
lahan serta perbaikan saluran tersier, skunder
dan primer

Bagaimana dukungan
Pemerintah Kabupaten
Kotawaringin Barat terhadap
Kebijakan Peraturan Pemerintah

Tentang Penetapan dan Alih

Pihak kecamatan setiap tahunnya selalu
diberikan lokasi penambahan kegiatan,
terutama penambahan dan pemeliharaan lahan
sawah. Dengan demikian saya kira PEMDA
sangat mendukung dan memperhatikan
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Fungsi Lahan Pertanian Pangan
Berkelanjutan ?

ketersedian pangan didaerah ini.

Apakah ada insentif yang
diberikan kepada petugas yang
terlibat dalam  pelaksanaan
kegiatan pembukaan lahan
sawah baru ?

Insentif berupa honorarium untuk beberapa
kegiatan sudah sering dilakukan oleh dinas,
hanya saja masih bersifat isedentil setiap ada
kegiatan.

Apakah unit organisasi
pelaksana kebijakan ini memiliki
SOP yang jelas, jika ada, apakah
setiap  pelaksana  kebijakan
sudah  memahami dan
melaksanakan sesuai  dengan
prosedur yang ada ?

Belum ada Pak, SOP yang jelas masih kami
harapkan, di lapangan kami hanya
mengandalkan ketentuan-ketentuan yang ada
dalam  peraturan  pemerintah, semoga
peraturan daerahnya akan segera diterbitkan
sehingga kami dapat mempedomaninya.

10

Apakah ada seksi khusus atau
bagian yang mengurusi
kebijakan program tersebut

Kalau ditingkat kecamatan, tugas ini melekat
pada petugas yang membawahi wilayah
pembinaannya meliputi desa dan sekitarnya.

11

Faktor apakah yang mendukung
implementasi kebijakan
pemerintah tentang penetapan
dan alih fungsi lahan pertanian
pangan berkelanjutan ?

Banyak faktor ‘yang ‘mendukung dalam
implementasi kebijakan pemerintah, saya kira
adalah faktor ketersedian lahan yang masih
tersedia dan kebutuhan pangan yang semakin
meningkat.

12

Faktor apakah yang
menghambat implementasi
kebijakan pemerintah tentang
penetapan dan alih fungsi lahan
pertanian pangan berkelanjutan ?

Permasalahan yang mendasar adalah belum
adanya aturan yang jelas ditingkat lapangan
sechingga implementasinya masih menungggu
perintah, salah satunya belum adanya
PERDA yang mengatur tata kelola lahan
pertanian pangan berkelanjutan di sini.

Informan

Koordinator Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) Wilayah Kecamatan

Pangkalan Lada Kabupaten Kotawaringin Barat.

No

Pertanyaan

Jawaban

Apakah  pemerintah  sudah
memberikan informasi mengenai
Peraturan Pemerintah Nomor 1
Tahun 2011 tentang Penetapan
dan Alih Fungsi Lahan Pertanian
Pangan Berkelanjutan ? jika
sudah, jelaskan melalui apa
peraturan-peraturan tersebut
diberikan.

Dalam beberapa kali pertemuan melalui Dinas
Pertanian dan  Peternakan  Kabupaten
Kotawaringin  Barat telah  melakukan
sosialisasi Undang-undang NO 41 Tahun 2009
tentang Perlindungan lahan pertaman pangan
berkelanjutan dan Peraturan Pemerintah No 1
Tahun 20011 tentang Penetapan dan Alih
Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Apakah menurut Saudara ruang
lingkup Peraturan Pemerintah
tentang Penetapan Alih Fungsi

Sudah pak, peraturan ini sudah sangat
mengakomodatif segala permasalahan yang
ada dilapangan terutama tentang penetapan
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Lahan Pertanian Pangan | dan alih fungsi lahan pertanian apangan

Berkelanjutan ? berkelanjutan, sudah mencakup tentang
bagaimana cara untuk menambah lahan
pertanian  pangan  berkelanjutan  demi
terjaminnya kebutuhan pangan

Apakah perintah pelaksanaan | Sering pak, baik dari pihak kecamatan,

kebijakan sudah cukup jelas dan
tidak bertentangan ?

kabupaten dan dinas teknis  selalu
mensosialisasikan ~ peraturan  ini, cuma
kesulitan kami terhadap pelaksanaannya yang
belum optimal

Bagaimana koordinasi  antar
dinas/instansi/lembaga  terkait
dengan Peraturan Pemerintah
Tentang Penetapan dan Alih
Fungsi Lahan Pertanian Pangan
Berkelanjutan ?

Baik pak, kami juga sering melakukan
penjelasan pada saat pertemuan -pertemuan
setiap setengah bulan , maupun bulanan, kami
juga mengharap kepada setiap petugas lapang
untuk selalu menyampaikan kepada kelompok
tani dan masyarakat disekitar wilayah
binaannya.

Apakah dari segi kuantitas dan
kualitas, SDM pelaksana dari
kebijakan Peraturan Pemerintah
Tentang Penetapan dan Alih
Fungsi Lahan Pertanian Pangan
Berkelanjutan di  Kabupaten
Kotawaringin Barat, Provinsi
Kalimantan  Tengah  sudah
mencukupi ?

Kami dikecamatan Pangkalan Lada, petugas
yang ada cukup. memadai, kemi sudah
mewakili disetiap.desa pak. Saya kira untuk
kualitas SDM sudah cukup memadai.

Fasilitas apa saja yang telah
dibangun dalam rangka
mendukung program
perlindungan lahan: pertanian
pangan berkelanjutan ?

Fasilitas berupa percetakan sawah baru sudah
dibangun dibeberapa wilayah kami, dan
pemeriliharaan jarFasilitas yaningan jalan,
irigasi juga ada serta optimalisasi lahan
pertanian.

Bagaimana
Pemerintah Kabupaten
Kotawaringin . Barat terhadap
Kebijakan Peraturan Pemerintah
Tentang ' Penetapan dan Alih
Fungsi Lahan Pertanian Pangan
Berkelanjutan ?

dukungan

Pemerintah daerah terus membantu dengan
cara memberikan peran kepada masyarakat
untuk  selalu berusaha tani  dengan
menyiapkan infrastruktur lahan pertanian
pangan berkelanjutan.

Apakah ada insentif yang
diberikan kepada petugas yang

Ada pak, inesntif yang diberikan berupa
honorarium setiap ada kegiatan

terlibat dalam  pelaksanaan

kegiatan pembukaan lahan

sawah baru ?

Apakah unit organisasi | Standar operational kegiatan berkenaan

pelaksana kebijakan ini memiliki
SOP yang jelas, jika ada, apakah

setiap  pelaksana  kebijakan
sudah  memahami dan
melaksanakan sesuai dengan

prosedur yang ada ?

dengan perlindungan lahan pertanian pangan
berkelanjutan belum ada .
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10

Apakah ada seksi khusus atau
bagian yang mengurusi
kebijakan program tersebut

Belum ada seksi khusus pak, Cuma ada
kelompok fungsional petugas lapangan saja

11

Faktor apakah yang mendukung
implementasi kebijakan
pemerintah tentang penetapan
dan alih fungsi lahan pertanian
pangan berkelanjutan ?

Masyarakat sangat mendukung dengan
adanya kebijakan pemerintah ini, dengan
demikian mereka dapat kepastian hukum
untuk berusaha tani dan  dapat
membudidayakan lahan mereka tanpa
gangguan dari pihak lain

12

Faktor apakah yang
menghambat implementasi
kebijakan pemerintah tentang
penetapan dan alih fungsi lahan
pertanian pangan berkelanjutan ?

Hambatan yang kami rasakan saat ini
hanyalah pada implementasi kebijakan yang
belum memiliki payung hukum di daerah
kami.

Informan

Koordinator Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) Wilayah Kecamatan

Pangkalan Banteng Kabupaten Kotawaringin Barat.

No

Pertanyaan

~ Jawaban

Apakah  pemerintah  sudah
memberikan informasi mengenai
Peraturan Pemerintah Nomor 1
Tahun 2011 tentang Penetapan
dan Alih Fungsi Lahan Pertanian
Pangan Berkelanjutan~? " jika
sudah, jelaskan melalul apa
peraturan-peraturan tersebut
diberikan.

Beberapa kali Distanak Ktw.  Barat
memberikan informasi mengenai Peraturan
Pemerintah No 1 Tahun 20011 tentang
Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian
Pangan Berkelanjutan, Cuma masyarakat sini
kesadarannya masih kurang tentang betapa
pentingnya penyiapan lahan pangan

Apakah menurut Saudara ruang
lingkup Peraturan Pemerintah
tentang. Penetapan Alih Fungsi
Lahan Pertanian Pangan
Berkelanjutan ?

Dalam Peraturan Pemerintah Daerah yang
kami ketahui sudah cukup jelas dan tinggal
implementasinya saja.

Apakah perintah pelaksanaan
kebijakan sudah cukup jelas dan
tidak bertentangan ?

Jelas pak, kami hanya menunggu peraturan
daerah dan penegakannya saja

Bagaimana koordinasi antar
dinas/instansi/lembaga  terkait
dengan Peraturan Pemerintah
Tentang Penetapan dan Alih
Fungsi Lahan Pertanian Pangan
Berkelanjutan ?

Sudah beberapa kali kami lakukan dalam
rangka mengsosialisasikan tentang peraturan
pemerintah untuk penetapan dan alih fungsi
lahan pertanian pangan berkelanjutan

Apakah dan segi kuantitas dan
kualitas, SDM pelaksana dari
kebijakan Peraturan Pemerintah
Tentang Penetapan dan Alih

Dari segi kuantitas saya kira sudah cukup
memadai, hanya saja dalam kualitas
memamng masih perlu ditingkatkan untuk
mengawal lahan pertanian pangan
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Fungsi Lahan Pertanian Pangan

Berkelanjutan di  Kabupaten
Kotawaringin Barat, Provinsi
Kalimantan  Tengah  sudah

mencukupi ?

berkelanjutan.

Fasilitas apa saja yang telah
dibangun dalam rangka
mendukung program
perlindungan lahan pertanian
pangan berkelanjutan ?

Melalui APBD dan APBN setiap tahunnya
selalu dianggarkan pembangunan cetak sawah
baru, jalan usaha tani dan optimalisasi lahan
serta perbaikan saluran tersier, skunder dan
primer

Bagaimana
Pemerintah Kabupaten
Kotawaringin Barat terhadap
Kebijakan Peraturan Pemerintah
Tentang Penetapan dan Alih
Fungsi Lahan Pertanian Pangan
Berkelanjutan ?

dukungan

Pemerintah daerah selalu memperhatikan
terhadap ketersediaan pangan, hal ini dapat
dilihat dari upaya untuk selalu menambah
luas baku lahan pertanian pangan
berkelanjutan dengan mencetak sawah baru.

Apakah ada insentif yang
diberikan kepada petugas yang
terlibat dalam  pelaksanaan
kegiatan pembukaan lahan
sawah baru ?

Insentif yang diberikan’ oleh pemerintah
daerah kepada petugas lapang memang ada
dalam bentuk. honorarium, namun bukan
hanya untuk pembukaan lahan saja termasuk
budidaya tanaman pangan dalam bentuk
honor bulanan

Apakah unit organisasi
pelaksana kebijakan ini memiliki
SOP yang jelas, jika ada, apakah
setiap  pelaksana  kebijakan
sudah  memahami dan
melaksanakan sesuai ~dengan
prosedur yang ada ?

Belum ada ada pak, selama ini kami
laksanakan di lapangan hanya berpedoman
pada ketentuan-ketentuan yang ada dalam
peraturan pemerintah, katanya dalam waktu
dekat ini akan ada peraturan dan ketentuan
baru dari PEMDA sini.

10

Apakah ada seksi-khusus atau
bagian yang mengurusi
kebijakan program tersebut

Dalam pelaksanaan di lapangan kami dibantu
oleh petugas lapangan yang ada dimasing-
masing desa serta aparat desa juga sering
membantu.

11

Faktor apakah yang mendukung
implementasi kebijakan
pemerintah tentang penetapan
dan alih fungsi lahan pertanian
pangan berkelanjutan ?

Sebenamya banyak Faktor yang mendukung
dalam implementasi kebijakan pemerintah,
ketersediaan lahan dan kebutuhan pangan
yang terus meningkat.

12

Faktor apakah yang
menghambat implementasi
kebijakan pemerintah tentang
penetapan dan alih fungsi lahan
pertanian pangan berkelanjutan ?

Dalam implementasinya memang harus ada
payung hukum kami, agar nantinya dalam
penegakan peraturan pemerintah baik berupa
PERDA perlindungan lahan pertaman pangan
berkelanjutan akan mendukung ketersediaan
pangan.
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Informan : Koordinator Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) Wilayah Kecamatan Arut
Utara Kabupaten Kotawaringin Barat.
"No Pertanyaan Jawaban
1 | Apakah  pemerintah  sudah | Pernah pak, mengenai Undang-undang NO 41]

memberikan informasi mengenai
Peraturan Pemerintah Nomor 1
Tahun 2011 tentang Penetapan
dan Alih Fungsi Lahan Pertanian
Pangan Berkelanjutan ? jika
sudah, jelaskan melalui apa
peraturan-peraturan tersebut
diberikan.

Tahun 2009 tentang Perlindungan lahan
pertanian pangan berkelanjutan dan Peraturan
Pemerintah No 1 Tahun 20011 tentang
Penetapan dan Alilh Fungsi Lahan Pertanian
Pangan Berkelanjutan, cuma belum ada
tindak lanjut di lapangan

Apakah menurut Saudara ruang
lingkup Peraturan Pemerintah
tentang Penetapan Alih Fungsi
Lahan Pertanian Pangan
Berkelanjutan ?

Saya kira  peraturan’ pemerintah tentang
penetapan dan alih fungsi lahan pertanian
pangan berkelanjutan, peraturan ini sudah
mencakup tentang ~bagaimana cara untuk
menambah . lahan  pertanian  pangan
berkelanjutan demi terjaminnya kebutuhan
pangan

Apakah perintah pelaksanaan
kebijakan sudah cukup jelas dan
tidak bertentangan ?

Secara aturan kami sudah cukup memahami
tentang alih fungsi dan penetapan lahan
pertanian pangan berkelanjutan, tapi saya
pikir lebih baik lagi kalau ada aturan yang
langsung diterapkan di tempat kami pak, biar
lebih mudah

Bagaimana koordinasi  antar
dinas/instansi/lembaga.. terkait
dengan Peraturan Pemerintah
Tentang Penetapan dan Alih
Fungsi Lahan Pertanian Pangan
Berkelanjutan ?

Pak camat sangat konsen pak terhadap
perlindungan  lahan  pertanian  pangan
berkelanjutan ini, dalam setiap pertemuan
bersama unsur kecamatan selalu
mengingatkan betapa pentingnya penyedian
pangan bagi masyarakat

Apakah dari segi kuantitas dan
kualitas, SDM pelaksana dan
kebijakan Peraturan Pemerintah
Tentang Penetapan dan Alih
Fungsi Lahan Pertanian Pangan
Berkelanjutan di  Kabupaten
Kotawaringin Barat, Provinsi
Kalimantan  Tengah  sudah
mencukupi ?

Petugas kami masih belum cukup untuk setiap
desa, namun kami berusaha untuk membagi
petugas lapangan untuk membawahi beberapa
desa dalam rangka memberikan pelayanan
kepada masyarakat.

Fasilitas apa saja yang telah
dibangun dalam rangka
mendukung program
perlindungan lahan pertanian
pangan berkelanjutan ?

Melalui APBD mapun APBN fasilitas yang
dibangun adalah cetak sawah baru, jalan
usaha tani dan optimalisasi lahan serta
perbaikan saluran tersier, skunder dan primer

Bagaimana dukungan

PEMDA selalu konsisten untuk selalu
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Pemerintah Kabupaten
Kotawaringin Barat terhadap
Kebijakan Peraturan Pemerintah
Tentang Penetapan dan Alih
Fungsi Lahan Pertanian Pangan
Berkelanjutan ?

memajukan sektor pertanian pangan dalam
arti luas, hal ini dikerenakan pertanian pangan
merupakan sektor yang sangat penting untuk
mencukupi kebutuhan warga

Apakah ada insentif yang
diberikan kepada petugas yang
terlibat dalam  pelaksanaan
kegiatan pembukaan lahan
sawah baru ?

Insentif yang diberikan oleh pemerintah
daerah kepada petugas lapang memang ada,
namun secara khusus belum ada.

Apakah unit organisasi
pelaksana kebijakan ini memiliki
SOP yang jelas, jika ada, apakah
setiap  pelaksana  kebijakan
sudah  memahami dan
melaksanakan sesuai dengan
prosedur yang ada ?

Belum ada ada pak SOP yang jelas untuk
kami laksanakan di lapangan, kami hanya
mengandalkan ketentuan-ketentuan yang ada
dalam  peraturan  pemerintah, semoga
peraturan daerahnya akan segera diterbitkan
sehingga kami dapat mempedomaninya

10

Apakah ada seksi khusus atau
bagian yang mengurusi
kebijakan program tersebut

Belum ada yang secara khusus, kalau
ditingkat kecamatan bagian yang menangani
adalah petugas lapangan yang tergabung
dalam jabatan fungsional

Faktor apakah yang mendukung
implementasi kebijakan
pemerintah tentang penetapan
dan alih fungsi lahan pertanian
pangan berkelanjutan ?

Banyak -hal yang mendukung diantaranya
ketersedian potensi lahan dalam implementasi
kebijakan pemerintah dan kebutuhan pangan
yang semakin meningkat

12

Faktor apakah yang
menghambat implementasi
kebijakan pemerintah ~ tentang
penetapan dan alih-fungsi lahan
pertanian pangan berkelanjutan ?

Saya rasa yang menghambat dalam
implementasinya adalah belum adanya
payung hukum didaerah, semisal PERDA,
dengan adanya peraturan tersebut diyakini
akan segera dapat diimplementasikan
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Informan : Koordinator Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) Wilayah Kecamatan
Kotawaringin Lama Kabupaten Kotawaringin Barat.
No Pertanyaan Jawaban
1 | Apakah  pemerintah  sudah | Informasi yang diberikan oleh Dinas
memberikan informasi mengenai | Pertanian dan  Peternakan  Kabupaten
Peraturan Pemerintah Nomor 1 | Kotawaringin  Barat  telah  melakukan

Tahun 2011 tentang Penetapan
dan Alih Fungsi Lahan Pertanian
Pangan Berkelanjutan ? jika
sudah, jelaskan melalui apa
peraturan-peraturan tersebut
diberikan.

sosialisasi Undang-undang NO 41 Tahun 2009
tentang Perlindungan lahan pertanian pangan
berkelanjutan dan Peraturan Pemerintah No 1
Tahun 20011 tentang Penetapan dan Alih
Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
melalaui beberapa kali pertemuan rutin di
BPP

Apakah menurut Saudara ruang
lingkup Peraturan Pemerintah
tentang Penetapan Alih Fungsi
Lahan Pertanian Pangan
Berkelanjutan ?

Sepengetahuan kami, /peraturan ini sudah
mengatur tentang ‘tata cara penetapan lahan
pangan berkelanjutan dan tata cara alih fungsi
lahan dalam rangka menjamin ketersedian
lahan pangan berkelanjutan.

Apakah perintah pelaksanaan
kebijakan sudah cukup jelas dan
tidak bertentangan ?

Secara nyata kami belum ada perintah untuk
melaksanakan peraturan ini, hanya saja kami
selalu. menjelaskan setiap ada kesempatan
pertemuan, baik yang bulanan maupun
pertemuan lainnya

Bagaimana koordinasi antar
dinas/instansi/lembaga -« terkait
dengan Peraturan Pemerintah
Tentang Penetapan - dan = Alih
Fungsi Lahan Pertanian Pangan
Berkelanjutan ?

Beberapa lokasi lain seperti pada kunjungan
di desa-desa, dan bahkan beberapa pada acara
lomba desa jugua disosialisasikan kepada
masyarakat dan unsur aparat desa.

Apakah dari ‘segi kuantitas dan
kualitas, SDM pelaksana dan
kebijakan . Peraturan Pemerintah
Tentang = Penetapan dan Alih
Fungsi Lahan Pertanian Pangan
Berkelanjutan di  Kabupaten
Kotawaringin Barat, Provinsi
Kalimantan  Tengah  sudah
mencukupi ?

Petugas kami sudah hampir membina di
setiap desa dan kelurahan, sehingga
pelayanan kepada masyarakat cukup memadai
dan dari segi kualitas rata-rata berpendidikan
sarjana (S-1).

Fasilitas apa saja yang telah
dibangun dalam rangka
mendukung program
perlindungan lahan pertanian
pangan berkelanjutan ?

Fasilitas yang dibangun adalah cetak sawah
baru, jalan usaha tani dan optimalisasi lahan
serta perbaikan saluran tersier, skunder dan
primer

Bagaimana
Pemerintah Kabupaten
Kotawaringin Barat terhadap
Kebijakan Peraturan Pemerintah

dukungan

Sampai saat ini yang kami ketahui pemerintah
daerah sudah cukup memperhatikan terhadap
kegiatan pengembangan pertanian khususnya
pangan, hal ini dibuktikan hampir setiap tahun
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Tentang Penetapan dan Alih
Fungsi Lahan Pertanian Pangan
Berkelanjutan ?

ada pembukaan lahan sawah baru dan selalu
ada kegiatan mengoptimalkan sawah yang
ada.

Apakah ada insentif yang
diberikan kepada petugas yang
terlibat dalam  pelaksanaan
kegiatan pembukaan lahan
sawah baru ?

Insentif secara khusus yang diberikan oleh
pemerintah daerah kepada petugas lapang
memang belum ada, namun insentif lainnya
yang berhubungan dengan beberapa kegiatan
sudah ada.

Apakah unit organisasi
pelaksana kebijakan ini memiliki
SOP yang jelas, jika ada, apakah
setiap  pelaksana  kebijakan
sudah  memahami dan
melaksanakan sesuai dengan
prosedur yang ada ?

Belum ada pak, berkenaan dengan penetapan
dan alih fungsi lahan pertanian pangan
berkelanjutan, kami masih belum menerima
dan sampai saat ini kami hanya
menyampaikan sesuai dengan PP no 1 tahun
2011

10

Apakah ada seksi khusus atau
bagian yang mengurusi
kebijakan program tersebut

Kami ditingkat kecamatan yang menangani
masalah lahan secara (fungsional ada pada
penyuluh lapangan, inipun hanya sebatas
saran untuk masukan kepada petani.

11

Faktor apakah yang mendukung
implementasi kebijakan
pemerintah tentang penetapan
dan alih fungsi lahan pertanian
pangan berkelanjutan ?

Yang mendukung kami disini adalah factor
ketersedian lahan dan kebutuhan pangan yang
setiap tahunnya semakin meningkat seiring
meningkatnya pertumbuhan penduduk

12

Faktor apakah yang
menghambat implementasi
kebijakan pemerintah tentang
penetapan dan alih fungsi lahan
pertanian pangan berkelanjutan ?

Faktor penghambat selama ini yang kami
rasakan  adalah  penegakan  kebijakan
pemerintah sesuai dengan peraturan dan
perundang-undangan yang berlaku.
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LAMPIRAN 4. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR
41 TAHUN 2009

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 41 TAHUN 2009
TENTANG
PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK/ INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa lahan pertanian pangan merupakan bagian dari bumi sebagai
karunia Tuhan Yang-Maha Esa yang dikuasai oleh negara dan
dipergunakan untuk = sebesarbesar kemakmuran dan kesejahteraan
rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. bahwa Indonesia sebagai negara agraris perlu menjamin penyediaan
lahan pertanian pangan secara berkelanjutan sebagai sumber pekerjaan
dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan dengan
mengedepankan  prinsip  kebersamaan, efisiensi  berkeadilan,
berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian, serta dengan

menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional;

c. bahwa negara menjamin hak atas pangan sebagai hak asasi setiap warga
negara sehingga negara berkewajiban menjamin kemandirian,

ketahanan, dan kedaulatan pangan;

d. bahwa makin meningkatnya pertambahan penduduk serta
perkembangan ekonomi dan industri mengakibatkan terjadinya
degradasi, alih fungsi, dan fragmentasi lahan pertanian pangan telah
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mengancam daya dukung wilayah secara nasional dalam menjaga

kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan;

e. bahwa sesuai dengan pembaruan agraria yang berkenaan dengan
penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan
pemanfaatan sumber daya agraria perlu perlindungan lahan pertanian

pangan secara berkelanjutan;

f.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf
a, huruf b, huruf ¢, huruf d, dan huruf e perlu membentuk Undang-
Undang tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
Mengingat : 1. Pasal 20, Pasal 21, Pasal 27 ayat (2), Pasal 28A, Pasal
28C, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang
Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2043); 3. Undang-Undang Nomor 26
Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4725);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERLINDUNGAN LAHAN
PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
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Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Lahan adalah bagian daratan dari permukaan bumi sebagai suatu lingkungan fisik
yang meliputi tanah beserta segenap faktor yang mempengaruhi penggunaannya
seperti iklim, relief, aspek geologi, dan hidrologi yang terbentuk secara alami

maupun akibat pengaruh manusia.
2. Lahan Pertanian adalah bidang lahan yang digunakan untuk usaha pertanian.

3. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah bidang lahan pertanian yang
ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan

pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.

4. Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah lahan potensial yang
dilindungi pemanfaatannya agar kesesuaian dan ketersediaannya tetap terkendali
untuk dimanfaatkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada masa yang

akan datang.

5. Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah sistem dan proses dalam
merencanakan dan menetapkan, mengembangkan, memanfaatkan dan membina,
mengendalikan, dan mengawasi lahan pertanian pangan dan kawasannya secara

berkelanjutan.

6. Kawasan Perdesaan adalah™ wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian
termasuk pengelolaan _sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai
tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan

kegiatan ekonomi.

7. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah wilayah budi daya pertanian
terutama pada wilayah perdesaan yang memiliki hamparan Lahan PertanianPangan
Berkelanjutan dan/atau hamparan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan
serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian,

ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.

8. Pertanian Pangan adalah usaha manusia untuk mengelola lahan dan agroekosistem
dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk mencapai

kedaulatan dan ketahanan pangan serta kesejahteraan rakyat.
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Kemandirian Pangan adalah kemampuan produksi pangan dalam negeri yang
didukung kelembagaan ketahanan pangan yang mampu menjamin pemenuhan
kebutuhan pangan yang cukup ditingkat rumah tangga, baik dalam jumlah, mutu,
keamanan, maupun harga yang terjangkau, yang didukung oleh sumber-sumber

pangan yang beragam sesuai dengan keragaman lokal.

Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang
tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya,aman,

merata, dan terjangkau.

Kedaulatan Pangan adalah hak negara dan bangsa yang secara mandiri dapat
menentukan kebijakan pangannya, yang menjamin hak atas pangan bagi rakyatnya,
serta memberikan hak bagi masyarakatnya untuk menentukan- sistem pertanian

pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal.

Petani Pangan, yang selanjutnya disebut Petani, adalah setiap warga negara Indonesia
beserta keluarganya yang mengusahakan Lahan untuk komoditas pangan pokok di

Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Pangan Pokok adalah segala sesuatu-yang berasal dari sumber hayati, baik nabati
maupun hewani, yang diperuntukkan sebagal makanan utama bagi konsumsi

manusia.

Setiap Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, atau korporasi, baik yang

berbentuk badan-hukum maupun bukan badan hukum.

Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah perubahan fungsi Lahan
Pertamian_-Pangan Berkelanjutan menjadi bukan Lahan Pertanian Pangan

Berkelanjutan baik secara tetap maupun sementara.
Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
Irigasi adalah usaha penyediaan dan pengaturan air untuk menunjang pertanian.

Pemerintah Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden
Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik
Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945.
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Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah

sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
Menteri adalah Menteri yang membidangi urusan pertanian.

Pusat Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah pusat yang
menyelenggarakan sistem informasi serta administrasi Lahan Pertanian Pangan
Berkelanjutan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada lembaga

pemerintah yang berwenang di bidang pertanahan.

Tanah Telantar adalah tanah yang sudah diberikan hak oleh negara berupa hak milik,
hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak pengelolaan, atau dasar
penguasaan atas tanah yang tidak diusahakan, tidak dipergunakan, atau tidak
dimanfaatkan sesuai dengan keadaannya atau sifat dan tujuan-pemberian hak atau

dasar penguasaannya.

Bank Bagi Petani adalah badan usaha yang sekurangkurangnya berbentuk lembaga
keuangan mikro dengan sumber pembiayaan 'yang diprioritaskan berupa dana
Pemerintah dan pemerintah daerah sebagai stimulan, dana tanggung jawab sosial dan
lingkungan badan usaha, serta danma masyarakat dalam rangka meningkatkan

permodalan bank untuk kesejahteraan petani.
BAB II
ASAS, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan diselenggarakan berdasarkan asas:

a. manfaat;

b. keberlanjutan dan konsisten;

c. keterpaduan ;

d. keterbukaan dan akuntabilitas;

e. kebersamaan dan gotong-royong;

f. partisipatif;
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g. keadilan;
h. keserasian, keselarasan, dan keseimbangan;
1. kelestarian lingkungan dan kearifan lokal;
jJ. desentralisasi;
k. tanggung jawab negara;
|. keragaman, dan
m. sosial dan budaya.
Pasal 3

Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan diselenggarakan dengan tujuan:

[y

. melindungi kawasan dan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan;

=3

menjamin tersedianya lahan pertanian pangan secara berkelanjutan;

o

mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan;

(o

. melindungi kepemilikan lahan pertanian pangan milik petani;

o

meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan petani dan masyarakat;

jaar)

meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan petani;

g. meningkatkan penyediaan lapangan kerja bagi kehidupan yang layak;

=

. mempertahankan keseimbangan ekologis; dan
1. mewujudkan revitalisasi pertanian.
Pasal 4
Ruang lingkup Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan meliputi:
a. perencanaan dan penetapan;
b. pengembangan;

c. penelitian;
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d. pemanfaatan;
€. pembinaan;
f. pengendalian;
g. pengawasan;
h. sistem informasi;
1. perlindungan dan pemberdayaan petani;
J. pembiayaan; dan
k peran serta masyarakat.
Pasal 5

Lahan Pertanian Pangan yang ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

dapat berupa:
a. lahan beririgasi;
b. lahan reklamasi rawa pasang surut-dan nonpasang
surut (lebak); dan/atau
c. lahan tidak beririgasi.
BAB III
PERENCANAAN DAN PENETAPAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 6

Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan terhadap Lahan Pertanian

Pangan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang berada di
dalam atau di luar kawasan pertanian pangan.

Pasal 7
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(1) Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada Kawasan Pertanian Pangan
Berkelanjutan atau di luar Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan berada pada

Kawasan Perdesaan dan/atau pada kawasan perkotaan di wilayah kabupaten/kota.

(2) Wilayah kegiatan selain kegiatan pertanian pangan berkelanjutan di dalam kawasan
pertanian pangan ditetapkan dengan memperhitungkan luas kawasan dan jumlah
penduduk.

Pasal 8

Dalam hal di wilayah kota terdapat lahan pertanian pangan, lahan tersebut dapat

ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan untuk dilindungi.
Bagian Kedua
Perencanaan
Pasal 9

(1) Perlindungan Lahan Pertanian Pangan. Berkelanjutan dilakukan berdasarkan

perencanaan Lahan Pertanian Pangan-Berkelanjutan.

(2) Perencanaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan pada:
a. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
b. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan
¢. Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

(3) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada:
a. pertumbuhan penduduk dan kebutuhan konsumsi pangan penduduk;
b. pertumbuhan produktivitas;
¢. kebutuhan pangan nasional;
d. kebutuhan dan ketersediaan lahan pertanian pangan;
e. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan

f. musyawarah petani.
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(4) Perencanaan kebutuhan dan ketersediaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
huruf d, dilakukan terhadap lahan pertanian pangan yang sudah ada danlahan

cadangan.

(5) Lahan pertanian pangan yang sudah ada dan lahan cadangan sebagaimana dimaksud

pada ayat (4) didasarkan atas Kriteria:
a. kesesuaian lahan;
b. ketersediaan infrastruktur;
c. penggunaan lahan;
d. potensi teknis lahan; dan/atau
e. luasan kesatuan hamparan lahan.
Pasal 10

(1) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dijadikan dasar untuk menyusun
prediksi jumlah produksi, luas baku lahan, dan sebaran lokasi Lahan Pertanian

Pangan Berkelanjutan serta kegiatan yang menunjang.

(2) Perencanaan jumlah produksi merupakan perencanaan besarnya produksi berbagai
jenis Pangan Pokok pada ‘periode waktu tertentu di tingkat nasional, provinsi, dan

kabupaten/kota.

(3) Perencanaan luas “dan sebaran lokasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
merupakan perencanaan mengenai luas lahan cadangan, luas lahan yang ada, dan
intensitas pertanaman pertanian pangan di tingkat nasional, provinsi, dan

kabupaten/kota.
Pasal 11

(1) Perencanaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan disusun baik di tingkat asional,

provinsi, maupun kabupaten/kota.
(2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. perencanaan jangka panjang;

b. perencanaan jangka menengah; dan
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¢. perencanaan tahunan.

Pasal 12

(1) Perencanaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan nasional menjadi acuan

perencanaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan provinsi dan kabupaten/kota.

(2) Perencanaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan provinsi menjadi acuan

perencanaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan kabupaten/kota.
Pasal 13

(1) Perencanaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan jangka panjang dan jangka
menengah memuat analisis dan prediksi, sasaran, serta penyiapan luas lahan

cadangan dan luas lahan baku.

(2) Perencanaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan tahunan memuat sasaran

produksi, luas tanam dan sebaran, serta kebijakan dan pembiayaan.
Pasal 14

(1) Perencanaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan diawali dengan penyusunan
usulan perencanaan oleh Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah

daerah kabupaten/kota.

(2) Perencanaan usulan Perencanaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan

berdasarkan:
a. inventarisasi .
b. identifikasi; dan
c. penelitian.
Pasal 15

(1) Usulan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) disebarkan

kepada masyarakat untuk mendapatkan tanggapan dan saran perbaikan.
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(2) Tanggapan dan saran perbaikan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

menjadi pertimbangan perencanaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

(3) Usulan perencanaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dapat diajukan oleh
masyarakat untuk dimusyawarahkan dan dipertimbangkan bersama pemerintah desa,

kecamatan, dan kabupaten/kota.
Pasal 16

(1) Inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a merupakan
pendataan penguasaan, pemilikan, penggunaan, pemanfaatan, atau pengelolaan hak

atas tanah pertanian pangan.

(2) Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengedepankan

prinsip partisipatif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Bagian Ketiga
Penetapan
Pasal 17

Penetapan Rencana Perlindungan I .ahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dimuat dalam
Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka
Menengah (RPJM), dan Rencana Tahunan baik nasional melalui Rencana Kerja

Pemerintah (RKP), provinsi, maupun kabupaten/kota.

Pasal 18
Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan dengan penetapan:
a. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan;

b. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di dalam dan di luar Kawasan Pertanian

Pangan Berkelanjutan; dan

¢. Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di dalam dan di luar Kawasan

Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Pasal 19
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(1) Penetapan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 18 huruf a merupakan bagian dari penetapan rencana tata ruang Kawasan
Perdesaan di wilayah kabupaten dalam rencana tata ruang kabupaten sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Penetapan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) menjadi dasar peraturan zonasi.
Pasal 20

(1) Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
18 huruf b merupakan bagian dari penetapan dalam bentuk rencana rinci tata ruang

wilayah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

(2) Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) menjadi dasar bagi penyusunan peraturan zonasi
Pasal 21

Penetapan Lahan Cadangan Pertanian Pangan. Berkelanjutan sebagaimana dimaksud
dalamm Pasal 18 huruf ¢ merupakan bagian-dari penetapan dalam bentuk rencana rinci tata

ruang wilayah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 22

(1) Rencana Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan nasional yang sudah
ditetapkan menjadi acuan penyusunan perencanaan Perlindungan Lahan Pertanian

Pangan Berkelanjutan provinsi dan kabupaten/kota.

(2) Rencana Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan provinsi yang sudah
ditetapkan menjadi acuan penyusunan perencanaan Perlindungan Lahan Pertanian

Pangan Berkelanjutan kabupaten/kota.
Pasal 23

(1) Penetapan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan Nasional diatur dalam Peraturan

Pemerintah mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.

(2) Penetapan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan provinsi diatur dalam Peraturan

Daerah mengenai rencana tata ruang wilayah provinsi.
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(3) Penetapan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan kabupaten/kota diatur dalam

Peraturan Daerah mengenai rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota.

(4) Penetapan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3)

dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 24

(1) Dalam hal suatu Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan tertentu memerlukan
perlindungan khusus, kawasan tersebut dapat ditetapkan sebagai kawasan strategis

nastonal.

(2) Perlindungan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan

mempertimbangkan:
a. luas kawasan pertanian pangan;

b. produktivitas kawasan pertanian pangan;

o

potensi teknis lahan;

d. keandalan infrastruktur; dan

o

. ketersediaan sarana dan prasarana pertanian.
Pasal 25

(1) Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada wilayah kota sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 8 ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

(2) Penetapan I.ahan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada wilayah kota sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar peraturan zonasi untuk pengendalian

pemanfaatan ruang wilayah kota.
Pasal 26

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara, persyaratan, dan kriteria penetapan
Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

17 sampai dengan Pasal 25 diatur dalam Peraturan Pemerintah.
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BAB IV
PENGEMBANGAN
Pasal 27

(1) Pengembangan terhadap Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan

Pertanian Pangan Berkelanjutan meliputi intensifikasi dan ekstensifikasi lahan.

(2) Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Pemerintah,
pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupater/kota, masyarakat

dar/atau korporasi yang kegiatan pokoknya di bidang agribisnis tanaman pangan.

(3) Korporasi yang dimaksud pada ayat (2) dapat berbentuk koperasi dan/atau
perusahaan inti plasma dengan mayoritas sahamnya dikuasai-oleh warga negara

Indonesia.

(4) Dalam hal pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah,
pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota melakukan

inventarisasi dan identifikasi.
Pasal 28

Intensifikasi Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Pertanian Pangan

Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dilakukan dengan:

=¥

. peningkatan kesuburan tanah;

=2

. peningkatan kualitas benih/bibit;

o

. pendiversifikasian tanaman pangan;

d. pencegahan dan penanggulangan hama tanaman;

o

. pengembangan irigasi,

]

pemanfaatan teknologi pertanian;

g. pengembangan inovasi pertanian;

=

. penyuluhan pertanian; dan/atau

i. jaminan akses permodalan.
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Pasal 29

(1) Ekstensifikasi Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Pertanian Pangan

Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dilakukan dengan:
a. pencetakan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;

b. penetapan lahan pertanian pangan menjadi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;

dan/atau

c. pengalihan fungsi lahan nonpertanian pangan menjadi Lahan Pertanian Pangan

Berkelanjutan.

(2) Ekstensifikasi Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Pertanian Pangan
Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat. (1) .-dilakukan melalui

pengembangan usaha agribisnis tanaman pangan.

(3) Pengalihan fungsi lahan nonpertanian pangan menjadi Lahan Pertanian Pangan
Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terutama dilakukan
terhadap Tanah Telantar dan tanah bekas kawasan hutan yang belum diberikan hak

atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Tanah Telantar dapat dialihfungsikan menjadi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila:

a. tanah tersebut telah diberikan hak atas tanahnya, tetapi sebagian atau seluruhnya
tidak diusahakan, tidak dipergunakan, dan tidak dimanfaatkan sesuai dengan sifat

dan tujuan pemberian hak; atau

b. tanah tersebut selama 3 (tiga) tahun atau lebih tidak dimanfaatkan sejak tanggal

pemberian hak diterbitkan.

(5) Tanah bekas kawasan hutan dapat dialihfungsikan menjadi Lahan Pertanian Pangan

Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila:

a. tanah tersebut telah diberikan dasar penguasaan atas tanah, tetapi sebagian atau
seluruhnya tidak dimanfaatkan sesuai dengan izin/keputusan/surat dari yang

berwenang dan tidak ditindaklanjuti dengan permohonan hak atas tanah; atau
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b. tanah tersebut selama 1 (satu) tahun atau lebih tidak dimanfaatkan sesuai dengan

1zin/keputusan/surat dari yang berwenang.

(6) Tanah Telantar dan tanah bekas kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dan ayat (4) diadministrasikan oleh Pusat Informasi Lahan Pertanian Pangan
Berkelanjutan pada lembaga yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang

pertanahan.

(7) Kriteria penetapan, tata cara, dan mekanisme pengambilalihan serta pendistribusian
Tanah Telantar untuk pengembangan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan diatur

dengan Peraturan Pemerintah.
BAB V
PENELITIAN
Pasal 30

(1) Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan dengan dukungan

penelitian.

(2) Penelitian sebagaimana dimaksud-pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah,

pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota.

(3) Penelitian Lahan Pertanian‘Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) sekurangkurangnya meliputi:
a. pengembangan penganekaragaman pangan,;

b. identifikasi dan pemetaan kesesuaian lahan;

o

. pemetaan zonasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;

d. inovasi pertanian;

a

. fungsi agroklimatologi dan hidrologi;
f. fungsi ekosistem; dan
g. sosial budaya dan kearifan lokal.

(4) Lembaga penelitian dan/atau perguruan tinggi berperan serta dalam penelitian.
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Pasal 31

Penelitian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan terhadap Lahan yang sudah
ada maupun terhadap lahan cadangan untuk ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan

Berkelanjutan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
Pasal 32

Hasil penelitian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan merupakan informasi publik yang
dapat diakses oleh petani dan pengguna lainnya melalui Pusat Informasi Lahan Pertanian

Pangan Berkelanjutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB VI
PEMANFAATAN
Pasal 33

(1) Pemanfaatan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan dengan menjamin

konservasi tanah dan air.

(2) Pemerintah dan pemerintah daerah™ bertanggung jawab terhadap pelaksanaan

konservasi tanah dan air, yang meliputi:

a. perlindungan sumber.daya lahan dan air;
b. pelestarian sumber daya lahan dan air;
c¢. pengelolaan kualitas lahan dan air; dan
d. pengendalian pencemaran.

(3) Pelaksanaan konservasi tanah dan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2)

dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 34

(1) Setiap orang yang memiliki hak atas tanah yang ditetapkan sebagai Lahan Pertanian

Pangan Berkelanjutan berkewajiban:
a. memanfaatkan tanah sesuai peruntukan; dan

b. mencegah kerusakan irigasi.
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(2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi pthak lain sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berperan serta dalam:
a. menjaga dan meningkatkan kesuburan tanah,;
b. mencegah kerusakan lahan; dan
c. memelihara kelestarian lingkungan.

(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi kewajiban
Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan

perundangundangan.

(5) Setiap orang yang memiliki hak atas tanah yang ditetapkan sebagai Lahan Pertanian
Pangan Berkelanjutan, yang tidak melaksanakan ‘kewajibannya sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), dan menimbulkan akibat misaknya lahan pertanian, wajib

untuk memperbaiki kerusakan tersebut.
BAB VII
PEMBINAAN
Pasal 35
(1) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib melakukan:

a. pembinadn setiap orang yang terikat dengan pemanfaatan Lahan Pertanian

Pangan Berkelanjutan; dan
b. perlindungan terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
a. koordinasi perlindungan;
b. sosialisasi peraturan perundang-undangan;
¢. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultas

d. pendidikan, pelatihan dan penyuluhan kepada masyarakat;
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e. penyebarluasan informasi Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan

Pertanian Pangan Berkelanjutan;dan
f. peningkatan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

diatur dengan Peraturan Menteri.
BAB VIII
PENGENDALIAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 36
(1) Pengendalian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan: dilakukan secara terkoordinasi.

(2)  Pemerintah menunjuk Menteri untuk melakukan koordinasi pengendalian

sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
Pasal 37

Pengendalian Lahan Pertanian-Pangan Berkelanjutan dilakukan oleh Pemerintah dan

Pemerintah Daerah melalui pemberian:
a. insentif’
b. disinsentif;
¢. mekanisme perizinan;
d. proteksi; dan
e. penyuluhan.
Bagian Kedua Insentif dan Disinsentif
Pasal 38

Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a diberikan kepada petani berupa:
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a. keringanan Pajak Bumi dan Bangunan;

b. pengembangan infrastruktur pertanian;

c. pembiayaan penelitian dan pengembangan benih dan varietas unggul;
d. kemudahan dalam mengakses informasi dan teknologi;

e. penyediaan sarana dan prasarana produksi pertanian;

f. jaminan penerbitan sertifikat bidang tanah pertanian pangan melalui pendaftaran tanah

secara sporadik dan sistematik; dan/atau
g. penghargaan bagi petani berprestasi tinggi.
Pasal 39

(1) Pemerintah dapat memberikan insentif dalam bentuk.pengalokasian anggaran secara
khusus atau bentuk lainnya kepada pemerintah dacrah provinsi dan pemerintah

daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan péeraturan perundang-undangan.

(2) Pemerintah daerah provinsi dapat memberikan insentif dalam bentuk pengalokasian
anggaran secara khusus atau bentuk lain sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.
Pasal 40

Pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a dan Pasal 38 diberikan

dengan mempertimbangkan:
a. jenis Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
b. kesuburan tanah;

. luas tanam;

o

d. irigasi;

. tingkat fragmentasi lahan;

[¢]

!

produktivitas usaha tani,

g. lokasi;
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h. kolektivitas usaha pertanian; dan/atau
1. praktik usaha tani ramah lingkungan.
Pasal 41

Selain insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a sampai dengan Pasal 40,
Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota

dapat memberikan insentif lainnya sesuai dengan kewenangan masing-masing.
Pasal 42

Disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b berupa pencabutan insentif
dikenakan kepada petani yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 34.

Pasal 43

Ketentuan lebih lanjut mengenai insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 38 sampai dengan Pasal 42 diatur dalam Peraturan Pemerintah
Bagian Ketiga
Alih Fungsi
Pasal 44

(1) Lahan yang -sudah ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
dilindungi dan dilarang dialihfungsikan.

(2) Dalam. hal untuk kepentingan umum, Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dialihfungsikan, dan dilaksanakan sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Pengalihfungsian Lahan yang sudah ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan
Berkelanjutan untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya

dapat dilakukan dengan syarat:
a. dilakukan kajian kelayakan strategis;

b. disusun rencana alih fungsi lahan;
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c¢. dibebaskan kepemilikan haknya dari pemilik; dan

d. disediakan lahan pengganti terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang
dialihfungsikan.

(4) Dalam hal terjadi bencana sehingga pengalihan fungsi lahan untuk infrastruktur tidak
dapat ditunda, persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b
tidak diberlakukan.

(5) Penyediaan lahan pengganti terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang
dialibfungsikan untuk infrastruktur akibat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat

(4) dilakukan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan setelah alih fungsi dilakukan.

(6) Pembebasan kepemilikan hak atas tanah yang dialihfungsikan sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) huruf ¢ dilakukan dengan pemberian gantitugi sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.
Pasal 45

Selain ganti rugi kepada pemilik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (6), pihak

yang mengalihfungsikan wajib mengganti-nilai investasi infrastruktur.
Pasal 46

(1) Penyediaan lahan pengganti terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang
dialihfungsikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3) huruf d dilakukan

atas dasar kesesuaian lahan, dengan ketentuan sebagai berikut:
a. paling sedikit tiga kali luas lahan dalam hal yang dialihfungsikan lahan beririgasi;

b. paling sedikit dua kali luas lahan dalam hal yang dialihfungsikan lahan reklamasi

rawa pasang surut dan nonpasang surut (lebak); dan

c. paling sedikit satu kali luas lahan dalam hal yang dialihfungsikan lahan tidak

beririgasi.

(2) Penyediaan lahan pertanian pangan sebagai pengganti Lahan Pertanian Pangan
Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah harus dimasukkan dalam

penyusunan Rencana Program Tahunan, Rencana Program Jangka Menengah
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(RPJM) maupun Rencana Program Jangka Panjang (RPJP) instansi terkait pada saat

alih fungsi direncanakan.

(3) Penyediaan lahan pertanian pangan sebagai lahan pengganti sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dapat dilakukan dengan:
a. pembukaan lahan baru pada Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan;

b. pengalihfungsian lahan dari nonpertanian kepertanian sebagai Lahan Pertanian
Pangan Berkelanjutan, terutama dari tanah telantar dan tanah bekas kawasan hutan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2); atau
¢. penetapan lahan pertanian sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

(4) Penyediaan lahan pengganti terhadap Lahan Pertanian Pangan’Berkelanjutan yang
dialihfungsikan dilakukan dengan jaminan bahwa lahan pengganti akan dimanfaatkan
oleh petani transmigrasi maupun nontransmigrasi dengan prioritas bagi petani yang

lahannya dialihfungsikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Untuk keperluan penyediaan lahan pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Pemerintah melakukan inventarisasi-lahan yang sesuai dan memelihara daftar lahan

tersebut dalam suatu Pusat Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
Pasal 47

Segala kewajiban yang harus dilakukan dalam proses penggantian sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 44, Pasal 45, dan Pasal 46 menjadi tanggung jawab pihak yang melakukan

pengalihfungsian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
Pasal 48

Dalam hal terjadi keadaan memaksa yang mengakibatkan musnahnya dan/atau rusaknya
Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan secara permanen, Pemerintah dan/atau pemerintah

daerah melakukan penggantian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sesuai kebutuhan.
Pasal 49

Lahan pengganti Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 46 ayat (1) ditetapkan dengan:
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a. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dalam hal lahan pengganti terletak di dalam satu

kabupaten/kota pada satu provinsi;

b. Peraturan Daerah Provinsi dalam hal lahan pengganti terletak di dalam dua

kabupaten/kota atau lebih pada satu provinsi; dan

¢. Peraturan Pemerintah dalam hal lahan pengganti terletak di dalam dua provinsi atau
lebih.

Pasal 50

(1) Segala bentuk perizinan yang mengakibatkan alih fungsi Lahan Pertanian Pangan
Berkelanjutan batal demi hukum, kecuali untuk kepentingan umum sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2).

(2) Setiap orang yang melakukan alih fungsi tanah Lahan Pertanian Pangan
Berkelanjutan di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib
mengembalikan keadaan tanah Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan ke keadaan

semula.

(3) Setiap orang yang memiliki Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dapat
mengalihkan kepemilikan lahannya kepada pihak lain dengan tidak mengubah fungsi

lahan tersebut sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
Pasal 51

(1) Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang dapat merusak irigasi dan
infrastruktur-lainnya serta mengurangi kesuburan tanah Lahan Pertanian Pangan

Berkelanjutan.

(2) Setiap orang yang melakukan kegiatan yang mengakibatkan kerusakan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan rehabilitasi.
Pasal 52

Menteri melakukan koordinasi pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 44 sampai dengan Pasal 51, yang pelaksanaannya dilakukan oleh lembaga

pemerintah yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang pertanahan.

Pasal 53
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Ketentuan lebih lanjut mengenai pengalihfungsian, nilai investasi infrastruktur, kriteria,
luas lahan yang dialihfungsikan, ganti rugi pembebasan lahan dan penggantian lahan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 diatur dalam Peraturan

Pemerintah.
BAB IX
PENGAWASAN
Pasal 54

(1) Untuk menjamin tercapainya Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

dilakukan pengawasan terhadap kinerja:
a. perencanaan dan penetapan;

b. pengembangan;

¢. pemanfaatan;

d. pembinaan; dan

¢. pengendalian.

(2) Pengawasan sebagaimana-dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berjenjang
oleh Pemerintah, pemertintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota

sesuai kewenangannya.
Pasal 55
Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 meliputi:
a. pelaporan;
b. pemantauan; dan

c. evaluasi.
Pasal 56

(1) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf a dilakukan secara

berjenjang oleh:
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a. pemerintahan desa/kelurahan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota;
b. pemerintah daerah kabupaten/kota kepada pemerintah provinsi; dan
c. pemerintah provinsi kepada Pemerintah.

(2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kinerja perencanaan dan

penetapan, pengembangan, pembinaan dan pemanfaatan, serta pengendalian.

(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan informasi publik yang
diumumkan dan dapat diakses secara terbuka oleh masyarakat sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan kepada Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota dalam laporan tahunan.

(5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.disampaikan kepada Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dalam laporan tahunan.

(6) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ disampaikan kepada Dewan
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Daerah Republik

Indonesia dalam laporan tahunan:
Pasal 57

(1) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf b dan huruf ¢
dilakukan dengan mengamati dan memeriksa laporan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 56 ayat (2) dengan pelaksanaan di lapangan.

(2) Apabila hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti
terjadi penyimpangan, Menteri, gubernur, dan/atau bupati/walikota wajib mengambil

langkah penyelesaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Dalam hal bupati/walikota tidak melaksanakan langkah penyelesaian sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), gubernur wajib mengambil langkah penyelesaian yang tidak
dilaksanakan bupati/walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

(4) Dalam hal gubernur tidak melaksanakan langkah penyelesaian sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Menteri wajib mengambil langkah penyelesaian
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yang tidak dilaksanakan gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

(5) Dalam hal bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melakukan
penyimpangan dan tidak melakukan penyelesaian, gubernur memotong alokasi
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, serta Pemerintah memotong
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi kabupaten/kota

bersangkutan sebesar biaya yang dikeluarkan dalam melaksanakan penyelesaian.

(6) Dalam hal gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melakukan penyimpangan
dan tidak melakukan penyelesaian, Pemerintah memotong alokasi Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara untuk provinsi dan kabupaten/kota bersangkutan

sebesar biaya yang dikeluarkan dalam melaksanakan penyelesaian:
BAB X
SISTEM INFORMASI
Pasal 58

(1) Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota
menyelenggarakan Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang

dapat diakses oleh masyarakat.

(2) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terpadu dan

terkoordinasi:

(3) Sistem “informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sekurang-kurangnya

memuat.data lahan tentang:

a. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan;

b. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;

¢. Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan
d. Tanah Telantar dan subyek haknya.

(4) Data lahan dalam system informasi lahan pertanian pangan berkelanjutan
sebagaimana dimaksud dengan ayat (3) sekurang-kurangnya memuat informasi

tentang;
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[

. fisik alamiah;

o

. fisik buatan;
¢. konsisi sumberdaya manusia dan social ekonomi,

d. status kemilikan dan /atau penguasaan;

[¢]

. luas dan lokasi lahan; dan
f. jenis komoditas tertentu yang bersifat pangan pokok.

(5) Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagai pada ayat (1) wajib

disampaikan setiap tahun kepada :

a. Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Daerah dalam hal

informasi lahan pertanian nasional oleh menteri;

b. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dalam hal informasi lahan pertanian

provinsi oleh gubernur; dan

¢. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota dalam hal informasi lahan

pertanian kabupaten/kota oleh bupati/walikota.
Pasal 59

(1) Penyebaran informasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 dilakukan sampai

kecamatan dan desa.

(2) Menteri mengoordinasikan Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
untuk keperluan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutannsebagimana

dimaksud dalam pasal 58.

(3) Sistem informasi dan administrasi pertanahan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
yang dikoordinasikan antarlembaga pemerintah di bidang pertanahan, lembaga

pemerintah di bidang statistic, dan instanst pemerintah terkait lainnya.
Pasal 60

Ketentuan lebih lanjut mengenai system informasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 58

dan pasal 59 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Tuaas Akhir Program Maaister (TAPM) 144

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



UNIVERSITASBSVERBUIHAT

BAB XI
Pasal 61

Pemerintah dan pemerintah daerah wajib melindungi dan memberdayakan petani,

kelompok petani, koperasi petani, serta asosiasi petani
Pasal 62

(1) Perlindungan petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 berupa pemberian

jaminan:

a. harga komoditas pangan pokok yang menguntungkan;
b. memperoleh sarana produksi dan prasarana pertanian;
¢. pemasaran hasil pertanian pangan pokok;

d. mengutamakan hasil pertanian pangan dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan

pangab nasional; dan / atau
. ganti rugi akibat gagal panen.

(2) Perlindungan social bagi petani kecil merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

system jaminan social nasional yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
Pasal 63
Pemberdayaan petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 meliputi:
a. penguatan kelembagaan petani;
b. penyuluhan dan pelatihan untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia;
¢. pemberian fasilitas sumber pembiayaan/permodalan;
d. pemberian bantuan kredit kepemilikan lahan pertanian,
¢. pembentukan Bank Bagt Petani;
f. pemberian fasilitas pendidikan dan kesehatan rumah tangga petani; dan/atau

g. pemberian fasilitas untuk mengakses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi.
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Pasal 64
Ketentuan lebih lanjut mengenai perlindungan dan

pemberdayaan petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 sampai dengan Pasal 63

diatur dengan peraturan perundang-undangan.
Pasal 65

(1) Sejalan dengan pendirian Bank Bagi Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63
huruf e dibentuk lembaga pembiayaan mikro di bidang pertamian baik berbentuk

konvensional maupun syariah di tingkat kabupaten/kota dan/atau provinsi.

(2) Dalam membentuk lembaga pembiayaan mikro di bidang pertanian sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Menteri berkoordinasi dengan menteri terkait, lembaga

pemerintah, dan pemerintah daerah.
(3) Sumber pembiayaan untuk pembentukan lembaga pembiayaan mikro memanfaatkan:
a. dana dari Pemerintah dan pemerintah daerah sebagai stimulan;

b. dana tanggung jawab sosial dan-lingkungan dari badan usaha sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
¢. dana masyarakat.

(4) Ketentuan lebihlanjut mengenai pembentukan Bank Bagi Petani sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan perundang-undangan.
BAB XII
PEMBIAYAAN
Pasal 66

(1) Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dibebankan pada
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah provinsi, serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota.

(2) Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan selain bersumber
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh dari dana tanggung jawab sosial

dan lingkungan dari badan usaha.
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(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
BAB XIiI
PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 67

(1) Masyarakat berperan serta dalam perlindungan Kawasan dan Lahan Pertanian Pangan

Berkelanjutan.

(2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara

perorangan dan/atau berkelompok.
(3) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam tahapan:
a. perencanaan;

b. pengembangan;

o

. penelitian;

o

. pengawasan;

a

. pemberdayaan petani; darn/atau
f. pembiayaan.
Pasal 68
Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal67 ayat (3) dilakukan melalui:

a. pemberian usulan perencanaan, tanggapan, dan saran perbaikan atas usulan
perencanaan Pemerintah dan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam

perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9;

b. pelaksanaan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi lahan dalam pengembangan
Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan
Pasal 29;

c. penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3);
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d. penyampaian laporan dan pemantauan terhadap kinerja sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 56;
€. pemberdayaan petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63;

f. pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 dapat dilakukan dalam

pengembangan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;

g. pengajuan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak

sesuai dengan rencana Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di wilayahnya; dan

h. pengajuan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai

dengan rencana Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
Pasal 69
Dalam hal perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, masyarakat berhak:

a. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak

sesuai dengan rencana Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di wilayahnya; dan

b. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai

dengan rencana Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
BAB XIV
SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 70

(1) Setiap orang yang melanggar kewajiban atau larangan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 34, Pasal 45, Pasal 50 ayat (2), Pasal 57 ayat (3) dan ayat (4) dikenai sanksi

administratif.
(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
a. peringatan tertulis;
b. penghentian sementara kegiatan;
¢. penghentian sementara pelayanan umum;

d. penutupan lokasi;
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€. pencabutan izin;

f. pembatalan izin;

g. pembongkaran bangunan;
h. pemulihan fungsi lahan;

1. pencabutan insentif; dan/atau
J- denda administratif.

(3) Setiap pejabat pemerintah yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

(4) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi dan besarnya denda administratif

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
BAB XV
PENYIDIKAN
Pasal 71

(1) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai
Negeri Sipil di lingkungan instansi Pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung
jawabnya di-bidang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan diberi
wewenang Khusus sebagai penyidik untuk membantu Pejabat Penyidik Kepolisian
Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang

Hukum Acara Pidana.
(2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:

a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan
dengan tindak pidana dalam bidang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan

Berkelanjutan;

b. melakukan pemeriksaan terhadap setiap orang yang diduga melakukan tindak

pidana dalam bidang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
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c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang sehubungan dengan peristiwa

tindak pidana dalam bidang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;

d. melakukan pemeriksaan atas dokumen yang berkenaan dengan tindak pidana

dalam bidang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;

e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat barang bukti dan
dokumen lain serta melakukan penyitaan dan penyegelan terhadap barang hasil
pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana dalam bidang

Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan

f. meminta bantuan tenaga ahli dan/atau saksi ahli dalam rangka pelaksanaan
tugas penyidikan tindak pidana dalam bidang Perlindungan Lahan Pertanian

Pangan Berkelanjutan.

(3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan
dimulainya penyidikan kepada Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik

Indonesia.

(4) Apabila pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan
tindakan penangkapan dan penahanan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil melakukan
koordinasi dengan Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan
hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui Pejabat Penyidik Kepolisian Negara

Republik Indonesia.

(6) Pengangkatan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan tata cara serta proses

penyidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB XVI
KETENTUAN PIDANA
Pasal 72

(1) Orang perseorangan yang melakukan alih fungsi Lahan Pertanian Pangan

Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) dipidana dengan
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pidana penjara paling lama S5 (lima) tahun dan denda paling banyak
Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(2) Orang perseorangan yang tidak melakukan kewajiban mengembalikan keadaan Lahan
Pertanian Pangan Berkelanjutan ke keadaan semula sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 50 ayat (2) dan Pasal 51 dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga)
tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

(3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan
oleh pejabat pemerintah, pidananya ditambah 1/3 (satu pertiga) dari pidana yang

diancamkan.
Pasal 73

Setiap pejabat pemerintah yang berwenang menerbitkan izin pengalihfungsian Lahan
Pertanian Pangan Berkelanjutan tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 44 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan
paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar
rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Pasal 74 (1) Dalam
hal tindak pidana sebagaimana dimaksud-dalam Pasal 72 ayat (1) dan ayat (2) dilakukan
oleh suatu korporasi, pengurusnya dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua)
tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua
miliar rupiah) dan paling banyak Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah). (2) Selain
pidana denda sebagaiinana  dimaksud pada ayat (1), korporasi dapat dijatuhi pidana
berupa: a. perampasan kekayaan hasil tindak pidana; b. pembatalan kontrak kerja dengan

pemerintah; c." pemecatan pengurus; dan/atau

d. pelarangan pada pengurus untuk mendirikan korporasi dalam bidang usaha ang
sama. (3) Dalam perbuatan sebagaimana diatur dalam bab ini menimbulkan kerugian,

pidana yang dikenai dapat ditambah dengan pembayaran kerugian.
BAB XVII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 75

(1) Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota yang belum menetapkan Kawasan

Pertanian Pangan Berkelanjutan, Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan
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Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18
disesuaikan paling lama dalam waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang

ini diundangkan.

(2) Pada saat Undang-Undang ini berlaku, sedangkan Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten/Kota sudah ditetapkan, penetapan Kawasan Pertanian Pangan
Berkelanjutan, Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Cadangan
Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 dilakukan oleh
bupati/walikota sampai diadakan perubahan atas Peraturan Daerah Rencana Tata

Ruang Wilayah Kabupaten/Kota.
BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 76

Peraturan Pemerintah sebagai pelaksana Undang-Undang ini harus telah ditetapkan paling

lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan.
Pasal 77

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang
mengetahuinya, memerintahkan  pengundangan Undang-Undang ini  dengan

penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta,

pada tanggal 14 Oktober 2009

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
Diundangkan di Jakarta,
pada tanggal 14 Oktober 2009

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
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REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ANDI MATTALATTA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2009 NOMOR 149
Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT NEGARA RI

Deputi Menten Sekretaris Negara

Bidang Perundang-undangan,

ttd.

Muhammad Sapta Murti
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LAMPIRAN 5. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 1 TAHUN 2011

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2011
TENTANG
PENETAPAN DAN ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN PANGAN
BERKELANJUTAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang . bahwa runtuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 dan PasalS3
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan
Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, perlu menetapkan
Peraturan Pemerintah tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan

Pertanian Pangan Berkelanjutan;

Mengingat » 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang No 41 Tahun 2009 TentangPerlindungan
Lahan Pertamian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 149 Tahun 2009, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068),

MEMUTUSKAN:
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Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENETAPAN DAN ALIH
FUNGSI LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah proses menetapkan lahan
menjadi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan melalui tata cara yang diatur sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

N

. Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah perubahan fungsi Lahan
Pertanian Pangan Berkelanjutan menjadi bukan Lahan Pertanian Pangan

Berkelanjutan baik secara tetap maupun sementara.

3. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah bidang lahan pertanian yang
ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna
menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan

nasional.

b

Lahan Cadangan Pertanian® Pangan Berkelanjutan adalah lahan potensial yang
dilindungi pemanfaatannya agar kesesuaian dan Kketersediaannya tetap terkendali
untuk dimanfaatkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada masa

yang akan datang.

5. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah wilayah budi daya pertanian
terutama pada wilayah perdesaan yang memiliki hamparan Lahan Pertanian
Pangan Berkelanjutan dan/atau hamparan Lahan Cadangan Pertanian Pangan
Berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung

kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.

6. Lahan pengganti adalah lahan yang berasal dari Lahan Cadangan Pertanian
Pangan Berkelanjutan, tanah telantar, tanah bekas kawasan hutan, dan/atau lahan
pertanian yang disediakan untuk mengganti Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

yang dialihfungsikan.
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7. Ganti rugi adalah penggantian terhadap kerugian baik bersifat fisik dan/atau
nonfisik sebagai akibat pengadaan tanah kepada yang mempunyai tanah,
bangunan, tanaman, dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah yang
dapat memberikan kelangsungan hidup yang lebih baik dari tingkat kehidupan

sosial ekonomi sebelum terkena pengadaan tanah.

8. Kawasan peruntukan pertanian adalah kawasan budi daya yang dialokasikan dan
memenuhi kriteria untuk budi daya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan,

dan/atau peternakan.

9. Kawasan strategis nasional adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan
karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan
negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, ~budaya, dan/atau

lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia.

10. Nilai investasi infrastruktur adalah nilai uang. dan/atau manfaat suatu bangunan

infrastruktur yang menunjang pembangunan pertanian.

11. Infrastruktur dasar adalah segala sesuatu yang diperlukan untuk budi daya tanaman
pangan yang meliputi paling sedikit sistem irigasi, jalan usaha tani, dan/atau
jembatan. 12. Pemerintah Pusat; selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden
Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik
Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945,

13. Pemerintah’ dacrah adalah gubernur, bupati dan/atau walikota dan perangkat

daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

14. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

pertanian.

15. Kepala Dinas adalah kepala dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan

di bidang pertanian.

16. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD  adalah
organisasi/lembaga pada pemerintah daerah yang bertanggung jawab terhadap
pelaksanaan dekonsentrasi/tugas pemerintahan di bidang tertentu di provinsi,

kabupaten, atau kota.

Tugas Akhir Program Magister ( TAPM) 156

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



UNIVERSITATBERBY I6AT

Pasal 2
Ruang lingkup Peraturan Pemerintah ini meliputi:
a. Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan
b. Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
Pasal 3
Peraturan Pemerintah ini bertujuan untuk:
a. mewujudkan dan menjamin tersedianya Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
b. mengendalikan alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
c. mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangannasional;
d. meningkatkan pemberdayaan, pendapatan dan kesejahteraan bagi petani,
e. memberikan kepastian usaha bagi pelaku usaha tani;
f. mewujudkan keseimbangan ekologis; dan
g. mencegah pemubaziran investasi infrastruktur pertanian.
BAB 11
PENETAPAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 4

Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2

huruf a meliputi:
a. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
b. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan

c¢. Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
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Bagian Kedua
Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan
Paragraf 1
Umum
Pasal 5

Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4

huruf a berada pada kawasan peruntukan pertanian terutama pada kawasan perdesaan.
Pasal 6
(1) Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan secara hierarki terdiri atas:
a. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan nasional;
b. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan provinsi; dan
c. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan kabupaten/kota.

(2) Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan nasional sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf a meliputi Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan lintas provinsi.

(3) Kawasan Pertanian Pangan’ Berkelanjutan provinsi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b “meliputi Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan lintas

kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi.

(4) Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf ¢ meliputi Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan dalam

1 (satu) kabupaten/kota.
Pasal 7

Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan ditetapkan berdasarkan kriteria, persyaratan,

dan tata cara penetapan.
Paragraf 2

Kriteria dan Persyaratan
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Pasal 8

Kawasan yang dapat ditetapkan menjadi Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan

harus memenuhi kriteria:

a. memiliki hamparan lahan dengan luasan tertentu sebagai Lahan Pertanian Pangan

Berkelanjutan dan/atau Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan

b. menghasilkan pangan pokok dengan tingkat produksi yang dapat memenuhi
kebutuhan pangan sebagian besar masyarakat setempat, kabupaten/kota, provinsi,

darn/atau nasional.
Pasal 9

Kawasan yang dapat ditetapkan menjadi Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan

harus memenuhi persyaratan:

a. berada di dalam dan/atau di luar kawasan peruntukan pertanian; dan

b. termnuat dalam Rencana Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
Pasal 10

Ketentuan mengenai pedoman teknis-kriteria dan persyaratan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 8 dan Pasal 9 diatur dengan Peraturan Menteri.
Paragraf 3
Tata Cara Penetapan
Pasal 11

(1) Kawasan yang berada pada lintas provinsi yang telah sesuai dengan kriteria
dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 disusun
dalam bentuk wusulan penetapan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan

nasional.

(2) Usulan penetapan kawasan sebagaimana dimakud pada ayat (2) memuat data dan
informasi tekstual, numerik, dan spasial mengenai indikasi luas baku tingkat

nasional untuk mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan.
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(3) Usulan penetapan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan

memperhatikan saran dan tanggapan dari masyarakat.
Pasal 12

(1) Usulan penetapan kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 disampaikan
oleh Menteri kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di

bidang penataan ruang untuk dikoordinasikan dengan instansi terkait.

(2) Usulan penetapan kawasan yang telah dikoordinasikan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) disampaikan kembali oleh menteri yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang penataan ruang kepada Menteri.

(3) Usulan penetapan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diusulkan oleh
Menteri kepada Presiden untuk ditetapkan menjadi Kawasan Pertanian Pangan

Berkelanjutan nasional dalam rencana tata ruang-wilayah nasional.
Pasal 13

(1) Kawasan yang berada pada lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi yang telah
sesual dengan kriteria dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8
dan Pasal 9 disusun dalam ‘bentuk usulan penetapan Kawasan Pertanian Pangan

Berkelanjutan provinsi.

(2) Usulan penetapan Kawasan sebagaimana dimakud pada ayat (2) memuat data dan
informasi tekstual, numerik, dan spasial mengenai indikasi luas baku tingkat provinsi

untuk mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan.

(3) Usulan penetapan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan
mengacu pada penetapan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan nasional dan

memperhatikan saran dan tanggapan dari masyarakat.
Pasal 14

(1) Usulan penetapan kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 disampaikan
oleh Kepala Dinas provinsi kepada kepala SKPD yang menyelenggarakan

urusan pemerintahan di bidang penataan ruang wilayah provinsi

untuk dikoordinasikan dengan instansi terkait.
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(2) Usulan penetapan kawasan yang telah dikoordinasikan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kembali
oleh kepala SKPD yang menyelenggarakan urusan
pemernintahan di bidang penataan ruang wilayah provinsi
kepada Kepala Dinas provinsi.
(3) Usulan penetapan kawasan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) diusulkan oleh Kepala Dinas provinsi kepada
gubernur untuk ditetapkan menjadi Kawasan Pertanian
Pangan Berkelanjutan provinsi dalam rencana tata ruang
wilayah provinsi.
(4) Penetapan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan
dalam rencana tata ruang wilayah provinsi sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-unidangan.

Pasal 15

(1) Kawasan yang berada dalam 1 (satu) kabupaten/kota yang telah sesuai dengan
kriteria dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9
disusun  dalam bentuk usulan penetapan Kawasan Pertanian Pangan

Berkelanjutan kabupaten/kota.

(2) Usulan penetapan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat data dan
informasi tekstual, numerik, dan spasial mengenai indikasi luas baku tingkat
kabupaten/kota untuk mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan

pangan.

(3) Usulan penetapan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan
mengacu pada penetapan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan provinsi dan

memperhatikan saran dan tanggapan dari iasyarakat.
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Pasal 16

(1) Usulan penetapan kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 disampaikan
oleh Kepala Dinas kabupaten/kota kepada kepala SKPD yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang penataan ruang wilayah kabupaten/kota untuk

dikoordinasikan dengan instansi terkait.

(2) Usulan penetapan kawasan yang telah dikoordinasikan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) disampaikan kembali oleh kepala SKPD yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang penataan ruang wilayah kabupaten/kota kepada

Kepala Dinas kabupaten/kota.

(3) Usulan penetapan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diusulkan oleh
Kepala Dinas kabupaten/kota kepada bupati/walikota" untuk- ditetapkan menjadi
Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan kabupaten/kota dalam rencana tata

ruang wilayah kabupaten/kota.

(4) Penetapan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan dalam rencana tata ruang
wilayah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Paragraf 4
Penetapan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan menjadi Kawasan Strategis Nasional
Pasal 17

(1) Dalam hal suatu Kawasan Pertaman Pangan Berkelanjutan memerlukan
perlindungan khusus, kawasan tersebut dapat ditetapkan sebagai kawasan strategis

nasional.

(2) Perlindungan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan

mempertimbangkan:

a. luas kawasan pertanian pangan;
b. produktivitas;

c. potensi teknis lahan;

d. keandalan infrastruktur; dan
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e. ketersediaan sarana dan prasarana pertanian.

(3) Kawasan strategis nasional sebagaimana dimaksud padaayat (1) selain harus
mempertimbangkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga harus

memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang

penataan ruang.
Pasal 18

Kawasan strategis nasional untuk Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Presiden.
Pasal 19

Tata cara penetapan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagai kawasan strategis

nasional berlaku mutatis mutandis ketentuan dalam Pasal 11 dan Pasal 12.
Bagian Ketiga
Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
Paragraf 1
Umum
Pasal 20

(1) Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf
b berada:

a. di dalam Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan/atau
b. di luar Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

(2) Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a dan huruf b berada pada kawasan perdesaan dan/atau pada kawasan

perkotaan di wilayah kabupaten/kota.
Pasal 21

Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan ditetapkan berdasarkan
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kriteria, persyaratan, dan tata cara penetapan.
Paragraf 2
Kriteria dan Persyaratan
Pasal 22

(1) Lahan yang dapat ditetapkan menjadi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

harus memenuhi kriteria :

a. berada pada kesatuan hamparan lahan yang mendukung produktivitas dan

efisiensi produksi;

b. memiliki potensi teknis dan kesesuaian lahan yang'sangat sesuai, sesuai,

atau agak sesual untuk peruntukan pertanian pangan;
¢. didukung infrastruktur dasar; dan/atau
d. telah dimanfaatkan sebagai lahan pertanian pangan.

(2) Kiriteria lahan yang berada pada kesatuan hamparan lahan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a ditentukan.dengan mempertimbangkan aspek ekonomi

dan sosial budaya masyarakat.

(3) Kriteria lahan yang memiliki potensi teknis dan kesesuaian lahan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf b ditentukan dengan mempertimbangkan:
a. kelerengan,
b. iklim; dan

¢. sifat fisik, kimia, dan biologi tanah; yang cocok untuk dikembangkan menjadi

lahan pertanian pangan dengan memperhatikan daya dukung lingkungan.

(4) Kriteria lahan yang telah dimanfaatkan sebagai lahan pertanian pangan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditentukan dengan pertimbangan:
a. produktivitas;
b. intensitas pertanaman,

¢. ketersedian air;
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d. konservasi;
e. berwawasan lingkungan; dan
f. berkelanjutan.
Pasal 23

Lahan yang dapat ditetapkan menjadi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan harus

memenuhi persyaratan:

a. berada di dalam atau di luar Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan

b. termuat dalam Rencana Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
Pasal 24

Ketentuan mengenai pedoman teknis kriteria dan persyaratan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 22 dan Pasal 23 diatur dengan Peraturan Menteri.
Paragraf 3
Tata Cara Penetapan
Pasal 25

(1) Lahan yang berada dalam” 1 (satu) kabupaten/kota yang telah sesuai dengan
kriteria dan persyaratan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 22 dan Pasal 23
disusun dalam bentuk usulan penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

kabupaten/kota.

(2) Usulan penetapan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat data dan
informasi tekstual, numerik, dan spasial mengenai indikasi luas baku tingkat
kabupaten/kota untuk mewujudkan kemandinian, ketahanan, dan kedaulatan

pangan.

(3) Usulan penetapan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan

memperhatikan saran dan tanggapan dari masyarakat.

Pasal 26
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(1) Usulan penetapan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 disampaikan oleh
Kepala Dinas kabupaten/kota kepada kepala SKPD yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang penataan ruang wilayah kabupaten/kota untuk

dikoordinasikan dengan kepala kantor pertanahan dan instansi terkait lainnya.

(2) Usulan penetapan lahan yang telah dikoordinasikan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) disampaikan kembali oleh kepala SKPD yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang penataan ruang wilayah kabupaten/kota kepada Kepala

Dinas kabupaten/kota.

(3) Usulan penetapan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diusulkan oleh
Kepala Dinas kabupaten/kota kepada bupati/walikota untuk ditetapkan menjadi
Lahan Pertamian Pangan Berkelanjutan kabupaten/kota .dalam rencana rinci tata

ruang wilayah kabupaten/kota.

(4) Dalam hal rencana rinci tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum ada,
Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan ditetapkan dalam rencana tata ruang

wilayah kabupaten/kota.

(5) Penetapan Lahan Pertanian Pangan-Berkelanjutan dalam rencana rinci tata ruang
dan rencana tata ruang wilayahkabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) dan ayat (4) dilaksanakan sesuali dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.
Bagian Keempat
Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan
Paragraf 1
Umum
Pasal 27

Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan berasal dan tanah terlantar
dar/atau tanah bekas kawasan hutan yang telah dilepas sesuai dengan ketentuan

peraturan perundangundangan.

Pasal 28
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(1) Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 4 huruf ¢ berada:
a. di dalam Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan/atau
b. diluar Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

(2) Lahan Cadangan Pertanian Pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a dan huruf b berada pada kawasan perdesaan dan/atau pada

kawasanperkotaan di wilayah kabupaten /kota.
Pasal 29

Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan ditetapkan. berdasarkan kriteria,

persyaratan, dan tata cara penetapan.
Paragraf 2
Kriteria dan Persyaratan
Pasal 30

(1) Tanah terlantar dan/atau tanah~bekas kawasan hutan yang telah dilepas dapat
ditetapkan menjadi Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan harus

memenuhi kriteria;

a. berada pada ‘kesatuan hamparan lahan yang mendukung produktivitas dan

efisiensi produkst;

b. memiliki potensi teknis dan kesesuaian lahan yang sangat sesuai, sesuai,
atau agak sesuai untuk peruntukan pertanian pangan; dan/atau c. didukung
infrastruktur dasar.

(2) Kriteria tanah terlantar dan/atau tanah bekas kawasan hutan yang telah dilepas
yang berada pada kesatuan hamparan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a ditentukan dengan mempertimbangkan aspek ekonomi dan sosial

budaya masyarakat.

(3) Kriteria tanah terlantar dan/atau tanah bekas kawasan hutan yang telah dilepas
yang memiliki potensi teknis dan kesesuaian lahan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) hurufb ditentukan dengan mempertimbangkan:
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a. kelerengan;
b. iklim; dan

c. sifat fisik, kimia, dan biologi tanah; yang cocok untuk dikembangkan menjadi

lahan pertanian pangan dengan memperhatikan daya dukung lingkungan.
Pasal 31

Tanah terlantar dan/atau tanah bekas kawasan hutan yang telah dilepas dapat
ditetapkan menjadi Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan harus memenuhi

persyaratan:

a. tidak dalam sengketa;

b. status kepemilikan dan penggunaan tanah yang sah; dan

c. termuat dalam Rencana Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
Pasal 32

Ketentuan mengenai pedoman teknis krtena dan persyaratan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 30 dan Pasal 31 diaturdengan Peraturan Menteri.
Paragraf 3
Tata Cara Penetapan
Pasal 33

(1) Tanah terlantar dan/atau tanah bekas kawasan hutan yang telah dilepas berada
dalam 1 (satu) kabupaten/kota yang telah sesuai dengan kriteria dan persyaratan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dan Pasal 31 disusun dalam bentuk

usulan penetapan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan kabupaten/kota.

(2) Usulan penetapan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan
kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat data dan informasi
tekstual, numerik, dan spasial mengenai indikasi luas baku tingkat
kabupaten/kota untuk mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan

pangan.

Pasal 34
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(1) Usulan penetapan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan
kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 disampaikan oleh Kepala
Dinas kabupaten/kota kepada kepala SKPD yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di  bidang penataan ruang wilayah kabupaten/kota untuk

dikoordinasikan dengan kepala kantor pertanahan dan instansi terkait lainnya.

(2) Usulan penetapan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan
kabupaten/kota yang telah dikoordinasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disampaikan kembali oleh kepala SKPD vyang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang penataan ruang wilayah kabupaten/kota kepada Kepala
Dinas kabupaten/kota.

(3) Usulan penetapan Lahan Cadangan Pertanian . ‘Pangan Berkelanjutan
kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diusulkan oleh Kepala Dinas
kabupaten/kota kepada bupati/walikota untuk ditetapkan menjadi Lahan Pertanian
Pangan  Berkelanjutan  kabupaten/kota “dalam rencana rinci tata ruang

kabupaten/kota.

(4) Dalam hal rencana rinci tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum ada,
Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan ditetapkan dalam rencana tata

ruang wilayah kabupaten/kota.

(5) Penetapan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan dalam rencana rinci
tata ruang dan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud
pada ayat (3). dan ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.
BAB III
ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 35

(1) Lahan yang sudah ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
dilindungi dan dilarang dialihfungsikan.
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(2) Alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan hanya dapat dilakukan oleh

Pemerintah atau pemerintah daerah dalam rangka:
a. pengadaan tanah untuk kepentingan umum; atau
b. terjadi bencana.

Pasal 36

(1) Alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dilakukan dalam
rangka pengadaan tanah untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 35 ayat (2) huruf a terbatas pada kepentingan umum yang meliputi:
a. jalan umum,;

b. waduk;

(]

. bendungan;
d. irigasi,

e. saluran air minum atau air bersih;

s

drainase dan sanitasi;

g. bangunan pengairan;

h. pelabuhan;

1. bandar udara;

J. stasiun dan jalan kereta api;

k. terminal;

1. fasilitas keselamatan umum;

m. cagar alam; dan/atau

n. pembangkit dan jaringan listrik.

(2) Selain kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) alih fungsi
Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan juga dapat dilakukan untuk pengadaan

tanah guna kepentingan umum lainnya yang ditentukan oleh undangundang.
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(3) Rencana pembangunan untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) harus sesuai dalam rencana tata ruang wilayah dan/atau rencana rinci

tata ruang.
Pasal 37

Penetapan suatu kejadian sebagai bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35
ayat (2) huruf b dilakukan oleh badan yang berwenang dalam urusan penanggulangan

bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 38

(1) Penyediaan lahan pengganti Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan

oleh pihak yang mengalihfungsikan.

(2) Dalam hal alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan karena
terjadi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf b, lahan

pengganti wajib disediakan oleh Pemerintal dan/atau pemerintah daerah.
Bagian Kedua
Persyaratan
Pasal 39

Alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dalam rangka pengadaan tanah
untuk kepentingan -umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf a

hanyadapat dilakukan dengan persyaratan:

a. memiliki kajian kelayakan strategis;

b. mempunyai rencana alih fungsi lahan;

¢. pembebasan kepemilikan hak atas tanah; dan

d. ketersediaan lahan pengganti terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang
dialihfungsikan.

Pasal 40

Kajian kelayakan strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a paling sedtkit

mencakup:

Tugas Akhir Program Maaister (TAPM) 171

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



UNIVERSITASSHERBY Al

a. luas dan lokasi yang akan dialihfungsikan;

b. potensi kehilangan hasil;

c. resiko kerugian investasi; dan

d. dampak ekonomi, lingkungan, sosial, dan budaya.
Pasal 41

Rencana alih fungsi lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf b paling sedikit

mencakup:
a. luas dan lokasi yang akan dialihfungsikan;
b. jadwal alih fungsi;
c. luas dan lokasi lahan pengganti,
d. jadwal penyediaan lahan pengganti; dan
e. pemanfaatan lahan pengganti.
Pasal 42

(1) Pembebasan kepemilikan—hak “atas tanah pada lahan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 39 huruf c¢ dilakukan dengan memberikan ganti rugi oleh pihak yang
melakukan alih fungsi.

(2) Besaran ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Penilai
yang «ditetapkan oleh lembaga pertanahan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

(3) Pelaksanaan pembebasan kepemilikan hak atas tanah pada Lahan Pertanian
Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf ¢ dilakukan

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 43

(1) Lahan pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 harus memenuhi

kriteria kesesuaian lahan dan dalam kondisi siap tanam.

(2) Lahan pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh dari:
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a. pembukaan lahan baru pada Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan;

b. pengalihfungsian lahan dari bukan pertanian ke Lahan Pertanian Pangan
Berkelanjutan terutama dari tanah terlantar dan/atau tanah bekas kawasan hutan;

atau

c. penetapan lahan pertanian pangan sebagai Lahan Pertanian Pangan

Berkelanjutan.
Pasal 44

Dalam menentukan lahan pengganti Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang

dialihfungsikan, harus mempertimbangkan:
a. luasan hamparan lahan;
b. tingkat produktivitas lahan; dan
c¢. kondisi infrastruktur dasar.
Pasal 45

(1) Alih fungsi Lahan Pertanian~ Pangan Berkelanjutan yang dilakukan karena
terjadi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf b hanya
dapat ditetapkan setelah “tersedia lahan pengganti sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 38 ayat (1).

(2) Dalam hal bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf b
mengakibatkan ~ hilang atau rusaknya infrastruktur secara permanen dan
pembangunan infrastruktur pengganti tidak dapat ditunda, maka alih fungsi

Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dapat dilakukan dengan ketentuan:
a. membebaskan kepemilikan hak atas tanah; dan

b. menyediakan lahan pengganti terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
yang dialihfungsikan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan setelah alih
fungsi dilakukan.

Bagian Ketiga

Tata Cara
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Pasal 46

(1) Alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dalam rangka pengadaan
tanah untuk kepentingan umum atau terjadi bencana diusulkan oleh pihak yang

mengalihfungsikan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan kepada:

a. bupati/walikota dalam hal lahan vyang dialihfungsikan dalam 1 (satu)
kabupaten/kota;

b. gubemur setelah mendapat rekomendasi bupati/walikota dalam hal lahan
yang dialihfungsikan lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi; atau c.
Presiden setelah mendapat rekomendasi bupati/walikota dan gubernur dalam

hal lahan yang dialihfungsikan lintas provinsi.

(2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setelah mendapat

persetujuan Menteri.
Pasal 47

(1) Presiden, gubernur, atau bupati/walikota. dalam memberikan persetujuan alih

fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dibantu oleh tim verifikasi.

(2) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdin atas tim verifikasi

nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.
(3) Tim venfikasi sebagaimana dimaksud ayat (2) dibentuk oleh:
a. Menteri untuk tim verifikasi nasional:
b. gubemur untuk tim verifikasi provinsi; dan
c. bupati/walikota untuk tim verifikasi kabupaten/kota.

(4) Keanggotaan Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit
berasal dari unsur instansi yang bertanggung jawab di bidang lahan pertanian,

perencanaanpembangunan, pembangunan infrastruktur, dan pertanahan.

Pasal 48
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Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang telah dialihfungsikan dan lahan
pengganti Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan selanjutnya diintegrasikan dalam

perubahan rencana tata ruang wilayah.
Pasal 49

Ketentuan mengenai pedoman teknis tata cara alih fungsi Lahan Pertanian Pangan

Berkelanjutan diatur dengan Peraturan Menter.
Bagian Keempat
Ganti Rugi
Pasal 50

(1) Setiap pemilik Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dialihfungsikan wajib
diberikan ganti rugi oleh pihak yang mengalihfungsikan.

(2) Selain ganti rugi kepada pemilik sebagaimana. dimaksud pada ayat (1) pihak
yang mengalihfungsikan wajib mengganti mnilai investasi infrastruktur pada

Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dialihfungsikan.

(3) Penggantian nilai investasi«infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
diperuntukkan  bagi pembiayaan pembangunan infrastruktur di lokasi lahan
pengganti.

(4) Biaya ganti rugi dan nilai investasi infrastruktur sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan.ayat (2) dan pendanaan penyediaan lahan pengganti bersumber
dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
provinsi dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah kabupaten/kota instansi

yangmelakukan alih fungsi.

(5) Besaran nilai investasi infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

didasarkan pada:

a. taksiran nilai investasi infrastruktur yang telah dibangun pada lahan yang

dialihfungsikan; dan

b. taksiran nilai investasi infrastruktur yang diperlukan pada lahan pengganti.
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(6) Taksiran nilai investasi infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
dilakukan secara terpadu oleh tim yang terdiri dari instansi yang membidangi

urusan infrastruktur dan yang membidangi urusan pertanian.
(7) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dibentuk oleh Menteri.
BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 51

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang
mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini  dengan

penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia:
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Januari 2011
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 5 Januan 2011
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
PATRIALIS AKBAR
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 2
Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA
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Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan
Bidang Perekonomian dan Industri,
ttd

Setio Sapto Nugroho
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